PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 43} TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
’ | Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
| Republik Indonesia Tahun 1945; '

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

I 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
+ . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
o Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
d i Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

/ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana - telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);




12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
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tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang  Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan =~ Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022

Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratura[n Bupati ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bombana;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;

Bupati adalaﬁ Bupati Bombana;

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah ya:ng ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah. |

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan | oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah
pada bank yang ditetapkan.

Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
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Satuan Kérja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Belaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan
sebagai dasgr pelaksanaan anggaran olehPengguna Anggaran.

Surat Penyéediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar
penerbitan = surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan
APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan
pembayaran

Uang Persedlaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalarnl jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada
SKPD /unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme fpembayaran langsung

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima
hak lainnyd atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau
surat perim::ah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah
membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran: /Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai
pengeluarari atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai
dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Surat Perintiah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintfah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dok@men yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang
dipergunaka;n sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

Surat Perint;ah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan = Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD vyang dananya dipergunakan untuk
mengganti UP yang telah dibelanjakan.
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Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU
adalah dok;umen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan §Dana, atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhangdananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

Surat Peﬂhtah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPM-LS adélah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPD
kepada p1hak ketiga.

Surat Penntah Pencairan Dana yang selanjutnya dlsmgkat SP2D
adalah dol;umen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

atas beban APBD.

Barang M111k Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
berasal darl perolehan lainnya yang sah.

Sisa Lebih |Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran sfelama 1 (satu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintaﬁ Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai derilgan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya bérdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau akibaf lainnya yang sah.

'Peraturan; Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah

peraturan @ perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Bupati.

Urusan Pemerlntahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kemgntenan negara dan penyelenggara Pemerintahan

- Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat.

Urusan Peimerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan Pefmerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki daerah

‘Pelayanan | Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga Negara

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pela_yanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sisfcem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada
SKPD daléxm memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.



31. Pegawai Ap;aratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian ker_]a yang dlangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan dlseralhl tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang—iundangan.

32. Badan Use:tha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badfan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah.

33. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari peneriimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaa:n dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

34. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah pf‘insip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun [ danmenyajikan laporan keuangan pemerintahan.

35. Kebijakan %Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, a{turan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah
Daerah sgbagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
laporan lfceuangan pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhang penggunaan laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.

36. Sistem Akljlntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggéraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akilntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan 1:<euangan dilingkungan organisasi pemerintah Daerah.

37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disﬁsun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah
Daerah. |

38. Hari adalah hari kerja.

BAB 11
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanak;an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengelo;Ia keuangan daerah;



penyusunan rancangan APBD;

penetap:an APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporané realisasi semester pertama APBD dan perubahan

APBD;

akuntan;si dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

penyusurjan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

. kekayaan daerah dan utang daerah;

badan layanan umum daerah;

penyelesaian kerugian keuangan daerah;

informasi keuangan daerah;

pembinailan dan pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran yéng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB II1
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupa:ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oi;ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.
| b Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 20 feSemtt-2023

PARAF KOORDINASI

NO |UNIT/SATUAN KERJA| PARAF} Pj. BUP’A’I‘I BOMBANA,

1 ledd | V \__J\

2 .

3 oM . j’

4 | 1% 5w 4 — A

5 [k Pervendabaral %L EDY SUHARMANTO
Diundangkan di éRumbia
pada tanggal 20 Vesembef 2023

'

SEKRTARIS D RAH KABUPATEN BOMBANA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 4%



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4% TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR ISI
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DAERAH |
B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH -2
C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH I-2
D. KUASA BUD 1-3
E. PENGGUNA ANGGARAN 1-4
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G. KETENTUAN SILPA I-27
BAB III | Mo 1
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B. RKA SKPD | 1 - 23
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BABV

RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN V-1
A. KERANGKA PENGATURAN V-1
B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH |V =3
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA V- 106
R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN Vo111
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BENDAHARA PENGELUARAN
T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG | . .
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT V-126
V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK V-127
W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN V-127
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‘BAB VII
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'DAERAH
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PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
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PEMERINTAH DAERAH
BAB XIII Il - 1




, BAB 1
| . PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelol? Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola
keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Déerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola
Keuangan Diaerah dapat melibatkan informasi, aliran data,
penggunaan Idan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik. Dékumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikan dalam
bentuk ilustriasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan
kebutuhan iniformasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan
pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan
fungsinya matsing- masing sebagai berikut :

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan d_aerah yang dipisahkan.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangah:

a. Menyusiln rancangan Perdatentang APBD,

b. Rancanéan Perda tentang perubahan APBD,

C. Rancan{;an Perda tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

d. mengajlikan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentangi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD uhtuk dibahas bersama;

e. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahtan APBD, dan rancangan Perda  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

f. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. mengam:bil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait ‘ Pengelolaan Keuangan Daerah yang  sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

h, menetap:kan kebijakan pengelolaan APBD;

i. menetapkan KPA;

j. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan

, pemunngltan pajak daerah danretribusi daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dén PiutangDaerah;

L menetei}:ikan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagi:han danmemerintahkan pembayaran;



m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangai.n Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan
ketentur;m peraturan perundang-undangan.

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu
paling sedﬂdt menetapkan bendahara penerimaan pembantu,
bendaharafg pengeluaran pembantu, bendahara bantuan
operasionai sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit
organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya
yang diaménatkan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam mel?ksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
penganggaxj‘an, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggun:g]’awaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan
sistem perjgendalian internal yang didasarkan pada prinsip
pemisahan% kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,
dan menerima atau mengeluarkan wuang. Pelimpahan
:kekuasaani ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Pejabat Periangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;
h kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD); dan
c. kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).
i, KOORDINATQR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah meinpunyaitugas:

a. koordinaisi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordina;si di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangén perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinaisi penyiapan  pedoman = pelaksanaan  APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordina;si pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keua.ngah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perunda;ng—undangan; dan

f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit
meliputi:

a. koordinési dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengeloliaan keuangan daerah;

h koordi’naflsi dalam  penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah; dan

C. koo’rdin::isi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.



d.

Koordin:ator pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksalilaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
Koordin?.tor dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan
terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengom:‘dinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
daerah t;ermasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

. PEJABAT PEI\;TGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintahi daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah ya_rfg mempunyai tugas:

a.

b.

c.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menyuspn rancangan Perda tentang APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD,

dan raincangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD; |

melaksainakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Pérda,

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang— undangan.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

P*PP‘P’

0

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

membenkan petunjuk teknis pelaksanaan sistempenerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiap}(an pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas namapemerintah daerah;

.melaksarilakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

menyajikm informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
peneriméan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuafn peraturan perundang- undangan, yang tidak
dllakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a.

mengelolta investasi;

b. menetapkan anggaran kas;

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d membukaz rekening Kas umum daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusunx laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.



4. Dalam ha_lt kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewerilangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan§ perundang-undangan dapat melaksanakan
pemunguta:n pajak daerah.

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, éosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat
langsung dan investasi tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewena_nga:n SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang—;undangan dapat melaksanakan pengelolaan
investasi. '

. KUASA BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupatiuntuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Kuasa BUD adalah pejabat yang  diberi kuasa untuk
melalcsanalfan tugas BUD.

- 4. Kuasa BUD mempunyai tugas:

menyiapkan anggaran kas;

menyiai)kan SPD;

menerbitkan SP2D;

memanitau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh baimk dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah

ditunjuk;

e. mengU.sfahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksdnaan APBD;

f. menyin:ilpan uang daerah;

melaks.'%makan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas

Beban APBD;

i. melakséjmakan pemberian pinjaman daerah atas nama

pemerintah daerah,;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

melakukan penagihan piutang daerah.

5. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dan meriguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelolia piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir
yang tidak tertagih atas investasi;dan

C. menyiap:kan dokumen pengesahan dan pencatatan

, penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

6. Kuasa BU]j bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

7. Bupati ataé usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD; di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan kriteria
meliputi bésaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali.
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;. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA SKPD

b. menyusun DPA SKPD;

C. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
melaksainakan pemungutan retribusi daerah;
mengadé.kan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam bb.tas anggaran yang telah ditetapkan;
. menandatangan1 SPM;
mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yangdipimpinnya;

j- menyusiln dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpiljlnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD;

m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangkapengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksainakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturén perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi: i

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksa;lakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

C. menyusﬁn dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusifun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyus@n dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja  atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak
dilakukaim melalui Rekening Kas Umum Daerah,

f. BUD mc%lakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

g. menyusﬁn dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SI:(PD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai
wewenang, meliputi: |

a. menandjatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapziitan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah isesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menand:atangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD); -

menan(iatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetaf)kan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam réngkapengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendah:ara Pengeluaran dan  Pembantu Bendahara

=
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Pengelujaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Dalam ha:l dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang% melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanqkan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan |peraturan perundang-undangan.
Mengelola : utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

. Mengelola 1i1tang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaén yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyediia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturr;m perundang- undangan;

c. akibat ﬁutusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum | tetap; dan

d. kewajibian lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesairfya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturén perundang-undangan.

Mengelolai piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai

akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasafrkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum§ tetap;dan

d. piutangf lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hai mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan

jasa, PA Bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertlndak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tué;as pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai keténtuan peraturan perundang- undangan.

10.PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

wewenangnya kepada Bupati melalul sekretaris daerah.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1.

2.

PA dapat rknehmpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pelimpahah kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran | kegiatan/sub keglatan, lokasi, rentang kendali,
dan/atau beban kerja.

Pertlmbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan
dilakukani oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran
Kegiatan/ isub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.



4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan
terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana
Teknis Daérah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

5. Berdasarkén pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah
- selaku PA dapat melimpahkan pada kepala bagian di
Sekretaria‘@ Daerah selaku KPA untuk melakukan pengelolaan
keuangan.

6. Pelimpaha1;'1 sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas
usul kepala SKPD.

7. Pelimpahartl sebagian kewenangan meliputi:

a. mela.kljkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas bfzaban anggaran belanja;

b. melaks;anakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

C. melaku:_kan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. menga(iiakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengaxf:vasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya;
g. dan m{alaksanakan tugas KPA lainnya  sesuai

dengar;l ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam me%aksanakan tugas/kewenangannya, KPA bertanggung
jawab kepada PA.

9. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kev&:renangan SKPKD, PA dapat melimpahkan
kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

10.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan
SPM-LS.

11.Dalam ha1% mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ket:entuan peraturan perundang-undangan.

12.KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleth pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tuglas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan

; sesuai kete;ntuan peraturan perundang- undangan.

~ 13.Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas: :

a. menyusun RKA-Unit Organisasi bersifat khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi bersifat khusus;

cC. melakukian tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban azilggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksarilakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yangdipimpinnya;

e. melakuk}a\n pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayairan;

f. melaksa:rilakan pemungutan retribusi daerah,;



g. mengadékan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatanganl SPM;

i. mengelqla utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yangdipimpinnya;

J- menyus1:1n dan menyampaikan laporan keuangan unit
organiseisi bersifatkhusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yangdipimpinnya;

L. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus| yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah; dan

n. melaksaznakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturain perundang- undangan.

14.Dalam ha} KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai

ketentuan Eperaturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambili alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

G. PEJABAT PEIE,AKSANA TEKNIS KEGIATAN

1.

2.
3.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan

menetapkah pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA

meliputi:

a. Mengencilalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kégiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

c. dan menylapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Keglatan /Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturain perundang- undangan yang mengatur mengenai

pengada;ém barang/jasa.

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/ S;ub kegiatan meliputi:

a. menyuspn jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatanz;

‘c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan  kepadaPA/KPA.

.- Tugas meinyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran étas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan mbﬁpuﬁ:

a. menyiap;kan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b. menyiapi(an dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan ’ persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan



perunda:ng-undangan; dan

C. menyimi)an dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam mer:nbantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA.

7. Dalam meimbantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung
jawab kepada KPA.

8. Dalam hai PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan %perunda_ng- undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat yal;lg dilaksanakan oleh PPTK.

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/UnitSKPD.

10.Penetapan éPP’I‘K berdasarkan pertimbangan/kriteria meliputi
kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan,
beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya.

11.Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi. '

12.PPTK merjlpakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13.Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
pejabat satﬁ tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kiemampuan manajerial dan berintegritas dengan
kriteria : :

a. pejabat eselon Il / Koordinator yang tidak menjabat sebagai
KPA dantidak merangkap sebagai PPK SKPD.

b. dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan
strukturél eselon III / Koordinator, PA dapat menetapkan
Pejabat Eungsional/ pejabat eselon IV/Sub

Koordinaitor yvang disetarakan setingkat pejabat Eselon IV
sebagai pelaksana tugas pejabat administrator, selaku PPTK
dengan kriteria:
1) memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; dan
2) ASN dengan pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda
Tk.I (III/b).
14.Dalam hal; PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat
di bawah KPA dengan kriteria :
a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
b. tidak merangkap sebagai PPK SKPD; dan
c. ASN deﬂgan pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda
(I11/ a).

t. PEJABAT PEl\fATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1. Kepala SKEPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk
melaksanaka.n fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
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’ keuangan Zsesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

i
1

. Pada pol? pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang

lingkup tugas dan wewenang BLUD.

PPK SKPD merupakan ASN yang menduduki jabatan

strukturalf untuk menjalankan fungsi penatausahaan

keuangan SKPD

Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan

struktural yang menjalankan fungsi Penatausahaan Keuangan

SKPD, PA dapat menetapkan Pejabat Fungsional sebagai

pelaksana tugas yang melaksanakan fungsi sebagai PPK SKPD.

PPK SKPD ;t1dak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan

Pembantu, lBendahara. Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu / Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyau tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

b. menylapkan SPM;

C. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendah‘ara Penerimaandan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan menyusun

laporan keuangan SKPD.

Verifikasi Qleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kel:engkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukt1 kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya; |

b. melakukén verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembahan kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penemmaan dan

c. menerbltkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bukti kelpngkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

10.Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas
penatausahaan keuangan SKPD.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkari PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keua‘ingan pada Unit SKPD.

Penetapan ILDPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian lingkup



sekretariat daerah;

‘b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan

C. dibentléllnlya unit organisasi bersifat khusus yé.ng
memberikan layanan secara profesional melalui pemberian
otonom1 dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah; serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. mela_kukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPP- LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran pembantu.

. Verifikasi | dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan

keabsahan |SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

. Verifikasi | dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan

keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerlmaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. Selain melgksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakllkan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

‘ pengerribahan kelebihan pendapatan daerah dari

bendahara penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan

b. menerbltkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsaJ;lan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapmnya sebagai dasar penyiapan SPM.

. PPK unitg SKPD pada unit organisasi Dbersifat khusus

mempunyai tugas meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta 1;3ukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara lainnya;

b. menerbiﬁkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukian verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksaflakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus;dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki

jabatan striuktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan

keuangan u;.nit SKPD.

. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK Unit SKPD.
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BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan

a.

Bupati | menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
atas usul PPKD selaku BUD.

benda.hara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang
menenma menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum
daerah, | | menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapaltan daerah yang diterimanya.

Selain tligas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki% tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langshng melalui RKUD;

2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

3. meneliﬁ kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

' denga:ln jumlah yangtelah ditetapkan;
4, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
endapatan daerah yangditerimanya; dan

5. meny;apkan dokumen pembayaran atas pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hé\l PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA, Bl.ilpati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendaha:ra Penerimaan Pembantu pada wunit SKPD
diusulkah oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkefm Bupati.

Tugas dlan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
paling se;dikit meliputi:

1) mene;rima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada :SKPD, kecuali untuktransaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsi;lng melalui RKUD;

3) melak:ukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetai)kan oleh Bupati;

4) meneiiti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengeén jumlah yangtelah ditetapkan;

5) mena?:ausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendé:lpatan daerah yangditerimanya; dan

6) menﬁapkm dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan

Pembantlfl bertanggung jawab secara administratif dan
fungsional.
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Bendahéra Penerimaan bertanggung jawab secara
adminis’:cratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

Bendahaflra Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administ:ratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara aidministratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahaira Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada IEDPKD selaku BUD.

Bendahafra Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsionél dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fpngsional atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampajkan kepada Bendahara Penerimaan.

.Kepala iSKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerir’ne:lan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pendapa’;can daerah.

Pegawai ?yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasén yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yai.ng bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksan'aflkan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
disebut fl?embantu Bendahara Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran

a.

b.

PPKD | selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada Bupati.

Bupati rinenetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
dan/ atalil pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

3. Bendahara %Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP, SPP GU, SPPTU, dan SPP LS;

2) meneﬁma dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melak$ana1<an pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolZanya;

4) menolék perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentiuan peraturan perundang-undangan;

5) meneli;ti kelengkapan dokumen pembayaran,;

6) memb_ilat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban
secaraﬁ fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memuhgut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketent@lan peraturan perundang-undangan.



d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas danwewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang
dltetapkan Bupati;

2) memejriksa kas secara periodik;

3) meneri*ima dokumen bukti transaksi secara elektronik
atau dokumen fisikdari bank;

4) menenma dan menyetorkan atas pengembalian belanja
atas | koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
ekstez:nal,

5) menyi'apkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembahan belanja akibat koreksi atau  Thasil
pemerlksaan internal dan eksternal; dan

6) pelalcsanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada
SKPD fyangmelaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertlmbangan

1) besara}n anggaran; dan
2) rentar\ig kendali dan/atau lokasi.
g Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan
wewenang meliputi:
1) mengéjukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
TU da‘n SPP LS;

2) menenma dan menylmpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran,

3) mener;ma dan menyimpan TU dari BUD;

4) melakisanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU
yang Qikelolanya;

5) menol;ak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliﬁ kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memufngut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentiuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membhat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanjggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara
Pengeiuaran secara periodik.

h. Selain ;tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran

pembantiu memiliki tugasdan wewenang lainnya meliputi:

1) melakhkan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupatl,

2) memerlksa kas secara penod1k

3) menegma dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;
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4) menefrima dan menyetorkan atas pengembalian belanja
atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal
pada itahun berjalan; dan
5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemenksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus | sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi
bersifat khusus
Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembangu dan bertanggung jawab secara administratif dan
fungsional.

. Bendaha:ra Pengeluaran bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara édminisﬂaﬁf atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.
Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administiratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara atdministratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.
Bendaha}a Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan imembuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsion‘:al atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD selaku BUD.
Bendahai*a Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungs1ona1 dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsmnal atas pengeluaran pada unit SKPD dan
dlsampallkan kepada Bendahara Pengeluaran.
Kepala SKPD atas wusul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluafran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
Pegawai Eyang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksalilakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugaseén yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawéi yang membantu Bendahara  Pengeluaran
bertangglilng jawab kepadaBendahara Pengeluaran.

4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a.

b.

melakukian aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualanjasa;

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
dan/ atal;l penjualan jasa;



C. menyin’ilpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnyaiE atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak la;ngsung; dan

d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus.

5. Larangan ]aagl Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu;f Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan,
tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung
dengan pelaksanaan APBD.

6. Persyaratah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

a. Tidak boleh dirangkap oleh PA/KPA/PPTK/PPK SKPD/PPK
Unit SKPD; .

b. Sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam
proses penindakan suatu pelanggaran/kejahatan dan tidak

terlibat dalam kasus yang merugikan negara,;
¢. berstatus PNS/CPNS dilingkungan SKPD;

d. mempunyai pangkat serendah rendahnya pengatur muda
golongaxil ruang II/a atau memiliki pengalaman kerja di
bidang keuangan Daerah  pada Instansi Pemerintah; dan

e. tidak beijstatus dalam masa persiapan pensiun.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1. Dalam proées penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD
yang d1p1mp1n oleh Sekretaris Daerah.

2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah,

PPKD, danipejabatpada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

3. TAPD mempunyai tugas:

a. membahias kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

menyusﬁn dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahr%m KUA;
b. menyusﬁn dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahian PPAS;
melakul{an verifikasi RKA-SKPD;
membalias rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,
dan ranéanganpertanggungjawaban APBD;
e. membah%as hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;
f. melakul{an verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA- SKPD;
g. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusuinan RKA; dan ‘
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi
sesuai dquankebutuhan

e o



: BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM

Keuangan . Daerah merupakan semua hak dan kewajiban
Daerah dalarril rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai| dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah
meliputi: :

1. Hak Daerahuntukmemungut pajak daerah dan retribusi
daerah serﬁa melakukan pinjaman;

2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintalian daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. Penerimaaf;l Daerah;

4. Pengeluaran Daerah;

5. Kekayaan baerall yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapaﬁ dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah
yang dipisa:hkan; dan/atau

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
dan/atau k;epentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan depgan Perda. |

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten B(i)mbana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait APBD adalah sebagai
berikut: 5
1. APBD disﬁsun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

Urusan Pe;merintahan daerah yang menjadi kewenangan

Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disﬁsun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.

3. APBD merrfpunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD setiab tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan
ketentuan p;eraturan perundang-undangan.

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

6. Penerimaan Daerah terdiri atas:

a. pendapaﬁan daerah; dan

b. penerimaan pembiayaan daerah.

7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a. belanja daerah; dan

b. pengelualran pembiayaan daerah.



8. Penerimaah Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Penemmaan Daerah yang terukur secara rasional yang
dapat dlcapal untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkqn padaketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Pengeluara;m Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian
tersedianyé dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang
cukup. |

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum
yang melandasinya.

11. Seluruh éPenerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketjentuan sebagai berikut:
1. Selain did:asarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada
pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2. APBD merrilpunyai fungsi:

a. Fungsi étorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
dasar urjltuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

b. Fungsi %perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan /sub kegiatan pada tahun berkenaan.

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran
daerah J menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub
kegiatari penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi Ealokasi yang mengandung arti bahwa anggaran
daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya Serta meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas
perekonbmian.

e. Fungsi {iistribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran
pemerinitah daerah menjadi alat untuk memelihara dan
mengup;ayakan keseimbangan fundamental perekonomian
Daerah.,

3. APBD dalailn satu tahun anggaran meliputi:

a. hak perinerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

b. kekayaa;n bersih; kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai [pengurang nilai kekayaanbersih; dan

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengelu.ﬁaran yvang akan diterima kembali, pada tahun
anggarah yang bersangkutan atau pada tahun anggaran
berikutnya.

B. STRUKTUR P;NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasark;an ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan
Daerah Kabiupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan
yang disusun? dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait
struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD meru;.pakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanjé Daerah; dan

c. Pembiayaan daerah.

APBD dikls}tsiﬁkasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah
dan orgarilisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan

organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapata1;1 Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening I]{as Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali
oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan @ peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah iekuitas yangmerupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran

Belanja Daierah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah
dan pengéluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan %perundang—undangan diakui sebagai pengurang
ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

Pembiayaaﬁ daerah meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar keimbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya

Terkait hai tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

~ beberapa ketentuan sebagai berikut:.

1.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD
dirinci mienurut urusan pemerintahan daerah, bidang
urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, ‘dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Klasiﬁkasi% APBD dalam rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, biaang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objék, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Dalam halé penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristi;k khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari
Kementeriah /Lembaga dan pendapatan lainnya, yang
penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan
pendapatanfnya dilakukan berdasarkan notifikasi atau
pengesahaﬁ pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai
ketentuan ﬁ)eraturan perundang-undangan.

Pengelolaan: pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat
berupa miekanisme intersep, pemotongan langsung atau



mekamsme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang—
undangan.

5. Kla31ﬁka31 APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian obJek sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pemblayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan
keuangan pada SKPD dan SKPKD.

6. Klasifikasi, APBD mengacu pada ketentuan peraturan
perundang— undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta pemutakhirannya.

o PENDAPATANé DAERAH

1. Ketentuan éUmum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
‘sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan Pendapatan daerah dirinci menurut
urusan peinerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok,
jenis, ob_]ek dan rincian objek serta sub rincian objek
pendapatan daerah.

Pendapataq Daerah terdiri atas:

-a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapaﬁan Transfer; dan

C. Lain—lainif Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal
33 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
Pendapatarf Asli Daerah diatur sebagai berikut:

a. Pendapata_n Asli Daerah terdiri atas:

1. pajak daerah

2. retrlbu31 daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. lain- laJn pendapatan asli daerah yang sah.

b. K1a31f1kas1 APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian obJek sub rincian objek pendapatan asli daerah
dikelola Eberdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

JenisPendapatan Kewenangan Pengelolaan

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang
memiliki tugas

dan wewenang pengelolaan;

; pajak
Retribusi Daerah SKPD
Hasil Pengelolaan SKPKD

Kekayaan Daerah yang

|




Dipisahkan

Lain%lain Pendapatan| SKPKD kecuali :
Asli Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan|
retribusi tetap dikelola oleh|
Bendahara Penerimaan di
SKPD terkait.
2. Pendapatan BLUD dikelolq
oleh BLUD terkait.
3. Pendapatan Hibah Danag
BOS, Dana kapitasi, dan
pendapatan lainnya yang
dikelola oleh Bendahara]
Penerimaan Khusus.

. Pajak daferah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah
diatur d(%ngan Perda yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub ﬁncian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi
daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-
undang r:nengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dirinci mienurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Hasil piengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakén penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal
daerah. |

Lain—lain% pendapatan asli daerah yang sah merupakan
penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan
hasil peflgelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang
dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian
objek sésuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangaifl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat
dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Lain—lainPendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil Qemmfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kiexja sama daerah;

4) jasa gi;ro;

5) hasil ﬁengelolaan dana bergulir;

" 6) pendaﬁ)atan bunga;

7 peneririnaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan
Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/ aj:au pengadaan barang dan jasa termasuk
peneﬁfnaan atau penerimaan lain sebagai akibat



! —
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e b seta o e
g u dari kegiatan lainnya
meruipakan Pendapatan Daerah;

9 Peneréimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uangasing;

10)pendei1patan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

11) pendailpatan denda pajak daerah;

12)pendapatan denda retribusi daerah;

13)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14)pendapatan dari pengembalian;

15)pendapatan dari BLUD; dan

16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

g. Pemerintfah Daerah dilarang:

1) melakpkan pungutan atau yang disebut nama lainnya
yang c}ipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur
dalam undang-undang; dan

2) melak;ukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas
barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
eksp01;‘ /impor yang merupakan program strategis nasional

h. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-
hak keﬁangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan selama 6 (enam) bulan.

i. Bupati yang melakukan pungutan dikenai  sanksi
administzratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j- Hasil puhgutan atau yang disebut nama lainnya wajib
disetork@ seluruhnya ke kas negara.

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal

39 Peraturain Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022

tentang Péngelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait

Pendapatan Transfer meliputi:

1. tran;sfer Pemerintah Pusat;

2. transfer antar-daerah
Ketentuan ’I:‘erkait Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
Transfer Pefneﬂntah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daérah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan,
dan Dana ! Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat
dilaksanakein sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

a. Dana I?erimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU
merupaikan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan
DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.



b. DBH . :terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber
Daya Alam; ~

c. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

d. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetaliokan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peratujran perundang-undangan.

e. DAK fcerdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Alokasii Khusus Non Fisik.

f. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang
dialok?sikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria
terten{:u dengan tujuan untuk memberikan penghargaan
atas pierbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

g. Dana iotonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang
memﬂild otonomi khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan undang- undangan. ‘

h. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa
sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

i. Dana |desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

3. Ketentuan Terkait Transfer Antar-Daerah meliputi :

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan.

a. Pendai)atan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber
dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada
Daeralfl lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai
dengaril ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. BantUén Keuangan merupakan dana yang diterima dari
daeraﬁ lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,
pemerétaan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau
tujuanf tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

1. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

2. bantlilan keuangan dari Daerah Kabupaten

Bantuaxi keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
Kabupaten;, terdiri atas: '

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang
diterifma dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama
daerafh atau pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan.

2) Bantl;lan keuangan khusus yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal
39 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022




|
tentang Péngelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Lain-
lain Pendabatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
Lain-lairil Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
1. Hibah;
2. Dana Darurat; dan
3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan

1.1 . Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang,
dan /atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,
Pememntah Daerah lain, masyarakat, dan badan
utha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untﬁuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan
Perflerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
denigan ketentuan peraturan perundang- undangan.

. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang
tldak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu,
dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
perfgurangan kewajiban kepada penerima maupun
penélberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan
penferusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perfundang—undangan

2.1 - Dana darurat merupakan dana yang berasal dari
APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca
benfcana untuk mendanai keperluan mendesak yang
d1ak1batkan oleh bencana yang tidak mampu
d1tanggulang1 oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3.1 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
per?turan perundang- undangan antara lain Pendapatan
Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah
tahun sebelumnya.

5. BELANJA DAERAH

5.1 Ketentiuan Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 sampai dengan
Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun§2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja
daerah sebagai berikut:

a. belanjé. daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
terdm= atas urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

c. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan
pemer%ntahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan



urusarfl pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan
dasar. | |

. urusalfl pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang
dimilik:i daerah. belanja daerah dialokasikan dengan
mempﬁoﬂtaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib
terkait; pelayanan dasar dalam rangkapemenuhan standar
pelayajnan minimal.

. belanjél daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan
wajib i yang  tidak terkait dengan pelayanan dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

belanjél daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan
pilihale dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki daerah.

. daera1:1 wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
urusali'l pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanfgan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi
pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

. dalam§ hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja, Menteri
Keuanfgan melakukan penundaan dan/atau pemotongan
penyaluran dana transfer umum, setelah berkoordinasi
dengalf'l Menteri Dalam Negeri dan menteri teknisterkait.
belanjia daerah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis
sesuai: dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.belanja daerah berpedoman pada standar harga
satuarfl regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
tekniS§ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

standailr harga satuan regional ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

. standaftr harga satuan regional digunakan sebagai pedoman
dalam menyusun standar harga satuan pada masing-
‘ masinLg daerah.

penetépan standar harga satuan pada masing-masing daerah
dengah memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di
suatu ; daerah.

.analisis standar belanja dan standar teknis dan standar
harga% satuanditetapkan dengan Perkada.

. analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau
standér teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja
dan a:hggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang
APBD. '

. belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis,
objek; rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

. urusain pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan
’ denga;n belanja negara yang diklasifikasikan menurut
fungsi.

. belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan



susunén organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketent:uan peraturan perundang-undangan.

. belanja daerah menurut program, kegiatan, dan sub
kegiata%m disesuaikan dengan urusan pemerintahan
kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berdasérkan ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Daerah
Kabupaiten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah
terdiri ailtas:

. Belanja Operasi

Belanja% operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi

manfaat jangka pendek.

. Belanja | Modal

i

Belanja | modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
peroleha;n aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja éTidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
beban AEPBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

. Belanja ;Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan
BLUD

BELANJA TIDAK TERDUGA | SKPKD

BELANJA TRANSFER SKPKD

Jenis belahja Kewenangan pengelolaan

BELANJA OPERASI

Belanja pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD

Belanja barang dan jasa SKPKD, SKPD dan BLUD

Belanja bunga SKPKD dan BLUD

Belanja subsidi SKPKD dan/atau SKPD

Belanja hibah SKPKD dan/atau SKPD

Belanja bantuan sosial SKPKD dan/atau SKPD



e. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 48
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perllgelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja
Operasi diatur sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai
1) Belanja pegawai digunakan untuk -menganggarkan
kompensa31 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2) Kompe';nsasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati,
pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
1. Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati
di:anggarkan padabelanja SKPD sekretariat daerah;

2. Belanja  Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat
DPRD; dan

3. Bélanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

3) Belanjél pegawai paling sedikit berupa gaji/uang
representam dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai
ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota
DPRD | serta Bupati, wakil Bupati, honorarium, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa
layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait
belanjafl pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-
undangan.

4) Pemerihtah Daerah dapat memberikan tambahan
penghaisilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan
kemarripuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetﬁjuan ‘DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

5) Pegawaii ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegaweii pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada ihstansi pemerintah.

6) Persetﬁjuan DPRD dilakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA.

7) Tambalfuan penghasilan diberikan berdasarkan
pertimljaangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan



objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
dlberlkan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui
beban kerja normal;

2. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
dlberlkan kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki
tlngkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

3. tarpbahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
dib;erikan kepada  pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan
kefjayang memiliki risiko tinggi;

4. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
dlbenkan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

5. tanhbahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
d1ber1kan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan

6. tan;lbahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN
sepianjang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

8) Pemberlan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN

daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati

dapat membenkan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

10) Persetﬁjuan Menteri Dalam Negeri ditetapkan setelah

mempéroleh pertimbangan Menteri Keuangan.

11) DalamE hal Bupati menetapkan pemberian tambahan

penghé;silan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan
ketentilan, Menteri Keuangan melakukan penundaan
dan/ atiau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan
Menteri Dalam Negeri.

b. Belanja Barang dan Jasa

1)

2)

3)

Belanj'icl barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dﬁa belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diseral';lkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
Pengacliaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
guna f)encapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum
dalam RPJMD.

Belanjé barang dan jasa diuraikan dalam objek
belanjébarang, belanja jasa, belanja pemeliharaan,
belanjé perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau
Jasa 'untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak



4)

6)

Lain/Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis

Belanjabarang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) BelanJa Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang
tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

b) Belgnja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(du;a belas) bulan antara lain berupa jasa kantor,
asurans1 sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa
sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, konsulta81 ketersedlaan layanan
pelailuhan sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS /PPPK,
insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non
ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi
pegawai non ASN;

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
bela{;nja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan
pereillatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan
banigunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan
irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan
belafnja perawatan kendaraan bermotor;

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk
meriganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri
dan' belanja perjalanan dinas luar negeri; dan

e) Belénja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepéda Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pemerihtah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa
dalam‘ APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD
terkait.
Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang
diberikjan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan
untuk | pemberian uang kepada ASN dan Non ASN,
masyaijakat dalam rangka mendukung pencapaian target
kinerja? Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum
dalam | RPJMD dengan memperhatikan  kepatutan,
kewa_]aran, rasionalitas dan efektivitas.

‘Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

dlbenkan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam

bentulg
a) pemjberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penéhargaan atas suatu prestasi;
c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional



dan non proyek strategis mnasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Trénsfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sufdah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
pefundang—undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya
yarilg diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

1)

2)

3)

4)

Belanﬁa bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan
belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang
memﬂiki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan
pemb?yarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan
pembfayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran
atas kewajiban pokok utang, yang  dianggarkan
pemblayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan
fungsi PPKD/SKPKD terkait.

Belanjja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

1)

2)

3)

4)

d)

Belanj’a subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsi(fii agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perunfdang— undangan, sehingga dapat terjangkau oleh
masyaitrakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Dserail (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta
merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
pelaye:inan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan
pelayénm publik antara lain dalam bentuk penugasan

,pelak$anaan kewajiban pelayanan umum (public service

obligation).
BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai

penen?ma subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan

denga:n tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai
denga_:n ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik,
pemeﬁksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan
oleh liembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh
Bupati. |

Pemef;iksaan dengan tujuan tertentu merupakan
pemefiiksaan yang bertujuan untuk memberikan
kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian
subsidi.



6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi tahun anggaran berikutnya.

7) Peneﬁma subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yangi diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati.

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara
msterp penyediaan air minum mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

10) Pembenan subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak
perlug dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) Ketexfltuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertai;*lggung jawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai
dengein ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Belanja Hibah

1) Belanija hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemeﬁntah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secaré spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak iwajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menelj'us setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
diangéarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuarftgan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan
pemermtahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pembpnan hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaréln, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah
daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kema:syarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untukmasyarakat.

4) Pengénggarm belanja hibah dianggarkan pada SKPD
terkaii dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
Untulic belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peratlf.lran perundang-undangan yang bertujuan untuk
menuinjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiat;an pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum



sesuéi dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5) Belanja hibah diberikan kepada:

a)

b)

d)

Pefrnerintah Pusat.

(1) Hlbah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
ésatuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah
non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang

tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan

dan Dbelanja negara sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) lUnit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang

Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah

dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko

kartu tanda penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda

penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua)

sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(5){Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya

dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pemerintah Daerah lainnya.

H{bah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sqsua’i dengan ketentuan peraturan perundang-
uI;ldangan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)].

Hi:bah kepada badan usaha milik negara diberikan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
urlldangan _

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hi:bah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dénganketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah
kcfapada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk
be}rang kecuali uang atau jasa.
Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia
(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan
Ekepada badan dan lembaga:
g(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
. dibentuk berdasarkan peraturan  perundang-
. undangan;
(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
-~ memiliki surat keterangan  terdaftar yang



diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali
kota; atau

(c) yang Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

~ kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan

- kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan memenuhi

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia diberikan kepada

lorganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum,

§yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum perkumpulan, yang telah

mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan

hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan

dengan persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala
desa setempatatau sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, Kkegiatan dan sub kegiatan
pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang
membidang urusanhukum dan hak asasi manusia;

' (b)) berkedudukan dalam wilayah administrasi

Pemerintah Daerahyang bersangkutan; dan

- (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang

bersangkutan.
f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran



belanj a bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

6) Belarilja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

7)
8)

9)

a) pe;runtukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tldak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
%penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang
tldak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN
%sesuai dengan ketentuan peraturan £ perundang-

%undangan;
(2) gbadan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan

}{ewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik dan/atau

4) 1%ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;

d) mémberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mefndukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

e) meimenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang
disaxripaikan kepada Bupati.

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan
matex%ial atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelapci)ran dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluzi:lsi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan
Bupati.

Belanja Bantuan Sosial

1)

2)

4)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pembérian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
indivicllu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujiuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko% sosial, kecuali dalam keadaan  tertentu dapat
berkelanjutan.

Risikoi sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politilé, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak
dibeﬂkan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk
dan ti(iiak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaén tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuén sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
Belanjia bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah



memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditenftukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
peruhdang— undangan.

5) Anggjota/ kelompok masyarakat meliputi:

a) maividu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
méngalaxni risiko sosial; atau

b) lembaga mnon pemerintahan bidang pendidikan,
keégamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
mélindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
yang mengalami keadaan yang tidak  stabil
sepagajdampak risiko sosial.

6) Bant@lan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
keloni'lpok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial
kepaciia individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan
sebelhmnya.

7) Bantlilan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi
anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjafngan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mami)u. ‘

8) Bantf.lan sosial berupa barang adalah barang yang
dibef*:ikan secara langsung kepada penerima seperti
bantﬁan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu
untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada
yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat
kurang mampu.

9) Bantlilan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada
saat f)enyusunan APBD.

10) Banﬁuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan
dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,
ﬁncién objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiaii:an, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah terkait.

12) Banﬁuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang
tidak%dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko
sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

13) Paguf alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebehﬁmnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang



direricanakan. ‘

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direnicanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja
Tidak Terduga.

15) Usu}an permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16)Bantﬁan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a)

b)

d)

selektlf diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi
dan kemungkinan risiko sosial;

mémenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan
mem1hk1 identitas kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan;

bex;sﬁ‘at sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
baiilwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
perﬁerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

() rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
:secara wajar.

(2) perlindungan sosial

- ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

3) f)emberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
fnasyarakat yang mengalami masalah sosial
fnempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

(4) Jamman sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerlma bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

) penanggulangan kemiskinan.

,merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
Relompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
nf'xempunyai sumber mata pencaharian dan tidak



édapat memenuhi kebutuhan yang layak
bagikemanusiaan.
(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

17)Anggc;)ta / kelompok masyarakat menyampaikan wusulan
tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada
Bupati melalui SKPD sesuai dengan wurusan dan
kewerilangannya.

18) Penet%‘ima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal
danmaterial atas penggunaan bantuan sosial yang
diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelapioran dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
peratilran Bupati.

g. Ketentuan Terkait Belanja Modal

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Daerah

Kabupatén Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Pengelolaian Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja

Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan
pengeiuaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
tetap rdan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi

kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
b1:11an; ‘

2) di;gunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) béltas minimal kapitalisasi aset.

Selainé kriteria juga memuat Kkriteria lainnya yaitu:

1) ber?wujud;

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

3)k tldak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
ent;itas; dan

4) dipbroleh atau dibangun dengan maksud untuk
dig;unakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal
kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang
dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur
dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga
perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau
banguin aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengac}aan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belélnja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah
, yarig diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam



keﬁgiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siapdipakai

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan dalam kondisisiap pakai.

3) Be}anja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup
seliuruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
PeJZnerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belianja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

_ mehganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup
jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Per;nerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk
me%lganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetaip, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

6) Belianja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
opeirasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
asefc tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya
sesi;lai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan  untuk
mengahggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria
aset tétap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
denga1'21 nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak
berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujud fisik;

3) dimilild untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
tern}asuk hak atas kekayaan intelektual,

4) dapiat dikendalikan oleh entitas; dan

5) merijxiliki manfaat ekonomi masa depan.

h. Ketentuain Terkait Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal dan Pasal 46 Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja

Tidak Texi‘duga diatur sebagai berikut:

a. Be1a111ja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan
pengéaluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan



me:ndesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

' pen;gemba]ian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk
barzltuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

b. Ke;‘?erluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-
masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Keaédaan darurat meliputi:

1) 1ti)encana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan /atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

PengeluZaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia -anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA SKPDT, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sdsial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk
kebutuhari tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian 1uar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban
bencana, %pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhanf air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
" Batas wakitu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu
status keaidaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap
darurat diﬁetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap
darurat seliesai. _

d. Keperluaitn mendesak meliputi:

1) kebutjlhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

2) Belanj'a Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

a) Beianja daerah yang Dbersifat mengikat merupakan
belénja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
hari'us dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
junillah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
taﬂun anggaran berkenaan, seperti:

8] belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

2) belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Beljanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan



pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
keisehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pirzljaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya
seéuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pengéluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daeraith dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
aman;at peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menil:’nbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daeréh dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk
mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggeirannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau
Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
dalam Pératuran Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah étahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya.

g. Bantua;rix Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
diusulkai_n oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai
berikut: '

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB)E paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola
keuarixgan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah
(BUD);

2) PPKD, selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan
BTT @ kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari
terhitﬁng sejak diterimanya RKB.

h. Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak

Terduga.f

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk
mendanr%\i keadaan darurat, pemerintah daerah
menggurllakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program,
kegiaﬁan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran
Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

2) dan/ eitau memanfaatkan kas yang tersedia.

3) Penjaéiwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub
kegiaﬁan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA SKPD.

j. Tata caré penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Bupaﬁi menetapkan status tanggap darurat untuk bencana



2)

3)

alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik
sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang -undangan;

berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen
lain sesueu ketentuan peraturan perundang- undangan,
Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan
fungs1 mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada
PPKD‘ selaku BUD.

berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencaJrkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rencana kebutuhan belanja.

. Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran
dari belan_]a tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD
yang membldangl, dengan tahapan:

1)

2)

3)

dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

dalam‘ hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melaklz.lkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk% selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisési Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

Tata carait penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturalf'l perundang- undangan di luar keadaan darurat dan
keperluah mendesak dilakukan dengan tahapan:

1)

2)

3)

dalam} hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

dalam; hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak | terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

RKA—SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakl;lkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk§ selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah

: tentaﬂg Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan

Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.



m. Ketentuian lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,
pelaksahaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
d1tetapkan dengan peraturan Bupati.

1. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelo%aan Keuangan Daerah, kelompok belanja transfer
dirinci atas jenis:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan
Berdasaf’rkan ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 47
Peraturan EDaerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang P;engelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a.

b

Belanjé} transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian
objek, dan subrincian objek.
Belan_]a transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi

keuangan daerah.

C.
1)

2)

Belanjq Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
Kabuﬁaten Bombana atau pendapatan Kabupaten Bombana
kepadfcl pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerahtertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai
dengalilketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentfuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

1)

2)

3)

4)

Belanjia bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemalinpuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu
lainnyia guna memberikan manfaat bagi pemberi
dan/ ataupeneﬁma bantuan keuangan.

Bantufan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuarfgan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanjfa Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan
perunciiang—undangan.

Bantu?n keuangan terdiri atas:

a) banftuan keuangan antar-Daerah provinsi;

b) banituan keuangan antar-Daerah Kabupaten;

c) ban:tuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah Kabupaten
di wilayahnya dan/atau Daerah Kabupaten di luar
wilayahnya;



5)

6)

d) bax;ltuan Keuangan Daerah Kabupaten ke Daerah
provinsinya dan/atauDaerah provinsi lainnya; dan/atau

e) baiﬁtuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten
kefnada desa.

Bantli,lan keuangan bersifat umum atau khusus.

a) Ba;ntuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

b) Bantuan keuangan Dbersifat khusus peruntukannya
d1tetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
perilerima bantuan.

) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa
seﬁagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
me;nggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
pemermtah daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemenntah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus wajib
mehgembalikan kepada pemerintah daerah pemberi
keuangan khusus.

d) Pené'lerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khqsus dapat mensyaratkan penyediaan dana
penfdamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
daribelanja desa penerima bantuan.

Ketenﬁuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,

pelak$anaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelapcéran serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan
keuangan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

f. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Ketentuah Umum

Pemblayaan daerah terdiri atas

1) penenmaan pemb1ayaan dan

2) pengeluaran pembiayaan.

Pemblayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan

daerah, organ1sas1, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan
daerah. |

Terkaiﬁ hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
obj ek dan subrincian objek pembiayaan daerah.

Klas1f1ka31 APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
r1n01an objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah
dikeloila berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
SKPKD dan BLUD.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus
angge:lran atau menutup defisit anggaran.



b. Ketentuain Terkait Penerimaan Pembiayaan

Berda;sarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengeloléan Keuangan Daerah, Penerimaan Pembiayaan
Daerah bersumber dari:

a. SiLPA;

b. penca:\iran Dana Cadangan;

c. hasil Epenjualan kekayaan daerah yang

d. dipisazthkan; penerimaan  Pinjaman

Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
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penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berda’;sarkan ketentuan dalam Pasal 61 sampai dengan
Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2@22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan
terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari
pelampaﬁan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapa‘ican transfer, pelampauan penerimaan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan
Pembiayéan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak
ketiga éampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
dan/ ataﬁ sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
Kinerja dan sisa danapengeluaran Pembiayaan.

b. Pencaireuj*l Dana Cadangan

1} Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk
mengénggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

2) Jumléh Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan bersangkutan

3) Penca)1ran Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menJadl penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
dengap peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
dalarri portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah

5) Pos1s1 Dana Cadangan dllaporkan sebagai bagian yang tidak
terplsallkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6) Penggfunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekenlng Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dlanggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersapgkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Peneri%naan hasil bunga/jasa giro/imbal



hasil/;dividen/ keuntungan (capital gain) atas rekening dana
cadanigan dan/atau  penempatan dalam  portofolio
dican:tumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah.
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Hasilé penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
unda1;‘1gan. ‘
2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berda;sarkan bukti penerimaan yang sah.
3) Bukti, penerimaan antara lain seperti dokumen Ilelang,
akta jual beli, notakredit, dan dokumen sejenis lainnya.
d. Peneriméelan Pinjaman Daerah; |

1) Pener;imaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkehaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjarinan bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
meng?nggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
diterir:na pada tahun anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a) penﬁerintah pusat;
b) perrflerintah daerah lain;
q) lefrlibaga keuangan bank;
d) 1emébaga keuangan bukan bank; dan/atau
e) mafsyarakat.
4) Peneriimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Peneﬁméan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan
untuk ‘rrilenganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentua:n peraturan perundang-undangan.

f. Penerimsiian Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturaxil perundang-undangan
Penerimaan  pembiayaan lainnya  digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan kfetentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan
Daerah Kajaupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaali Keuangan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan dapat
digunakan hntuk:

a. pembaya%ran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyerta;an modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;



d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengehilaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peratur;ariperundang-undangan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal
73 Peratuli‘an Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Pembayiaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Pemb:ayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok
utang; |

2) Pembiayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didas;arkanpada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengeiln perjanjian  pinjaman dan pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban
pemel:intah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman;

3) Pemb;ayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perun;dang-undangan;

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang
dan d;ianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud; dan

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak
mencﬂlkupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati
dapat, melakukan pelampauan pembayaran mendahului
perubiahan atau setelah perubahan APBD.

b. Penyertaian Modal Daerah

1) Pemeriintah daerah dapat melakukan penyertaan modal
pada Ebadan usaha milik daerah dan/atau badan usaha
milik flegara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2) Penyejrtaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan

pendeipatan daerah, pertumbuhan perkembangan
perek{)nomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyeirakat.

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat
ekono:;ni, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
' melipolti:
a) buniga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang
mendapatkan penyertaan modal daerah;

b) keuintungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
dae'rah;

c) pen:ingkata.n berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka
wak;tutertentu;



S)

o)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
teri:entu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal
daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daérah

) penmgkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dan penyertaan modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari penyertaan modal daerah.

Bentlik penyertaan modal daerah meliputi penyertaan

modall berupa investasi surat berharga dan/atau

penyertaan modal berupa investasi langsung.

Penyértaan modal berupa investasi surat berharga

dllakukan dengan cara pembehan saham dan atau

pembehan surat utang.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan

dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian

p1n_]aman

Penye;'taan modal berupa investasi langsung dalam

pembérian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir),

penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank
atau 1embaga keuangan bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan

mvesta31 langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

oleh penasmat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan

apablla jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan

Daergh mengenai penyertaan modal daerah

bersangkutan.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah

Walaﬂlpun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan

oleh ;iperaturan perundang- undangan, dalam hal ini

antalfa lain telah ada Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal daerah bersangkutan

Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan

bersaima antara Bupati dan DPRD atas rancangan

Peratfuran Daerah tentang APBD.

Penyértaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perattura.n perundang-undangan.

14) Peng¢lolaan penyertaan modal daerah meliputi

perencanaan investasi pelaksanaan investasi,
pengr%mggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan
anggé.ran dan pertanggungjawaban penyertaan modal
pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan
pengéwasan.



15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan
keb1_]akan pengelolaan penyertaan modal/i investasi secara
nas1ona1

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan
Perkada

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya
tldak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang
Jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak
meleb1h1 jumlah penyertaan modal yang telah
dltetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana mengenai
penyertaan modal bersangkutan.

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
1:elahE ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan
perubahan  Peraturan Bupati Bombana mengenai
penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan
dengén berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undahgan yang mengatur tentang surat berharga dan
inves?tasi langsung.

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan
penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu
menyiusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dituahgkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

21) Dokuimen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD
selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.

22) Berdé.sarkan dokumen rencana Kkegiatan investasi,
pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan
modai/ investasi pemerintah daerah sebelum melakukan
penyértaan modal.

23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
dilakukan oleh penasihat investasi pemerintah daerah.

24) Penaéﬂlat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh
Bupati.

25) Hasil anahs1s penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
beruﬁa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis
portofolio dan analisis risiko.

. Pembentzukan Dana Cadangan

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk
menda’mai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran

2) Dana @ cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang—undangan.

3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan  atas




4)
S)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

peneﬁmaan daerah kecuali dari:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK);

b) pir:ljaman daerah; dan

c) peherimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pebgeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
pefundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan

dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pemb:entukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada

pengéluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang

berkenaan.

Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

sekuir'ang— kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana

cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan

dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan

danaécadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan

tahurjl anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peratilran Daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati
dan EDPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

| :
. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,
BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau
masyérakat.

Pembierian pinjaman daerah  dilaksanakan  setelah
mendapat persetujuan DPRD.

Persefcujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam
KUAdan PPAS.

Ketenituan mengenai tata cara pemberian pinjaman
daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan
perat1f,1ran perundang-undangan.

. Pengelur:aran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peratura;m perundang-undangan.
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk

- menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto

Berdasarkain ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan
Daerah K.iabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan neto:

a. merupalfan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan; dan



b. digunakian untuk menutup defisit anggaran.

g. KETENTUAN i SURPLUS DAN DEFISIT

Berdasarkén ketentuan Pasal 74 sampai dengan Pasal 78

Peraturan D?aerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang 5Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam surplus
dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

a.

Selisih ani:ara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
. | N . .

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit

APBD.

. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Dalam haléAPBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan
untuk pen;geluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan %Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal_ APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan %Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai
dengan keﬁentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaafn surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaixran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penyertaian modal Daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

® po o

pengelua}ran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peratura;n perundang-undangan.

Pembayarail cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran
dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
Pemerinta]ri Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD
kepada Ménteﬁ. Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah
kumulatif | defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD
masing—maising Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
setiap tahun anggaran.

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan
batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling
lambat bulén Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

.Pemerintahj Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester
dalam tahu‘ln anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai
sanksi penig.ndaan penyaluran Dana Transfer Umum.

. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.



n. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

0. Pembiayaah neto merupakan selisih antara penerimaan
Pembiayaa1:1 dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait ha} tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
~ beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaalfl pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA
tahun seb{alumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi
untuk pen;geluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundangi— undangan.

2. Dalam haln APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan
untuk me:nutup defisit tersebut yang di antaranya dapat
bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumznya;pencairan dana cadangan;

hasil pénjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan;pinjaman daerah; dan

peneriméan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturainperundang—undangan.

3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap
tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal
defisit APBD yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Posisi deflsl’c APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif
defisit APBD pada tahun berikutnya.

5. Pelanggarap terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaani penyaluran dana transfer umum.

oo

h. KETENTUAN $ILPA

- a. Pemerintahi Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan
| Daerah tientang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
positif, Perfnerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk
penambahafn program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
dibutuhkari, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah
dianggarkail dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- ¢. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang :

APBD menghasﬂkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah
Daerah rénelakukan pengurangan bahkan  penghapusan
pengeluarail pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban
daerah, peélgurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
kurang pti'ioritas dan/atau pengurangan volume program,

kegiatan dan sub kegiatan.



BAB 111

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

A. KUA DAN PPAS

1. Ketentuan% Umum KUA dan PPAS
Penyusunajn Rancangan APBD didasarkan prinsip:

a. sesuai djengankebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerinjtahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kemam;i)uan pendapatan daerah;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

¢. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. tepat w:aktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. dilakukén secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan ber:tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada
ketentuén peraturan perundang-undangan; dan

f. APBD fnerupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakén Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan %bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi ya1;1g mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
program pfrioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada pefrangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan
sub kegiatian sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal
82 Peraturian Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Péngelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait KUA
dan PPAS sebagal berikut:

a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD.

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri | setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelehggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional dan Menteri Keuangan.
Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

1) pokok—pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi

kebijékan pemerintah dengan pemerintah daerah;

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran

berke:naan;

3) tekniis penyusunan APBD; dan

4) hal—hfal khusus lainnya.

c. Rancan;gan KUA memuat:



1) kondiisi ekonomi makro daerah;

2) asumisi penyusunan APBD;

3) kebijailkan Pendapatan Daerah;

4) kebijaixkan Belanja Daerah;

5) kebijaikan Pembiayaan Daerah; dan

6) ‘strategipencapalan yang memuat langkah-langkah
konkret dalam mencapai target kondisi ekonomi makro
daerah asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan
daerah kebijakan belanja daerah, dan kebijakan
pemb;ayaan daerah.

. Rancangjan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menehtukan skala prioritas pembangunan daerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan
prlontas dan program nasional yang tercantum dalam
rencalga kerja pemerintah pusat setiap tahun
untukPemerintah Kabupaten;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan
pnontas dan program mnasional yang tercantum dalam
rencal}a kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
Pemeﬁntah Kabupaten yang tercantum dalam rencana
kerja | Pemerintah Kabupaten setiap tahun untuk
pemeﬁntah kabupaten; dan

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masmg—masmg program, kegiatan, dan
subkeglatan

. Sub keglgtan dapat dianggarkan:

1) untuké 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatatm tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang

tercantum dalam RPJMD.

. Sub keglatan tahun jamak harus memenuhi Kkriteria

paling sed1k1t |

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara% teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu
penyeliesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun
anggafan berkenaan;

2) peketjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
31fatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran; dan

3) pekeljéan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
s1fatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran antara lain penanaman benih/bibit,
penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan
obat d1 rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan



h.

pengai.daan Jjasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujilan bersama antara Bupati dan DPRD, yang
dltandatanganl bersamaan dengan penandatanganan KUA
dan PPAS Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan
Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhlr, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
strategls nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan ,

Penyusupan rancangan KUA dan PPAS menggunakan
klasiﬁka:si, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan
ketentuah peraturan perundang-undangan mengenai
Klasiﬁkaisi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
Proses i)enyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat
1nforma31 aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkalt Kesepakatan KUA dan PPAS

Berdasarkdn ketentuan dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal
82 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait KUA dan
PPAS sebagai berikut:

a.

Bupati nﬁenyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
Bupati d;apat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS
yang tidétk terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama
dengan gDPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang
memenuhl kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakétan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatanganioleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus. KUA dan PPAS yang telah
disepakafci Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi
perangkelft daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Tata car;a pembahasan rancangan KUA dan rancangan
PPAS | dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundaﬁg— undangan.

Persetujuf.an bersama paling sedikit memuat:

1) nama }cegiatan;

2) jangkai waktu pelaksanaan Kegiatan;

3) jumlalil anggaran; dan

4) alokasj anggaran per tahun.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan



sementara Wakil Bupati bertugas untuk:
1) menyampa1kan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

2) menandatanganl nota kesepakatan KUA dan nota
i kesepakatan PPAS. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati
berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan
dltetapk?.n oleh pejabat yang berwenang selaku
penj aba{: /penjabatsementara/pelaksana tugas Bupati
bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepad;a DPRD; dan
2) mena_tildatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS.

j- Dalami hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinali‘l DPRD bertugas untuk menandatangani nota
kesepakétan KUA dan PPAS.

k. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama
'rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam)
minggu | sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
disampaﬁkan kepada DPRD, Bupati menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
berdasalfkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS
yang disiusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama
antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusuxilan APBD diuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggai‘an yang terdapat dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan  seluruh isi rancangan = PPAS
mengghnakan data dan informasi terkait program prioritas
besertfa indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari RKPD.

b. Bupati Iﬁenyampajkan rancangan KUA dan rancanganPPAS

c. kepada DPRD. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan
rancangain KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut
mengacu, pada muatan rancangan KUA danrancangan PPAS.

d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS.

e. Kesepaka;.tan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara
Bupati dg:ngan pimpinan DPRD.



4., Dokumen ’:I‘erkait

Ilustrasi; dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS

menyajikalfl informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan | perundang- undangan mengenai pedoman
penyusunain APBD.

llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan

PPASantarri;L lain sebagai berikut:

a. Ilustrasi: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

1.1.

1.2
1.3

I1.
21
2.2

II.

3.1
3.2

IV.
4.1

4.2

51
5.2

VL
6.1
6.2

VIIL.

Daerah (KUA)

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

KEBIJ:;‘\KAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELA;NJA DAERAH (KUA)TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

Latar beliakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Tujuan pienyusunan KUA

Dasar (hukum) penyusunan KUA

KERANQKA EKONOMI MAKRO DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah
Arah kebiijakan keuangan daerah

ASUMSI bASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH

Asumsi ciasar yang digunakan dalam APBN
Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakeu:l perencanaan pendapatan daerah yang
diproyek;sikan untuk tahun

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Péndapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Rencanaibelanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
belanja t:iidakterduga

KEBIJAKM PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakalil penerimaan pembiayaan
Kebijakau:l pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN



7.1 Pada baﬁ ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIIL PENUTUP |
Bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati
DPRD dan Bupati dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan
Umum APBD.

Demikianlab Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Pada PPAS dan RAPBD Tahun
Anggaran berkenaan

Pimpinan DPRD Bupati Bombana

Nama. Nama



IL

I11.
IV.

VL

C. Ilustrasi: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA PRIORITAS DAN
- PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

PRIORITAS BELANJA DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikijanlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD TA......dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA ..... Pada Bab ini

juga beirisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara
Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

i

Pimpijnan DPRD | Bupati Bombana

Nama Nama



TABEL 3.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun Anggaran ....
P ALOKASI DASAR
 KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN HUKUM
1 2 3 4

G

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak ]?aerah

.1.0

Retribu:si Daerah

.1.0

Hasil P;engelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

R L N Il
[

.1.0

Lain-Lain PAD Yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

- 4.2.0

Pendapiatan Transfer Pemerintah|
Pusat |

|
i

4.2.0

Pendap;atan Transfer Antar Daerah

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH|
YANG SAH

4.3.0

Pendap%:ltan Hibah

4.3.0

Dana D:arurat

4.3.0

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Retribusi
| JUMLAH
PENDAPATAN
DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lébih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

.1.0

Pencairian Dana Cadangan

.1.0

Hasil l?enjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan :

QOO IN Q= OO
p—t

.1.0

Penerimaan Pinjaman Daerah




Penerirleaan Kembali Pemberian|
Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuaic;liengan

Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 3.4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DANPROGRAM/KEGIATAN

PLAFON
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM,| ANGGARAN KET
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA
| (Rp)
1 2 3 4
1) [URUSAN PEMERINTAHAN
:  IWAJIB YANG BERKAITAN
 IDENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 || PENDIDIKAN
1.01 .x-x.x—x.x-§ Dinas ...
X.XX. |
1.01 .x-x.x-x.%X- x Program ...
X.XX.XX. |
1.01.x—x.x—x.x—é Kegiatan ...
1.01.x-x.x-x.X- | Sub Kegiatan ..
| Dst ...
1.02. | KESEHATAN
1.02.x-x.x-x.X- Dinas ...
XXX,
1.02.x-x.x-%x.x- Program ...
X.XK.XX.
1.02.x-x.x-x. x—5 Kegiatan ...

1{X}§}DIXX}{

1.02.x-x.x-X.X- |

Sub Kegiatan ...

| KAWASAN PERMUKIMAN

| Dst ...

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN;
| PENATAAN RUANG

1.03.x—x.x—x.x-§ Dinas ...

X.XX.

1.03.x-x.x~x.x— Program ...

XXX XX. ;

L. OS'X_X'X—X'X_§ Kegiatan ...

X XKXXK.X XK,

1.03.x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...

‘ | Dst ...

1.04. [PERUMAHAN _ RAKYAT  DAN

1 .04 x-X.X-X.X- |

X.XX.

Dinas ...

Program ...

1.04 x-x.%X-X.X-




X.XX.XX.

1.04.x-x.x—x.x§— Keoi
| X.XX.XX.X.XX. eglatan ...
1.04.x-x.x-x.%- | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
1.05. KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
| PERLINDUNGAN
| MASYARAKAT
1.05.x-x.x-x.x- .
Dinas ...
1.05.x-x.X-X.X~|
EHHHK Program ...
X.XX.XX.
1.05.%x-x.X-X.X~ .
Kegiatan ...

1.05.x-x.X-X.X~

Sub Kegiatan ...

| Dst ...

1.06. | sOSsIAL

1.06 x-x.x-x.%- | .
| Dinas ...

X.XX.

1.06.%-x.%x-x%X.%- Program ...

X.XX.XX. ;

1.06.X-X.X—X.X—% Kegiatan ...

XX XX XXX, |

1.06.x-x.x-x.%x- || Sub Kegiatan ...
| Dst ...

2. | URUSAN PEMERINTAHAN
| WAJIB YANG TIDAK
| BERKAITAN DENGAN
| PELAYANAN DASAR

3.07. | TENAGA KERJA

) — - -

2.07 .x-X.X-X.X Dinas ...

XX,

3 ————

2.07 x-x.X-X.X Program ...

MXX XX, i

3 S —

2.07 . x-X.X-X.X Kegiatan ...

XXX XXX,

2.07 .x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...
| Dst ...

2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN|
| DAN PERLINDUNGAN
IANAK

2.08.x-x.Xx-X.%X-

X.XX.

Dinas ...




2.08.x-x.x-x.%x- | [Program ...

X.XX.XX. ,

2.08.x-x.x-x.%x-| [Kegiatan ...

XXX XX.X.XX.

2.08.x-x.x-x.x- | |Sub Kegiatan ...
' Dst ...

2.09. [PANGAN

2.09.x-x.x-x.%x- | [Dinas ...

2.09.x-X.X-X.%~ Program ...

X.XX.XX. ,

2.09.x-x.x-x.%x- | Kegiatan ...

X.XK. XK. X.XX.

2.09.x-x.x-x.x~- | [Sub Kegiatan ...

7 [Dst ...

2.10. | IPERTANAHAN

2.10.x-x.x-x.x- | |Dinas ...

X.XX.

2.10.x-X.X-X.X~ Program ...

H.XX XX,

2.10.x-x.x-x%x.%-

Kegiatan ...

2.10.x-x.%x-x.%X- |[Sub Kegiatan ...
' Dst ...
2.11 | LINGKUNGAN HIDUP
2.11.x-x.x-x.%- || Dinas ...
2.11.x-x.x%x-x.x- || Program ...
2.11.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
2.11.x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...
| Dst ...
2.12 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN|
PENCATATAN
| SIPIL
2.12. x-x.x-x.%x- | Dinas ...
X.XX.
2.12.x-x.x-x.x~- || Program ...
2.12.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...

2.12.x-x.X-X.X~ |

Sub Kegiatan ...

Dst ...




2.13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT]
DAN DESA

2.13.x-x.x-X.x- | Dinas ...
X.XX. |
2.13.x-x.x-x.%- | Program ...

XXX XX,

2. 13.X—x.x—x.xi—

Kegiatan ...

2.13.x-x.x-x.%- | | Sub Kegiatan ...
 Dst ...
2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
| BERENCANA
2.14 .x-x.%x-x.%x-' | Dinas ...
X.XX. |
2.14 .x-x.x-x.%x- | Program ...
X.XX.XX. |
2.14 . x-x.x~-x.x- | | Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XX.
2.14 . x-x.x-x.%x- | |[Sub Kegiatan ...
‘ | Dst ...
2.15 | PERHUBUNGAN
2.15.x-x.%-x.%X- | Dinas ...
K.XX. ?
2.15.x-x.x-x.X- | Program ...
X.XX.XX. |
2.15.x-x.x-x.x- | Kegiatan ...
2.15.x-x.x-x.x-| Sub Kegiatan ...
| Dst ...
2.16 | KOMUNIKASI DAN|
.| INFORMATIKA
2.16.x-x.x-x.x-|| Dinas ...
X.XX. |
2.16.x-x.x-x.x-| Program ...
2.16.x-x.x-x.x- | Kegiatan ...
2.16.x-x.x-x.%X- | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
2.17 | KOPERASI, USAHA KECIL,

| DAN MENENGAH

2.17 .x-X.X-X.X~|

Dinas ...




2.17 x-x.x-x.x- | Program ...
2.17 x-x.x-x.x- | Kegiatan ...

Sub Kegiatan ...

2.17.x-%x.X-X.X~

Dst ...

2.18

PENANAMAN MODAL

2.18.x-x.x-X.%x~
X.XX. |

Dinas ...

2.18.x-x.x-x.x~ | Program ...
2.18.x-x.x-x.x+| Kegiatan ..
2.18.x-x.x-x.%-| | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
2.19 | KEPEMUDAAN DAN|
| '| OLAHRAGA
2.19.x-x.x-x.x-|| Dinas ...

X.XX.

2.19.x-x.x-x. x—v
K. XX.XX. ‘

Program ...

2.19.x-x.x-X.X~

Kegiatan ...

2.19.x-x.x-x.x- | Sub Kegiatan ...
| Dst ..

2.20 || STATISTIK

2.20. x-x.x-x.x-4 Dinas ...

2.20 x—x.x-x.x;— Program ...

X.XX.XX. :

2.20. x-x.x-x.%X-| Kegiatan ...

XXX XXX, E

2.20. xX-X.X-X.X-|

Sub Kegiatan ...

Dst .

2.21 | PERSANDIAN
2.21.x-x.x-x.x- | Dinas ...
XXX,
2.21.x-x.x-x.%X- | Program ...
XXX XX, ﬁ
2.21.x-x.X-x.X-| Kegiatan ...
XKKKKXK. |

2.21.X-X.X-X.X- |

Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.22

[ KEBUDAYAAN




2.22 x-x.x-%.%-

Dinas ...

XXX XXX XX.

2.22.x-x.x-x.x§- Program ...

X XHX.XX. i

2.22 x-x.x-x.%-| Kegiatan ...

XXX XKKXX. |

2.22.x—x.x-x.x—§ Sub Kegiatan ...
| Dst ...

2.23 ' | PERPUSTAKAAN

2.23.x-x.x-x.%- | Dinas ...

2.23.x-x.x-x.%x- | Program ...

X.XX.XX.

2.23.x-x.x-x.%- | Kegiatan ...

2.23.x-x.%-x.%x- | Sub Kegiatan ...
| Dst ...

2.24 | KEARSIPAN

2.24.x—x.x~x.x—§ Dinas ...

X.XX. |

2.24 x-x.x-x.%- | Program ...

X.XX.XX.

2.24 x-x.x-x.x-| Kegiatan ...

XXX XK. XXX,

2.24 x-x.x-x.%X- || Sub Kegiatan ...
| Dst ...

3.00 | URUSAN PEMERINTAHAN|

| | PILIHAN

3.25 | KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.x-x.x-x.%x- || Dinas ...

X.XX.

3.25.x-x.x-x.X- || Program ...

XXX XX. :

3.25.x-x.x-%x.%X-|| Kegiatan ...

KK XXX XK.,

3.25.x-x.x-x.x- || Sub Kegiatan ...
| Dst ...

3.26 | PARIWISATA

3.26.x-x.x-x.x- | Dinas ...

XXX, |

3.26.x-x.x-X.X- | Program

3.26.x-x.x-x.%x- | Kegiatan ...




3.26 . x-x.X-X.X~ |

Sub Kegiatan ...

Dst

3.27 | PERTANIAN

3.27 . x-x.x-x.%x~- | | Dinas ...

X.XX. :

3.27 .x-x.x-x.x- | Program ...

X.XX.XX. ,

3.27 .x-x.x-x.x%x-| | Kegiatan ...

X.XK.XX.X.XX.

3.27 x-x.x-x.%X- || Sub Kegiatan ...

| Dst ...

3.28 | KEHUTANAN

3.28.x-x.x-x.%x- || Dinas ...

3.28.x-x.x-x.x- | Program ...
3.28.x-x.x-x.x- | Kegiatan ...

XXX XXX KK, _

3.28.x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...

| Dst ...

3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL
3.29.x-x.x-x.%-|| Dinas ...
X.XX. |
3.29.x-x.x-x.%x- | Program ...
X.XX.XX. |
3.29.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
3.29.x-x.x-x.%x- | Sub Kegiatan ...

| Dst ...

3.30 | PERDAGANGAN
3.30.x-x.X-x.%x- | Dinas ...
3.30.x-x.x-x.x-|| Program ...

XXX XX.
3.30.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
3.30.x-x.x-x.%-|| Sub Kegiatan ...

' | Dst ...

3.31 PERINDUSTRIAN
3.31 . x-x.x-x.%-,| Dinas ...

X.XX.

3.31.x-x.x-x.%x- | Program ...
X.XX.XX. ‘
3.31.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
X. XK. XX.X.XX.




i

3.31.x-x.x-x.x- | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
3.32 . MRANSMIGRASI
3.32.x-x.x-%x.%- | Dinas ...
-
3.32.x-x.x-x.%X- | Program ...
3.32.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
XXX XK. XK. XK. |
3.32.x-x.x-x.x- | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
4.00 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN
| PEMERINTAHAN
4.01 | SEKRETARIAT DAERAH
4.01.x-x.x%x-x.x- | Sekretariat Daerah
X.XX. *
4.01.x-x.x-x.x-| | Program ...
X.XX.XX. ,
4.01.x-x.x-x.%x- | Kegiatan ...
4.01.x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...
Dst ...
4.02 SEKRETARIAT DEWAN
| | PERWAKILAN RAKYAT
| DAERAH
4.02.x-x.%x-x.%x- | Sekretariat DPRD
K. XX.
4.02.x-x.x-X.%x- | Program ...
X.XX.XX.
4.02.x-x.x-x.%X- || Kegiatan ...
XXX XXX XK.,
4.02.x-x.%x-x.X- ||Sub Kegiatan ...
; | Dst ...
5.00 | UNSUR PENUNJANG URUSAN|
| PEMERINTAHAN
5.01 | PERENCANAAN
5.01.x-x.x-x.x-|| Dinas/Badan/Kantor ...
5.01.x-x.x-x.x-|| Program ...
K. XK. XX. j
5.01.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
KKK XX.KXX.
5.01.x-x.x-x.X- || Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.02 | KEUANGAN



!

5.02 . x-x.x-X.X-|
K.XX. |

Dinas/Badan/Kantor ...

5.06.%-X.X-X.X~-|

5.02.x-x.x-x.X-!| Program ...
3.02.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
5.02.x-x.x-x.%x-|| Sub Kegiatan ...
| Dst ..
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.x-x.x-x.x~- ||Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX. |
5.03.x-x.x-x.X- [Program ...
X.XX.XX.
5.03.x-x.x-x.x- | [Kegiatan ...
5.03.x-x.x-x.%- |[Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.04 [PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.x-x.x-x.x- ||[Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX. ,
5.04 .x-x.x-x.x- [Program ...
X.XX.XX.
5.04 .x-x.x-x.x- | [Kegiatan ...
X.XK.XKXXK. |
5.04 .x-x.x-X.x- |Sub Kegiatan ...
Dst ...
5.05 PENELITIAN DAN
[PENGEMBANGAN
5.05.x-x.x-x.x- |Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX. |
5.05.x-x.x-x.x- ||Program ...
5.05.x-x.x-x.%X- | [Kegiatan ...
5.05.x-x.x-x.x- |[Sub Kegiatan ...

b Dst ...

5.06 '| PENGHUBUNG
5.06.x-x.x-X.X- | [Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX. |

5.06.x-x.x-x.X- | Program ...

5.06.x-x.x-x.X- | Kegiatan ...

Sub Kegiatan ...

Dst ... :




5.07

5.07 .x-x.x-x.x-| | Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX. i ,
5.07.x-x.x-x.%- | Program ...
5.07 .x-x.x-x.x+| Kegiatan ...
5.07 .x-x.x-x.X~ | Sub Kegiatan ...
| Dst ...
6.00 ' [UNSUR PENGAWAS
6.01 | UNSUR PENGAWAS
6.01.x-x.x-x.X~ | Inspektorat
6.01 .x-x.x-x.X~- | Program ...
6.01.x-x.x-x.x-| Kegiatan ...
X.XK.XK.X.XX. | |
6.01.x-x.x-x.%x- | | Sub Kegiatan ...
E I Dst ...
7.00 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 | KECAMATAN
7.01.x-%x.x-x.%X- | Kecamatan ...
X.XX. f
7.01.%x-x.x-x.%x+ | Program ...
7.01.x-%X.X-X.X~ Kegiatan ...
K. XX.XK.X. XK.,
7.01 x-x.x-x.X-| [Sub Kegiatan ...
: | Dst ...
7.02 - | KOTA ADMINSTRASI
7.02.x-x.x-x.X- | Kota ...
X.XX.
- 7.02.x-x.x-x.X- | Program ...
7.02 x-x.x-x.%- | Kegiatan ...
 7.02.x-x.x-x.%X- | Sub Kegiatan ...
- | Dst ... |
7.03 KABUPATEN ADMINSTRASI

7.03.X-X.X-X.X~-
X.XX. |

Kabupaten ...

7.03.x-x.x-X.%X- |Program ...
7.03.x-x.x-x.%x- [Kegiatan ...

PENGELOLAAN PERBATASAN




XX XXX XX.

'7.03.x—x.x-x.x—‘f Sub Kegiatan ...
| | Dst ..
' 8.00 | URUSAN PEMERINTAHAN
| UMUM
8.01

KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK ‘

8.01 .x-x.x-X.X- |
XXX, é

Kesatuan Bangsa Dan Politik ...

8.01.x-x.x-X.X- | [Program ...
XK. XX.

8.01.x=x.x-x.x-| Kegiatan ...
8.01.x-x.x-%x.X- | |Sub Kegiatan ...

Dst ...




TABEL 3.5

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS

BELANJA
NO URAIAN PLAFON
| ANGGARAN
(Rp.)
1 Belanja operasi

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja bunga

d. Belanja subsidi

e. Belanja hibah

f. Belanja bantuan sosial

2 | Belanja modal
a.Belanja modal tanah
b.Belanja modal peralatan dan
mesin
c.Belanja modal gedung dan
béngunan
d.Bélanja modal jalan,
jarifngan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap
laiﬁnya;
f.Belanja modal aset tidak
berwujud;
3 Belanja tidak terduga
4 Belanja transfer

a. Belanja bagi hasil

b. Belanja bantuan keuangan

TOTAL




TABEL 3.6 ,
PLAFON AN GGM SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

PLAFON
NO. URAIAN ANGGARAN
SEMENTARA
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
|
6.1. Penerimaan Pembiayaan
6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran
6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian|
Pinjaman Daerah
6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Ses;uai Dengan
Ketentuan  Peraturan  Perundang-
Undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2. Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01. | Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah
6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang
Yaﬁg Jatuh Tempo
6.2.04. | Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.05. Pen;geluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto




d. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH BOMBANA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama -

Jabatan | : Bupati Bombana
Alamat Kantor : .....ccovevvene.....

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bombana

2. a. Nama D ettt eececececacactenenctaacacaaacanan

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alama:t Kantor : .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieannnann,

b. Nama D ettt teieiieeetaeaaanaaaas
J abatali‘l : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana

AlamatiKantor D e eieiecetieeeaeaiaa
c. N ama D et iteitieeciieiiaaeaaaa
J abatafn : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana
Alama’jc Kantor: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaaae.
Sebagai lepllnan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Bombana Dengan ini
menyatakané bahwa dalamm rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan ‘da_n Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan
Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan
Pemerintah ;Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan i;)rioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkén hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
kebijakan un;ilum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan lgancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahvi.,ln Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayé.an iEdaerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
Prioritas dani Plafon Anggaran. Secara lengkap Kebijakan Umum
APBD TA ’ disusun dalam Lampiran yang menjadi satu

kesatuan ya:ig tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.



Demikianleixh Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyufsunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS])
Tahun Anggai‘an .

i
!

...... Tanggal,.........
Bupati Bombana Pimpinan DPRD Kabupaten Bombana
Selaku PIHAK PERTAMA Selaku PIHAK KEDUA

Nama KETUA

N:?ma Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II



d. Ilustrasi; Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
| TAHUN ANGGARAN .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama D et etiiescteccccanenaaaa.
Jabatan | : Bupati Bombana
Alamat Kantor : ......... e

|
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bombana
2. a. Nama L e eeeteeieraeaeaaaaaas

J abata;n : Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : .....cc.cceeiieiiiiann...
b. Nama D e ieecietceeccaceenceeeneaaaaaas

J abatah :Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : .....cciiiiiiiiiiian...

C. Nama D e eeieeeiieiiecacaaaaen
Jabatap :Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor @ ......cc.eceiiviennnnn...

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
- Perwakilan Rékyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Penidapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun
Prioritas dan |[Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk
selanjutnya Lilijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada
kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang
Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap
- Prioritas dan |Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Prioritas
belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan
daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran ... dlsusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terplsahkan dengan Nota Kesepakatan ini.




Demikianlé}xh Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

e Tanggal,.........
‘Bupati Bombaf;a Pimpinan DPRD Kabupaten Bombana

Selaku PIHAK I?ERTAMA Selaku PIHAK KEDUA

Nama
Nama Ketua

Nama Wakil Ketua I

Nama Wakil Ketua Il



BAB 1
DASAR HUKUM
Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar
hukum yang melandas1 untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tu_]uan Nota Kesepakatan ini adalah:

1) ... .................
2) . SR

(4) Dst.
(Berisikan maks;ud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)

BAB III
KEGIATAN /SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
Pasal 3
Adapun kegia;tan /sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama

Kegiatan/Sub Kiegiatan), yang
(1) biaya pe:ketjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(2 biaya pe;kerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
3) Dst. '

Pasal 4

(1) Dana ‘anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana) ....

(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana
dimaksiud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp (terbilang).

3) Rinciani anggaran Kkegiatan/sub kegiatan sebagaimana
dimaksjud dalam Pasal 3 adalah :

a) bia%ya pekerjaan ........ dengan permaan per tahun
selj)agai berikut:
03] Tahun senilai Rp (terbilang);
V)] :I‘ahun senilai Rp (terbilang);
(3) pst.

b) bia{ya pekerjaan ...... dengan perincian per tahun sebagai



berikut:
1)) Tahun ... senilai Rp (terbilang);
@ fl‘ahun ... senilai Rp (terbilang);
3 i)st.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
sebagaimanél:l dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk
kegiatan/ sulfo kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...

| BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK
: Pasal 6

(1) Pengeloliaan dana anggaran Kkegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
dilaksanjakan oleh PerangkatDaerah terkait sesuai dengan ketentuan
peraturaén perundang-undangan.

(2) Perangk;at Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas ...

Kabupatien Bombana

. BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggunfawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak

mengacu pad:a ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang|belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang

mengenai peiaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan



Peraturan/ Kcéeputusan PIHAK Demikian Nota Kesepakatan ini
dibuat rangigap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing

mempunyai li{ekuatan hukum yang sama.

....... Tanggal,.........
Bupati Bombana Pimpinan DPRD Kabuapaten Bomban:

Selaku PIHAK PERTAMA Selaku PTHAK KEDUA

Nama Ketua
N arna

Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II




INustrasi B;erita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub
Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
BUPATI BOMBANA
DENGAN

KETUA DPRD BOMBANA

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN

PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama | D e teeteiiiecaeiecaaaaaas

J abatan; : Bupati Bombana

Alamat K?tntor D oeeieeenees e eteetereteeaaaaaaaaaas

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten
Bombana

Nama | D ettt eiieetieteteeteieaiacetntttctatarseataaetaaaaaan
J abatané Ketua DPRD Kabupaten Bombana

Alamat Kantor @ .......oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it iiiiiiiiiaciaeiaaaaann

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (PPRD) Kabupaten Bombana.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub

kegiatan baru pada KUA dan PPAS TA...... yang tidak terdapat
dalam RKPD Kabupaten Bombana TA yang selanjutnya secara
lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkanﬁdengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasark:an hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal

343 ayat (2)|dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 20 17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pefmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Ijaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata ' Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencaﬁa Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ..
tanggal ... bulan ... tahun ..., dibuatlah Berita Acara
Kesepakatalfl ini.



Demikianlejlh Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk
dijadikan d%’:lsar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) TA...........

Bupati Bombgna Ketua DPRD Kabupaten Bombana

Nama Nama
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8. RKA SKPD
1. Ketentuan| Umum RKA SKPD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal

-~ 89 Peratufan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait RKA-
SKPD seb{élgai berikut:

- a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD dlterbltkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah
rancanga.n KUA dan rancangan PPAS disepakati.

b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:

1) priorfitas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegieltan yvang terkait;

2) alokas1 plafon anggaran sementara untuk setiap program,
keglatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana
pen@apatan dan penerimaan pembiayaan;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4) doktilmen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
reke:ning APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
stan:dar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBD. ’

c. Rencarjla pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu
hubunz[gan anggaran belanja dengan sumber pendanaan
penda]_:liatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
'kegi;atan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi
sum;ber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi,

2) belahja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
keglatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer
khusus berkenaan;

3) belahja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana
jalarfl sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
ken(::'laraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan
pemerintah daerah sumber pendanaannya  berasal
dari:pendapatan dana alokasi umum.

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS,;i serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang
Pedoman Penyusunan RKA- SKPD.

e. Untuk; kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengeivaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatém 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, i serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.



i
i

g RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusﬁnan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
sesuai fdengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturén Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkfan setiap tahun.

h. RKA—SKfPD sebagaimana disusun dengan menggunakan
pendekatan: |
1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

dilakfsanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan

kebuftuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan
anggfaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direnfcanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun
angg;aran yang direncanakan.

2) Pengénggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
selufuh proses perencanaan ‘dan penganggaran di
hngkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kexja dan anggaran.

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:

a) K?terkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan darisub kegiatan;

b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c) Ef:isiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan
pengan:ggaranberdasarkan kinerja berpedoman pada:

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direflcanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2) Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai dari keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi,
danf efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan
danfsub kegiatan;

3) Sasa;\ran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub§ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kua,’litas yang terukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan
untukmelaksanakan suatu sub kegiatan;

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
_]asa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan
mempertlmbangkan standar harga satuan regional,

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
pallpg kurang Dberisi informasi mengenai kebutuhan
pen:gadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan



A

7) Stanciar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalanfl menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

j- Untuk :terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan

pendeka:tan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja
serta tei‘ciptanya kesinambungan RKA- SKPD, Kepala SKPD
mengevéluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatarfl 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semestér pertama tahun anggaran berjalan.

k. Evaluas;i bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau
diseleséikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu)
tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

L Ketentlian lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-
SKPD §diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan
Keuanéan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,
belanjeltt hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,
dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan
fungsi pada masing-masing SKPD.

n. Belanjé bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
diangg?rkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

0. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1) SKPKD;
2) SKHD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD;

. Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Berdafsarkan ketentuan dalam Pasal 87 dan Pasal 89
Peraturah Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
tentang fPengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
dokumen RKA-SKPD adalah sebagai berikut:

a. Proses: penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

b. RKA—SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembi;ayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraar
maju untuk tahun berikutnya.

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan
daera‘t}, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek,jﬁ dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencans
pendetfpatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan
fungsipya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

d. Rencai:na belanja memuat informasi mengenai:



1) urusa:ln pemerintahan daerah memuat urusan
pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.

2) orgarilisasi memuat nama SKPD selaku PA,

3) stand;ar harga satuan,

4) RKBMD, |

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok§ ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari f)rogram, kegiatan dan sub kegiatan.

6) Progriam memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

7) Kegia;ta_n memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. |

8) Sub kegiatan memuat nama sub Kkegiatan yang akan
dilak;sanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub
rincian objek.

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) Peneﬁmaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memitup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penef‘imaan pembiayaan.

2) Pengfeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memjanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincién objek pengeluaran pembiayaan.

3. Ketentuanf Lain Terkait RKA SKPD

Berdaseilrkan ketentuan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal

84 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pefngelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lainnya terkait

RKA—SKPD; sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran
akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendesfak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar
KUA daifq PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan
tahun Eterakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang
ditetapkan, kebutuhan  dananya harus dianggarkan pada
tahun yang direncanakan.

¢. Dalam %hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata

| kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD
disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD
yangme%laksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode
rekening APBD.

4. Ketentuanf Pelaksanaan

a. TAPD nfnenyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.



b. TAPD inenyerahkan rancangan Surat Edaran tentang
Pedomal? Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk
diotorisal‘si.

c. Bupati | menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusuinan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam

A menyusﬁln RKA-SKPD.

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS sefrta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
mengikuti ketentuan umum RKA- SKPD dan Ketentuan
terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.

€. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai
bahan i)enyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD. |

. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

menyajikalél informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuharf yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD. |
Ilustrasi: dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

disajikan sfebagai berikut:

KABUPATEN BOMBANA
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN @ X. .oeceenereeeceeennns

BIDANG URUSAN DRKK ereeeeeeeinnneeens

ORGANISASI b &b o 4. o JE

Pengguna Anggaran :

C. Jabatan D e teieceeaens

Kode Nama Formulir

RKA—Pen‘dapatan SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan
SKPD

RKA -Belanja SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD

RKA -Pembiayaan SKPD| Rincian Anggaran Pembiayaan
Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan

Rekapitulasi Belanja per urusan dan program




|
i
i
i
i

Rekapituiasi Belanja per urusan, program dan kegiatan

Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
Keterangan:Nafna Nama

NIE:.... NIP:......



*) jumlah dan jém’s rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI
dapat disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.

- RENCANA KE;RJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Kabupaten BombanaTahun Anggaran... RKA .
; i SKPD

- Organisasi: X.XX.XX..eeeeeereeeeeaeann

' Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Kode | Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
1 | 2 3

Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
di pisahkan

|Lain-lain pendapatan asli daerah yang
[Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

- |Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga
Belanja Transfer

Belanja bagi hasil



Belanja bantuan keuangan

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuaj
dengan ketentuan
perundang-undangan

. Pengeluaran pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Ppngeluaranpembiayaanlainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pémbiayaan Netto




Halaman..

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

: RKA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pendapatan

‘Kabupaten Bombana
. Tahun Anggaran...

SKPD

Organisasi; X.xx.xXx

..................

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode ‘ Rincian Perhitungan
Rekening Ufa-lan Volume |q. an [Tarif/Har | J0raR
Koefisien (Rp)
ga
jumlah
,2tanggal.....
Kepala SKPD
Nama
NIP.......
Pembahasari
Tanggal : . e dans
Catatan : ...............
1. |
2.
Dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

~ No. Nama NIP Jabatan| Tanda
% tangan
1.
2
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Halaman......

'RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

i Formulir
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- |
§Pemerintah Kabupaten Bombana BELANJA
i:Tahun Anggaran... SKPD ‘
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintah : X....cccccuvinennnn....
Bidang Urusan: X.XX.XX.......eeeeeneeneens.
Program: X.XX.XX....cieeereeersneennns
Kegiatan: X.XX.XX....ceeeeeeerrennennnns
Organisasi: X.XX.XX...vvevrreerrenneennsn
Unit: X.XX.XXueveererrnnaeneannoans
Alokasi Tahun -1: Rp(terbilang)
Alokasi| Tahun: Rp(terbilang)
Alokasi Tahun|+1: Rp(terbilang)
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator | Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan...............

E
Sub Kegiatan: x.xx.xx
Sumber Pendanaan : ...........
Lokasi: (Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan) |
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan,
dengan/sub kégiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........
Keterangan: ! '

' ? Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Uraian Koefisi | Satu Harg | PPN (Rp)
Rekening en an - a

| / Satua
Volum n
e

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan: x.xx.XxX

' Sumber Pendanaan : ...........

- Lokasi: (Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Keluaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, dengan satuan disamakan

- dengan/sub kégiatan)

|

. Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai........



| Keterangan:

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Uraian Koefisi | Satu Harg | PPN (Rp)
Rekening en an a

/ Satua|

Volum n

e
Jumlah Anggétran Sub Kegiatan

...,tanggal...

Kepala SKPD

Pembahasan |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

Nama

NIP

Jabatan

Tanda
Tangan

|




Halaman ..........

REN CANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir
PERANGKAT DAERAH RKA —
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran... Pembiayaan
SKPD
Organisasi:i b.db. o 2. o SN
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
Kode Rekening Urai Jumlah
an (Rp)
Jumlah Penerimaan|
Pembiayaan
: Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Jumlah
,2tanggal......
Kepala SKPD
Nama
NIP.
Pembahasah
Tanggal : [........oo......
Catatan : .................
L :
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda
. ‘ tangan
1.
2.
Ds
t.




C. RANCANGAN PERDA APBD
1 Ketentuan§ Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal
- 92 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
penyiapan} Raperda tentang APBD sebagai berikut:
a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
b. Verifika:si dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara RKA SKPD dengan:
1) KUA dan PPAS;
2) Praki:raan maju yang telah disetujui tahun anggaran
~ sebelumnya;

3) dokujmen perencanaan lainnya;

4) capaién Kinerja;

5) indik;ator Kinerja;

6) anali:sis standar belanja;

7) stan(iar harga satuan;

8) perenfcanaan kebutuhan BMD;

9) Stan(iiar Pelayanan Minimal;

10) proyejksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

11l)program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidak sesuaian,
Kepala $KPD melakukan penyempurnaan.

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuén peraturan perundang- undangan.

e. PPKD 1;'nenyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokume:n pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah

f. disempl,:lrnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang
APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
Bupati. |

g. Proses gpenyiapan Raperda tentang APBD mengandung
informaSi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumén yang dilakukan secara elektronik.

2.  Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD
Ketentuian terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai
berikut:

a. Rancangan Mengacu Pasal 90 sampai dengan Pasal 92
Peratfuran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022§ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang
APBD memuat lampiran sebagai berikut:

1) ringkiasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenisépendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemeirintahan daerah dan organisasi;



b.

3) ﬁncién APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
orgaxi:dsasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelori'lpok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdailsarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
peli'nerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil,
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta
keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
ke’icerpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
da}am kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) Reikapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) Sililkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

f) Siﬁkronisasi Program  Prioritas Nasional dengan
Prozgram PrioritasDaerah.

5) Inforrhasi lainnya yang menunjang kebutuhan

inforrinasi pada Perda APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah danaset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.
Dokumén pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri
atas né)ta keuangan dan rancangan Perkada tentang
penjabafan APBD.
Rancanéan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja

- berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Ketentuan |Pelaksanaan

a.

b.

PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah
disusun% oleh Kepala SKPD.

Jika terhapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untukrﬁelakukan penyempurnaan.

PPKD rhenyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokumein pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

PPKD nilenyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang
telah di$usun kepada Bupati.

E



4, Dokumen ;Terkait

Ilustras;i dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD
menyajikain informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhax:l yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan§ perundang- undangan mengenai pedoman
penyusuneitn APBD ‘

Ilustras;i dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD
pada tahr:alpan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
disajikan sebagai berikut:

a. Tlustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelomp¢k dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KABUPATEN BOMBANA

'RIN GKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOKDAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
| PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah
| (Rp)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

| Retribusi Daerah

Has11 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
‘ dlplsahkan

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| Pendapatan Hibah

Dana Darurat ‘

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan|
Keténtuan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan
Belanja

| Belanja Operasi

| Belanja pegawai

| Belanja barang dan jasa
Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial




Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

!

Belénj a Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belénja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Jurhlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

!

Pembiayaan Daerah

[Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuaij
dengan

ketentuan perundang-undangan

!

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuali
dengan

ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa | lebih pembiayaan anggaran tahun




berkenaan (SILPA)

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuali
dengan

ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan

ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)
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D. RANCANGAN I?ERKADA PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Lflmum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah

{
Kabupaten jBombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang
APBD adalah sebagai berikut:

a.

Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Perkadatentang
Penjabaran APBD.

Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD
mengand:ung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Peraturan Daerah

Kabupaten §%Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan ];Daerah, ketentuan terkait dokumen Raperda tentang
APBD adalah sebagai berikut:

a.

Rancangafm Perkada tentang Penjabaran APBD memuat

lampiran| sebagai berikut: |

1) ringka:'san penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organifsasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendai:)atan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapi:tulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang
disajik;an berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) daftar nama  penerima, alamat  penerima, dan
besaranhibah;
b) daftar nama  penerima, alamat penerima, dan

besaranbantuan sosial;

¢) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Banjtuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pen’flerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Per’icambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pro;gram, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belefxnja dan pembiayaan;

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bombana
pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD



den;iz;an program prioritas perbatasan Negara.

4) Inform;asi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi

pada PFrkada penjabaran APBD.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai

penj elasah,yaitu:

1) Penganfggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai

dasar Iglukum pendapatan.

2) Penganiggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum;, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifatkhusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber

pendanaan sub kegiatan.

3) Pengan:ggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar %hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran

pembiafyaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

2. Dokumen Tezrkait

Nlustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD
menyajikan§ informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan pérundang—undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD.

Ilustrasi cilokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD

pada tahapaén Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi
kelompokf, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian

objek, perzldapatan,belanja, dan pembiayaan;

KABUPATE}N BOMBANA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
OBJEK, RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

MENURUT@ KELOMPOK, JENIS,

Kode 3 Urai Jumlah
, ‘5 an (Rp)
&+ Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah

AN
.

.1.01 Pajak Daerah

1.1.01.01 |Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.01.01 [PKB-Mobil Penumpang-Sedan
.01 :

XX Kodeﬁ;kasi dan Nomenklatur
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Rinciain Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.01.01 perun:dang— undangan mengenai Klasifikasi,

Perencanaan

I
i

menurut




4.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan,
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemb:angunan dan Keuangan

Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 |Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01 [Retribusi Pelayanan Kesehatan
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.02.01 perunidang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daere_{h.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.02.xx perunidang— undangan mengenai Klasifikasi|
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada
4.1.03.01 |Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan|

Modal pada BUMN

<4.1.03.01 jperundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

KX
’ Pembr;mgunan dan Keuangan
Daeraih.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan,
4.1.03.xx perunfdang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh.
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01 Hasil Penjualan Tanah
.01 ; _
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.04.01 perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembéngunan dan Keuangan

Daerah.




Objek selanjutnya Sesuai peraturan

4.1.04.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pem‘:bangunan dan Keuangan

Daerah.

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 |Dana Perimbangan

4.2.01.01. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
01

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.2.01.01. peruhdang— undangan mengenai Klasifikasi,
KX Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerijah. '

Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
4.2.01.xx pemhdang— undangan mengenai Klasifikasi,
| Kodeéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daer:ah. ‘

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02.01 [Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01. [Pendapatan Bagi Hasil Pajak

01 |

: RinC%an Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.2.02.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
xX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Peml;)angunan dan Keuangan

Daerah.

_ Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.2.02.xx pemhdang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodeiﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daeri‘ah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah

4.3.01.01 [Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
01

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.01.01. jperundang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kode%fikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.




Objek selanjutnya Sesuai peraturan,

4.3.01.xx jperundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3.02 Dana Darurat
4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01. [Dana Darurat
01 |
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.02.01. peru;ndang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Dae’rah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.02.xx penindang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodfefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem:bangunan dan Keuangan
Daei‘ah.
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai denganj
Keténtuan Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 [Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01. [Pendapatan Hibah Dana BOS
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.03.01. pe'nflndang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kod:efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah. ‘
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.03.xx perlflndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Penjlbangunan dan Keuangan
Daerah.
S Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.01.01. perfundang— undangan mengenai Klasifikasi,
> o4 Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Perhbangunan dan Keuangan




Daeli'ah.

Objek

selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.01.xx peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,|
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 [Belanja Barang
5.1.02.01. Belanja Bahan Pakai Habis
01 |
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
35.1.02.01. peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kode;fikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.02.xx perurildang- undangan mengenai Klasifikasi))
Kode;fikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemérintah Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
5.1.03.01. [Pemerintah
01 Pusat atas PenerusanPinjaman Dalam
Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.03.01. perur}dang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
PemHangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.03.xx pemridang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodeﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01. Belanja Subsidi kepada BUMN
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.04.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan




!

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.04.xx peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerfah.
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 |Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
01
Rincixan Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
5.1.05.01. perullldang- undangan mengenai Klasifikasi,
X Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objel,c selanjutnya Sesuai peraturan
9.1.05.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
| Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembiangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01. Belanja Bantuan Sosial Uang yang
01 direncanakan kepada Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.06.01. [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodei:'ikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembiangunan dan Keuangan
Daeréh.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.1.06.xx perurildang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 [Belanja Modal Tanah
5.2.01.01. Belanja Modal Tanah Persil
01 '
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.01.01. perutfldang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pemﬁmgunm dan Keuangan
Daerah.




Objek selanjutnya Sesuai peraturan

5.2.01.Xx‘ peruhdang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem‘t?angunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01. Belanja Modal Alat Besar Darat
01
‘ Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.02.01. perurlldang- undangan mengenai Klasifikasi,
®X Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.02.xx pemﬁldang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
01 . Kerja
Rinci;an Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.03.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerélh.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.03.xx perurildang— undangan mengenai Klasifikasi,
' Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh. :
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01. Belanja Modal Jalan
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.04.01. pemﬁdang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembiangunan dan Keuangan
Daeréh.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.04.xx perurfldang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daeréh.
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya




5.2.05.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01. Belar;1ja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
01 ]

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.05.01. peruxildang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kode;fikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pemﬁangunan dan Keuangan

Daeréh.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.05.xx peruf"ldang- undangan mengenai Klasifikasi,)

Kodeﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.06 Belanja Modal ...

5.2.06.01 Belanja Modal ..

5.2.06.01. Belanja Modal ...
01

‘ ' Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.06.01. peruﬁdang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembiangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.2.06.xx perur:ldang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pernbiangunan dan Keuangan

Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01. Belanja Tidak Terduga

01 |

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada]

Pemefrintahan Kabupaten dan Desa
5.4.01.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
01 Pemeﬁntahan

Kabupaten dan Desa

Rincie:ln Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.4.01.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodef;ikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.




Objek selanjutnya Sesuai peraturan

5.4.01.xx jperundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodiefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah

Proxflinsi
5.4.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar
01 Daerah

Provinsi

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.4.02.01. perlilndang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Per'nfbangunan dan Keuangan

Daefrah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.4.02.xx |perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pemlbangunan dan Keuangan

Daerah. ‘

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebélumnya
6.1.01.01 [Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
01 .

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.01.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
ro:4 Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pem;bangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.01.xx penindang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daefah. '

6.1.02

Pencairan Dana Cadangan




6.1.02.01 [Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01. |Pencairan Dana Cadangan
01 ;

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.02.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.02.xx perﬁndang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodféfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Penibangunan dan Keuangan

Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yan%

Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.03.01 [Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)
6.1.03.01. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
01 Dipisahkan pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.03.01. perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
K Kod?efikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pem;bangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.03.xx peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan
s Daefah.

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01 [Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

5 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01. Pentferusan Pinjaman

01 Dalam Negeri-Jangka Menengah

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.04.01. peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kode;zfikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daei'ah.

5 Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.04.xx [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodtiafikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah




6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah '
kepé.da Pemerintah Pusat

6.1.05.01. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
01 Daerah
: kepeilda Pemerintah Pusat
L Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.05.01. peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodei:fikasi dan Nomenklatur Perencanaan
v Pembangunan dan Keuangan
Daerf‘ah.
(R Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.05.xx [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan|
Pembangunan dan Keuangan
Daei*ah.
! Pene%rimaan Pembiayaan lainnya sesuali
6.1.06 dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ,
6.1.06.01 [Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01. |Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka
01 Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.06.01. peruindang— undangan mengenai Klasifikasi,
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
.[Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.06.xx [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daefah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 [Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01. [Pembentukan Dana Cadangan
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.01.01. peruhdang- undangan mengenai Klasifikasi,
KX Kode;fikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan

Daefah.




Objek

selanjutnya Sesuai peraturan,
6.2.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem:bangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
6.2.02.01 [Penyertaan Modal Negara (BUMN) Daerah
pada Badan UsahaMilik Negara (BUMN)
6.2.02.01. [Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.02.01. perlflndang- undangan mengenai Klasifikasi,
b4 Kod:efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan |
Daérah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.02.xx [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
[Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh
Tempo
6.2.03.01 Perr;lbayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat
6.2.03.01. Pembayaran Pinjaman Daerah dari
01 Penélerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam
‘ Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.03.01. perilndang— undangan mengenai Klasifikasi,)
XX Kodefikasi dan Nomenklatur = Perencanaan
Perflbangunan dan Keuangan
Daérah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.03.xx perhndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Penjlbangunan dan Keuangan
Daerah.
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.04.01 Pen;'lberian Pinjaman Daerah kepadal
Pemerintah Pusat
6.2.04.01. Pemberian Pinjaman = Daerah kepada
01 Pemerintah Pusat




Rinc;:ian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

6.2.04.01. peru;‘ndang— undangan mengenai Klasifikasi,|
XX Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem;bangunan dan Keuangan
Daerah.
_ Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.04.xx peruindang- undangan mengenai Klasifikasi,
' Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem;bangunan dan Keuangan
Daerah.
~ V Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
6.2.05 dengan ketentuan peraturan perundang
: undangan
6.2.05.01 |Pinjaman BLUD
6.2.05.01. [Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
01 ?
‘ ' Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.05.01. peru:ndang- undangan mengenai Klasifikasi,)
xx Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daei'ah.
i Obje;k selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.05.xx per@ndang- undangan mengenai Klasifikasi,
» Kodciafikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa; lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan (SILPA)




b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
PENJABARAN A:PBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
PENDAPATAN
} : DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH| DASAR
REKENING | HUKUM
- 4.xX.XX | Pendapatan
4.x.xX% | Pendapatan Asli Daerah
4.x.XxX %Pajak Daerah
4.x.x%X 'Retribusi Daerah
| Hasil Pengelolaan
4.x.xx Kekayaan Daerah Yang
' Dipisahkan
4.%.%xx Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xX% 'Pendapatan Transfer
4.X.XX | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
- 4xxx Pendapatan Transfer  Antar
Daerah
4.x.xx ngain—lajn Pendapatan Daerah
Yang Sah
4.%. %X . Pendapatan Hibah
4.x.xx Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan
4.X.XX Sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
- BELANJA DAERAH
Urusan ;E: -
Pemerintahan ||
Bidang I X.XX.XX
Urusan |




Organisasi X.XX. XX |
Unit X.XX.XX
Organisasi |
) Program L XLXX.XX !
_Indikator Hasil| :......... b
Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator Ceeeeeee.
Keluaran g
Sub Kegiatan||: x.xx.xx
.1 |
[ndikator S
Keluaran E
KODE 'URAIAN JUMLAH| DASAR
REKENING HUKUM
5.x.xx ‘Belanja
S.x.xx ' Belanja Operasi
S.x.xx Belanja Pegawai
S.X.XX Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
S.x.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial ;
S.x.xx Belanja Modal 1
S.x.xx . Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
S5.X.xx . Belanja Modal Bangunan dan f
. Gedung
[ 1
5.x.xx . Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S.x.xx% Belanja Modal Aset Tetap |
’ Lainnya
S.x.xx Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud '
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
S5.x.xxX | Belanja Tidak Terduga 3
5.x.xx Belanja Transfer i
5.x.xx Belanja Bagi Hasil
S.xxx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan




2)

Belanja Bantuan Keuangan

Indikator | :.........
Keluaran ;
KODE URAIAN JUMLAH| PASAR
REKENING | HUKUM
- S.xxx | Belanja
- 9.x.xX Belanja Operasi
| S.x.xx %Belanja Pegawai
S.X.XX 'Belanja Barang dan Jasa
S.X.XX ' Belanja Bunga
5.x.xx 'Belanja Subsidi
S5.x.xx Belanja Hibah
S.X.Xx 'Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx %;Belanja Modal
5.x.xx% . Belanja Modal Tanah
S.X.XX Belanja Modal Peralatan dan
. Mesin
S.x.xxX Belanja Modal Bangunan dan
Gedung
S.x.xx Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S.x.xx Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
S5.X.xx Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
Bxxx Belanja Tidak Terduga
S.X.XX Belanja Tidak Terduga
5.x.xx i;Belanja Transfer
S.X.xxX  Belanja Bagi Hasil
S.x.xx

Kegiatan.. ..2)

Indikator
Keluaran

{eesosasasaes

Sub:
Kegiatan...1)

Indikator
Keluaran

iss eaeescoasn

KODE
REKENING

JUMLAH

DASAR
HUKUM

S5.x.xx




S5.X.XxX

Belanja Operasi

S.x.xx ‘Belanja Pegawai
S.X.XX | Belanja Barang dan Jasa
»5.X.XX [ Belanja Bunga
OXXX éBelanja Subsidi
'S.X.XX %Belanja Hibah
S.X.XX E:Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx 'Belanja Modal
S.X. XX Belanja Modal Tanah
5.%x.%Xx% . Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
S.X.XX Belanja Modal Bangunan dan
’ - Gedung
5.x.xx% Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S XXX . Belanja Modal Aset Tetap
_, Lainnya
S.x.XX Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
—3 XXX {Belanja Tidak Terduga
LS.x.xx | Belanja Tidak Terduga
:S.X.XX Belanja Transfer
D.X.XX ' Belanja Bagi Hasil
5.X.XX Belanja Bantuan Keuangan
Sub X.XX. XX
Kegiatan...2)
Indikator | :.........
Keluaran |
KODE URAIAN JUMLAH| DASAR
REKENING HoRoM
5.X.XX Belanja
DX XX ; Belanja Operasi
5.X.%XX Belanja Pegawai
5. x.xXX Belanja Barang dan Jasa
5 XXX Belanja Bunga
| 5xxx Belanja Subsidi
5.%.%% Belanja Hibah
S.x.xx

Belanja Bantuan Sosial




i

. 5.x.x%X%

"Belanja Modal

- S.x.xx Belanja Modal Tanah
S.x.xx Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
S.X.XX I Belanja Modal Bangunan dan
. Gedung
S.x.xx Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S.X.XX | Belanja Modal Aset Tetap
. Lainnya '
5.x.%XX . Belanja Modal Aset Tidak
‘ . Berwujud
5.x.%xx ' Belanja Tidak Terduga
5.x.%% . Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer
5.x.Xx  Belanja Bagi Hasil
S.X.XX

Belanja Bantuan Keuangan

Nama
NIP: ...



BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
% DAERAH

A PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD
1. Ketentuan l?iJmum

APBD dit(—z:tapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda),
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD). Penyusunan APBD dilakukan
dengan berpiedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi
tercapainya :tujuan bernegara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 dan Pasal 105
Peraturan |Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum
terkait penjampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang
APBD adalah sebagai berikut:

a. Bupati vsfrajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai ﬁenjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama ri:lntara Bupati dan DPRD.

b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
sesuai kétentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentualil peraturan perundang-undangan.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan
oleh Bui)ati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan
rancangah Perda tentang APBD Dbeserta penjelasan dan
dokumen% pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturanf perundang-undangan.

d. Pembahaisan rancangan Perda tentang APBD berpedoman
pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Proses peinyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang
APBD d;apat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. Penjelasa1:1 dan dokumen pendukung antara lain nota
keuangan, RKPD, KUA, dan PP

c. Dalam pémbahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD
dapat rheminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan  dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi § Pemerintahan Daerah.

d. Dalam pémbahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati
dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambalilan /perubahan kegiatan /sub kegiatan dalam



rancanga:}n Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan
atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati
terlamba;t menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan
kepada afnggota DPRD.

2. Ketentuan P;’elaksanaan

a.

b.

Bupati §menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan
PPAS. |

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan
dalam pérsetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati
dan pimpjinan DPRD.

3. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

1. Ketentuan ﬁmum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah

melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD.
Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan
dokumen pciarsetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan ' Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan
Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a.

Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda
tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun '

.Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan

ranca_nga::n Perbup tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan
Perda tehtang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun axilggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati

terlambat: menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada I?PRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud
tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD

tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berikutnya.

b. Berdasarl;<an persetujuan bersama, Bupati menyiapkan

rancangail Perbuptentang penjabaran APBD.



Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama | dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD,
Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBD. Dalam hal
Bupati bgrhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan
2) menarfldatangani persetujuan bersama
terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD.
Dalam fhal Bupati berhalangan sementara, Bupati
mendeleéasikan kepadawakil Bupati untuk:
1) mengéjukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepadé DPRD; dan
2) menafldatangani persetujuan bersama
terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD.
Dalam Hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementajra, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku pejabat/pejabatt sementara/pelaksana
tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang E APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
persetujilan bersama terhadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
ditetapk:an oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana
tugas/ penjabat/ penjabat sementara Bupati.
Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
plmpman DPRD menandatangani persetujuan bersama
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

. Ketentuan }Pelaksanaan

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasilpembahasan rancangan Perda tentang APBD.

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan,
Bupati kmenylapkan rancangan Perbup tentang penjabaran
APBD. | :

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda
tentang APBD.

. Dokumen Terkalt

Nustrasi dokumen persetuyjuan rancangan APBD menyajikan
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang
disajikan set1ap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

. Nustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan
sebagai berlkut

a. Ilustrasj Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD



S;USUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I. Pendahﬁluan
1.1. Umum;

1.2. Maksuél dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasjan hukum Penyusunan Nota Keuangan,
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi{dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalaha;ln Utama Pendapatan Daerah;

23. Estimasi Pendapatan Daerah;

2.4, Kebijakan [L{mum Pendapatan Daerah;

BAB IlI.Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;

32. Permasalahan Utama Belanja Daerah;

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;

34. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV.Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;

42. Permasalahan Utama Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan

kegiatan APB:D menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah ‘;

BAB VI. PENUTUP

Nama



b. Tlustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA
Nomor: . ...........

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DPRD KABUPATEN BOMBANA

TENTANG

REANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBDTAHUN ANGGARAN ....

Pada hari tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang

tertandatangan di bawah ini:
1. Nama @ it e ieeieeeaannaens

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Da:'erah Bupati Bombana yang beralamat di Arga Makmur,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama: Ketua DPRD Kabupaten Bombana

3. Nama: Wakﬂ Ketua I DPRD Kabupaten Bombana

4, Nama : quﬂ Ketua II DPRD Kabupaten Bombana
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Pexf'wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang
belf“alamat di Arga Makmur, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Menyatakan baljlwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran ............................................ yang telah diajukan oleh
PIHAK :
PERTAMA?, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang ﬁada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian
dan perubahan RAPBD Tahun Anggaransebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acafra ini

3. Selanjutnjra PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan
dan korek:si atasRAPBD Tahun Anggaran selaras dengan
penyesuaifan dan perubahan
sebagaiména tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara
ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acaraini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur......
untuk méndapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja setel;ah ditandatangani Berita Acara ini



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak  dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

.................. Tanggal,
Bupati Bmeana .................
PERTAMA Kabupaten Bombana

Selaku
PIHAK KEDUA

Nama Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II



. EVALUASI RANCANGAN APBD

1. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten
a. Bombana Ketentuan Umum
EvaluaslE terhadap rancangan Perda Kabupaten Bombana
tentang 'APBD dan rancangan peraturan bupati tentang
pen_]abaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil
pemenntah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai
keserasiah antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,
kesera31an antara kepentingan publik dengan kepentingan
aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten

Bombana tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

peraturat} yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya

yang dit;etapkan oleh Kabupaten Bombana bersangkutan.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat

mengundang pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bombana

yang terkalt

Mengacu ,pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Peraturan

Daerah I;{abupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait

evaluasi Raperda APBD dan Raperbup tentang evaluasi Raperda

APBD dan Perbup tentang APBD adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD yang
telah fdisetujui bersama dan rancangan Perbup tentang
penjab.:aran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
tanggai persetujuan rancangan Perda Kabupaten Bombana
tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota.

2) Rancal;lgan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD dan
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD disertai dengan
RKPD, %KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan
DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
Kabupéten Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup
tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri Dalam
Negeri ztanpa disertai lampiran.

4) Dalami melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten
Bombana tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat Eberkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan
selanjuitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
tidak émelaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri
mengafnbil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

6) Da_lam{ rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

7) Evaluaéi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda Kabupaten Bombana tentang APBD dan rancangan
Perbupj tentang penjabaran APBD dengan:



8)

9)

a) k.etc;antuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b) kepéentingan umum;

) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

9 RPJMD

Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk
menilagi kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai digunakan
dalam§ menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi
antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan
PPAS.

Pengujjan kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Bombana
tentangr APBD dan rancangan Perbup provinsi tentang
penjabgran APBD dengan kepentingan umum dilakukan
untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan
kepentingan umum meliputi:

a) terga;mggunya kerukunan antar warga masyarakat;

b) tergeinnggunya akses terhadap pelayanan publik;
) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d) tergé;nggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e) diskl!‘iminasi terhadap suku, agama
dan kepercayaan, ras, antar- golongan, dan
gender.

10) Hasil e\iraluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

11)Gubern:ur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan

hasil evialuasi rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang
APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga)
hari sejiak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasii rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang
APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD.

12) Keputu$an gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai

wakil pemerintah Provinsi kepada bupati paling lambat
15(lima| belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
Kabupa}ten Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup
tentang penjabaran APBD diterima.

13)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten
Bombafla tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
penjabéilran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundéng— undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,
PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan

" rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang APBD

menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang penjabaran
APBD rhenjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten
Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
pen_]abaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang— undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA,
PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil
evaluas1 diterima.

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati
~dan DPRD dan bupati menetapkan rancangan Perda
Kabupaten Bombana tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perbup tentang penjabaran APBD menjadi
Perbup, gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
Negerlg selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan
dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

16) Penyerhpurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui
TAPD bersamadengan DPRD melalui badan anggaran.

17)Hasil §penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan

pimpinan§ DPRD. 18)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan

dasar perietapan Perda tentang APBD. 19)Keputusan pimpinan

DPRD diléporkan pada sidang paripurna berikutnya.

20) Keputu:san pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut

ditetapkan.
21)Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementiara dalam waktu yang bersamaan, yang

melakéanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyerrilpurnaan.

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyenﬁpumaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati
meneta{pkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

24) Proses§ evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten
Bombaha tentang APBD dan rancangan peraturan bupati
tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data,
penggu:naan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

. Ketentuaril Pelaksanaan

1) Paling 1ambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati
mengirimkan rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang
APBD ﬁrang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD
besertai rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD, RKPD,
KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat. |



2)

3)

4)

5)

6)

7)

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evalua31 berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan
selanjutnya Menteri Keuangan.

Guberilur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda Kabupaten
Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
PenJabaran APBD.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluas1 rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang
APBD dan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Menteri
Dalamf Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga)
hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evalua31 rancangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling
lambat! 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
Kabupéten Bombana tentang APBD dan rancangan Perbup
tentané Penjabaran APBD diterima.

Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat émenyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati
menetépkan rancangan Perda Kabupaten Bombana tentang
APBD 2 menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang
penjabéran APBD menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil

pemerilfltah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,

bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
denganf langkah-langkah sebagai berikut:

a) Bupé}ti melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badafn anggaran melakukan penyempurnaan hasil
evaluasi.

b) Pimp;inan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

c) Pimﬁinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemenntah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
dltetapkan

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penypmpumaan Bupati melakukan penetapan Perda
tentang APBD.

e) Dala:m hal keputusan pimpinan DPRD mengenai

hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujui'l) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Bupaiti menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyiempurnaan.

f) Perdé. APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
regisi:rasi dari Gubernur.



t

8) Dalam; hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati
dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda provinsi
tentan:g APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang
penjab'aran APBD menjadi Perbup, Gubernur mengusulkan
kepada'; Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam
Negeri% mengusulkan kepada Menteri Keuangan wuntuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer

Umum: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

D PENETAPAN PERDA APBD DAN PERBUP PENJABARAN APBD
1. Ketentuan Umum

Penetapa_ﬁ rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup
tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses
penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh
pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan
pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapalfl rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD menjadi Perbup
tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran,
penandatanéanan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Berdasarkzan ketentuan dalam Pasal 112 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait penetapan Perda
APBD dan Pérbup Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangah Perda tentang APBD dan rancangan Perbup
tentang pénjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupati nﬁenjadi Perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabarah APBD.

b. Penetapaxi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perbup ténta.ng penjabaran APBD dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c. Bupati'me'inyampaikan‘ Perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabara_fn APBD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perbup
ditetapkan.

d. Dalam hél Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabaralifl APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati méneﬂma surat keputusan sebagai dasar penetapan
rancangani Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup
tentang peinjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

!




b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD
provinsi darigubernur.

c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun

dan
menandatangani:

1) penetaipan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta
2) penetapan rancangan Perbup APBD menjadi Perbup

d. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan Perbup tentang
penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah provinsi dan
gubernur% bagi Kabupaten Bombana selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

€. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang
telah ditu%mgkan dalam lembaran daerah kepada maéyarakat.

. PENYUSUNAN ;DAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUP APBD
DALAM HAL TIPAKTERCAPM PERSETUJUAN BERSAMA

31. Ketentuan Qmum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati
dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka
waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan
Perbup tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan
setelah men‘jlperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai walkil
pemerintah pusat.

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan
Daerah Kabzupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait penyusunan dan
persetujuan éRancangan Perbup tentang APBD dalam hal tidak
tercapai persietujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hai Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangani Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD,
Bupati ményusun rancangan Perbup tentang APBD dengan
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangari Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

¢. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun
sebelumnya.

d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD
maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluarain APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD
tahun sebelumnya.

e. Rancangar} Perbup tentang APBD diprioritaskan untuk belanja
yang bersii;'at mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemeﬂntalfl daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan :setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan,
seperti bel?xnja pegawai, belanja barang dan jasa.



a.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyaral’cat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajibai; kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjamari, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan
kewa_]lban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui
apabila terdapat

1) kebl_]algan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau

2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangq.n Perbup ditetapkan menjadi Perbup setelah

memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil

pemerintaith pusat.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perbup tentang
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima
belas) har1 terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang
APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur
sebagai wale pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan
Perbup, iBupati menetapkan rancangan Perbup menjadi
Perbup. |

Dalam h?l Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama
rancangai;l Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah
dimu_lainy:a tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan
Perbup m;engenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun
anggaran fsebelumnya. ‘ '

.Pengeluar;an setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai

keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap
seperti bezlanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor
sehari-hari.

Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perbup tentang
APBD dépat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunafan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronikf.

. Ketentuan Pelaksanaan

TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja mengikat.

TAPD meﬁyusun rancangan Perbup tentang APBD.

c. TAPD ményerahkan rancangan Perbup tentang APBD ke

Bupati melalui Sekdauntuk diotorisasi.
Bupatimenyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah untukmendapatkan pengesahan.



€.

Gubem@r sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan
Rancangan Perbupmenjadi Perbup.

3. Dokumen Tjerkait

Ilustrasi§ dokumen Rancangan Perbup tentang APBD

mehyajikad informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhané yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan

APBD.

Mustrasi i;dokumen Rancangan Perbup tentang APBD memuat

lampiran seibagai berikut:

a.

b.

Ringkasa;n APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan; Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menuruti urusan pemerintahan daerah danorganisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitu}asi Perbup APBD yang disajikan berdasarkan

kebutuhan informasi antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemeritntahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
sub kegiatan beserta target dan indikator;

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpéduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal,;

4) Sinkroinisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD
dan PI;?AS dengan rancangan APBD;

6) Sinkroinisasi program prioritas nasional dengan program

prioritas fdaerah; Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan

informasi pada Perbup APBD antara lain:

1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

2) Daftar|piutang daerah:;

3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah danaset lainnya;

5) Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

6) Daftar dana cadangan daerah;
7) Daftar pinjaman daerah:;
8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

9) Daftar, nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

10)Daftar| Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuq.n Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;



11)Dafta1§ Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil; 12)Rincian dana otonomi khusus menurut
urusaI:1 pemerintahan daerah, organisasi, program,
k‘egiatén sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
r1n01an objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pemblayaan

13) R1n01an DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas fBuml menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanjadan pembiayaan;

14) Rmmapdana tambahan  infrastruktur menurut urusan
pemeﬁntahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiafan akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rm01an objek pendapatan belanja dan pembiayaan;

15) Slnkronlsa31 kebijakan pemerintah provinsi/ Kabupaten
Bombana pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran
APBD giengan program prioritasperbatasan negara;

a. Ringkasarix APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objzek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOXK,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN

Kode Uraia ' Jumlah
| n (Rp)
I Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah

4.1.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.01.01.| PKB:-Mobil Penumpang-Sedan

01

' 4.1.01.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX pemhdang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan|

peruhdang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kode;fikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah




4.1.02.01

Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01.| Retribusi Pelayanan Kesehatan
01
4.1.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX periundang—
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan|
Nor:nenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.1.02.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pen';erintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN
4.1.03.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perﬁndang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kod{efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
penindang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Penibangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.| Hasil Penjualan Tanah
01
4.1.04.01.] Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
XX perundang- '
undiangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
'Keuéngan Daerah.
4.1.04.xx Obje%k selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodéfikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2 Penciiapatan Transfer
1 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 | Dana Perimbangan
4.2.01.01.| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
01 §
4.2.01.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
X per\indang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur
Perexilcanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.




Objek

4.2.01.xx selanjutnya Sesuai peraturan|
per:undang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02 Pen:dapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.| Pendapatan Bagi Hasil Pajak
01
'4.2.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX | per;undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perhbangunan dan Keuangan Daerah.
- 4.2.02.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
| per;undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Koélefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 4.3.01 Pendapatan Hibah
- 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- 4.3.01.01.| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
01 E
4.3.01.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX pexf‘undang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodeﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perf*undang— undangan |
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
4.3.02.01 | Dana Darurat
4.3.02.01.| Dana Darurat
01
4.3.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX pei‘undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Ko}iefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pefnbangunan dan Keuangan Daerah.
4.3.02.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
pe:i'undang— undangan
mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Ndmenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Kefuangan Daerah.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4.3.03 Keftentuan Peraturan Perundang-
Undangan
4.3.03.01 | Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.

01

Pendapatan Hibah Dana BOS




Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

4.3.03.01.

XX per:undang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
per;undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perhbangunan dan Keuangan Daerah.

5 Belanja ‘
5.1 Belanja Operasi
- 5.1.01 Belanja Pegawai
0 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- 5.1.01.01.| Belanja Gaji Pokok ASN
101
5.1.01.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX peﬁundang- undangan mengenai Klasifikasi,
| Koélefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 5.1.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan;
: peli‘undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
, Pefnbangunan dan Keuangan Daerah.
- 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
. 5.1.02.01 | Belanja Barang

5.1.02.01.| Belanja Bahan Pakai Habis

01 |

5.1.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX pefundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Ko%ieﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perj‘undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Koﬁefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03 Belanja Bunga
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada

5.1.03.01 | Pemerintah Pusat

5.1.03.01.| Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada

01 Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

5.1.03.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Koﬁeﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pefnbangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
pefundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04

Belanja Subsidi



i
i

Belahja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01
5.1.04.01.| Belanja Subsidi kepada BUMN
01
5.1.04.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perlindang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodo:;eﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perﬁbangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04.xx Objcjak selanjutnya Sesuai peraturan
perlindang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodieﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah
'5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
' 5.1.05.01. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
01 .
'5.1.05.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perﬁndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kod;efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
7 Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perlilndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodiefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
' 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
' 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.| Belanja  Bantuan  Sosial Uang yang
01 direncanakan kepada Individu
' 5.1.06.01. Rinc;:ian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kod:efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
' 5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perlj:lndang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2 Belanja Modal
' 5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah
' 5.2.01.01.| Belanja Modal Tanah Persil
01 |
5.2.01.01. RinFian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefﬂcasi dan Nomenklatur Perencanaan
| Perrjlbangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perﬁndang— undangan
meflgenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Norhenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.




5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

' 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.| Belanja Modal Alat Besar Darat
01 |

5.2.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX pen:lndang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

' 5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan
mengenai  Klasifikasi, = Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

' 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

'5.2.03.01. Bel?nja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
01 ‘

Rin;cian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

5'.2'03'01' Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
= Pel'flbangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perfundang— undangan mengenai Klasifikasi,
5.2.03.xx '

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.| Belanja Modal Jalan

01 |
5.2.04.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perl'undang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 5.2.04.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
periundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kof:lefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Peﬁnbangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

. 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan

- 5.2.05.01.| Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
01

5.2.05.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX pefundang~ undangan mengenai Klasifikasi,
Kojdefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perfnbangunan dan Keuangan

Daerah.




5.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodfefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

' 5.2.06 Belanja Modal ...

5.2.06.01 | Belanja Modal ...

' 5.2.06.01.] Belanja Modal ...

01

5.2.06.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daérah.

5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Penf‘lbangunan dan Keuangan
Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

'5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga

- 5.3.01.01.| Belanja Tidak Terduga

01

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

1 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten Bombana dan Desa

5.4.01.01.| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

01 Pefnerintahan Kabupaten Bombana dan Desa

5.4.01.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX pexf‘undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kofdefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pefmbangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
pefrundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pe;mbangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi
Belanja Bantuan Keuangan Umum

5.4.02.01.| antar Daerah Provinsi

01

5.4.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

XX pérundang— undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan




Pem]oangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
peruindang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

76.1.03.xx

6 Pembiayaan .
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa. Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
6.1.01.01 | Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.| Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
01
6.1.01.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX per1:1ndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kod;efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perqndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. '
1 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 | Pencairan Dana Cadangan
' 6.1.02.01.| Pencairan Dana Cadangan
01
' 6.1.02.01. Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perlilndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kod;efikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
1 6.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kociefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.03.01 | Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
6.1.03.01.| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
01 Dipisahkan pada BUMN
6.1.03.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX periundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan

pezg'undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Peﬁnbangunan dan Keuangan Daerah.




6.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01 | Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01.| Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
01 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-
Janigka Menengah
6.1.04.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perﬁndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodfefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perrflbangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.04.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
peniindang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.05.01 Daérah kepadaPemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.05.01.| Daerah kepada Pemerintah Pusat
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perhndang— undangan mengenai Klasifikasi,
6.1.05.01. Kogieﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
== Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.1.05.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan|
perfundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16.1.06 Periierimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

6.1.06.01 | Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.| Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka
01 Pendek
6.1.06.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX peﬁundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Ko{iefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 6.1.06.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
pefundang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 | Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.

01

Pembentukan Dana Cadangan




6.2.01.01.

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

xX perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
7 Perﬁbangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.01.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perljlndang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
Penyertaan Modal Daerah pada Badan
6.2.02.01 | Usaha Milik Negara (BUMN)
6.2.02.01.| Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
01
6.2.02.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX perﬁndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kod;eﬁkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
1 6.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan
peri.lndang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuhl
' Tenipo
1 6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah
v Pusat |
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.2.03.01.| Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-
o1 Jangka Menengah
6.2.03.01.| Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX per;undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Perhbangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.03.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan;
| perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefﬂ<asi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
. 6.2.04.01 | Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat
6.2.04.01.| Pemberian Pinjaman Daerah kepadal
01 Pemerintah Pusat ;
6.2.04.01.] Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
XX pexi'undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pefnbangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.04.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan

pei‘undang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.




pengeluaran Pembiayaan lainnya  sesuai

6.2.05
den{gan ketentuan peraturan perundang-
undéngan
6.2.05.01 | Pinjaman BLUD
6.2.05.01. vPinj;aman BLUD-Jangka Pendek
01
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
6.2.05.01. Kodfefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
= Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6.2.05.xx | Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perﬁndang— undangan mengenai Klasifikasi,
Kodfefikasi dan Nomenklatur = Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto ’
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan

(SILPA)
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c. Rmc1an APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi,

program, kegiatan,

sub kegiatan, akun,

kelompcz)k, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIA:TAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN

..........

PENDAPATAN
DAERAH
KODE URAI JUMLA DASAR
REKENING 1 AN H HUKUM
4 x.xx Pendapatan
4 .x.xXx Pendapatan Asli Daerah
4 XXX i’ajak Daerah
4 XXX Retribusi Daerah
Hasﬂ Pengelolaan Kekayaan
4.x.Xx DaerahYang
3 x.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4 .x.xXxX Péndapatan Transfer
4.x.xx gPendapatanTransf er
‘ Pemerintah
4. x.%xx EPendapatan Transfer Antar]
‘Daerah
4.X.XxX Laflin—lain Pendapatan Daerah|
Yang Sah
4.X.XX éPendapatan Hibah
4.x.xXx ‘Dana Darurat
~ Lain-Lain Pendapatan Sesuai
4. XXX 1 dengan Ketentuan
BELANJA
DAERAH
Urusan T x
Bidang D XXX XX
Urusan _‘
Organisasi | : x.xx.xx
Unit : xxxxx
Organisasi ‘
Program




Indikator
Hasil

..........

Kegiatan...1) | : x.xx.xx
Indikator e,
Sub Kegiatan| : x.xx.xx
1)
Indikator Tebeennn.
KODE URAIAN JUMLAH |[DASAR
REKENING HUKUM
5.%.XX Belanja
5.%.%X Belanja Operasi
5.X.XX Belanja Pegawai
5.%X.XX Belanja Barang dan Jasa
5.X.%XX% Belanja Bunga
5.X.%Xx% Belanja Subsidi
5.x.%x% Belanja Hibah
5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
5.x.Xx% Belanja Modal
5.%.%% Belanja Modal Tanah
5.x.%x Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
5.X.%x% Belanja Modal Bangunan dan|
Gédung
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan,
dan irigasi
3.X.Xx%X Belanja Modal Aset Tetap
Lriinnya
5.%.XX% Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
5.%.%X%X Belanja Tidak Terduga
5.X.X%X Belanja Tidak Terduga
5.x.%x Belanja Transfer
5.%.%X% Belanja Bagi Hasil
3.%.%x% Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiatan| : x.xx.xx
..2) |
Indikator
Keluaran |
KODE URAI JUML DASAR
REKENING AN AH HUKUM
S.x.xx




Belanja Operasi

DX XX

5.X.XX Belanja Pegawai

5.%.XX Belanja Barang dan Jasa

5.X.XX Belanja Bunga

5.X.XX Belanja Subsidi

5.X.xx% Belanja Hibah

5.%.%x% Belanja Bantuan Sosial

5.X.XX Belanja Modal

5.%X.XX Belanja Modal Tanah

D.X.XX Belanja Modal Peralatan dan|
Mesin

5.x.XX Belanja Modal Bangunan dan|
Geaung

5.X.XX Belanja Modal Jalan, jaringan,
dan irigasi

5.X.%XX Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak
Befwujud

5.X.XxX Belanja Tidak Terduga

5.X.XX Belanja Tidak Terduga

5.X.XX Belanja Transfer

5.X.XX Belanja Bagi Hasil

5.xXX Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan....2)| : x.xx.xx

indikator f

Keluaran T

Sub X.XX.XX

Kegiatan...1) |

Indikator '

Keluaran | |

KODE URAI JUML DASAR
REKENING AN AH HUKUM
5.X.XX Belanja

5.X.XX Belanja Operasi

5.X.XX Belanja Pegawai

O.X.XX

Belanja Barang dan Jasa




5.X.XX Belanja Bunga

5.%.XX% Belanja Subsidi

5.X.XX Belanja Hibah

5.X.XX Belanja Bantuan Sosial

5.%.XX Belanja Modal

5.X.XX Belanja Modal Tanah A

5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan
Mefsin

5.X.XX Belanja Modal Bangunan dan
Geéiung

5.X.XX Belanja Modal Jalan, jaringan,
dan irigasi

5.X.XX Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud

5.X.XX Belanja Tidak Terduga

5.X.XX Belanja Tidak Terduga

5.X.XX Belanja Transfer

5.X.XX Belanja Bagi Hasil

5.X.XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub ! X.XX.XX

Kegiatan...2)

Indikator f

Keluaran |

KODE URAI JUMLA | DASAR

REKENING AN H HUKUM

5.X.XX Belanja

5.X.Xx% Belanja Operasi

5.%.Xx% Belanja Pegawai

S5.X.XX Belanja Barang dan Jasa

5.%.%%X Belanja Bunga

5.X.%Xx% Belanja Subsidi

5.X.XX Belanja Hibah

5.X. XX Belanja Bantuan Sosial

D.X.XX Belanja Modal

5.x.xx Belanja Modal Tanah

5.x.xx% Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

3.x.%% Belanja Modal Bangunan dan

Gedung
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Belanja Modal Jalan, jaringan,

XXX
dan irigasi

XXX Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

XXX Belanja Modal Aset Tidak
Beffmjud

XXX Belanja Tidak Terduga

XXX Belanja Tidak Terduga

XXX Belanja Transfer

XXX Belanja Bagi Hasil

XXX

Belanja Bantuan Keuangan

.......
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BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaafn keuangan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan darl penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewfenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat
pada keterfltuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikjan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

Proses peﬁgelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran
yang ditanc'ljai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan
penatausaha:an atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. ‘

Pelaksanaani dan penatausahaan keuangan daerah mencakup
proses- pros<:es sebagaiberikut:
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
Pelaksanafan dan Penatausahaan Kas Transitoris
. Penyiapan DPA-SKPD
Anggaran gKas dan SPD
Pelaksanafan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
Pelaksanaian dan Penatausahaan Belanja Daerah

I R

Pelaksane{an dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal
118 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kerangka pengaturan
dalam pelakfsanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah
sebagai berikut:

1. Semua fPenerimaan Daerah dan  Pengeluaran Daerah
dianggark;an dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan
Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturari perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang/ kel;ayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan
sesuai de:ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yéng menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang be%kaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang
timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran



material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan
pejabat yang bersangkutan.

4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dar1 yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali
ditentukan; lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Penerimaajl perangkat daerah yang merupakan Penerimaan
Daerah tldak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran,
kecuali di:tentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangf— undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluarafm atas Beban APBD apabila anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas
DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

SPD.

7. Bupati daril perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran
atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang
b. menand‘atangani SPD; Pejabat yang diberi

wewenang menandatangani SPM;
c. Pejabat| yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungjawaban; Pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Bendahfara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengelu:aran pembantu; Bendahara Khusus; dan
Pejabatélainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

A

@t oo

9. Keputusar;l Bupati tentang penetapan pejabat
untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya
tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ket;entuan sebagai berikut:

1. Dalam h\:ed Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. tidak dilakukan melalui
Rekening %Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah
dilaksanalgan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan
penerimaan dari PA.

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan% perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening EKas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan
pengeluarén dari PA.

3. Pengesahel;.n dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan



: i

APBD, ankukan melalui penelitian kelengkapan dokumen

laporan $esuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.|

4. proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat
memuat hiformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hél penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD
terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan
maka Bupatl% menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan
tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang—updangan

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuanj Umum

PPKD seléku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan
setiap uaflg/ kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Peraturan Daerah
Kabupater:l Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
KeuanganéDaerah, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD
selaku BIEJD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
pada bank umum yang sehat. Penatausahaan Kas Umum
Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya
khususnyél Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
~ Pembantuz, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan
ketentuan: peraturan perundang—undangan Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:
a. Pembukaan RKUD

b. Pembukaall Rekening
c. Operasional Pembukaan
Rekening SKPD
d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka
e. Pendek Penatausahaan oleh Bendahara
f. Umum Daerah Pelaporan oleh Bendahara
Umum Daerah
2. Ketentuarzl Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal
122 Pera1::uran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentef1ng Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
pelaksaneian penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai
berikut:

a. Pembukaan RKUD

Bupati%dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank

umumﬁ yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum

yang séhat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat
sesuai | ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan



Kas Urrilum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
1) Repuftasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain yangmerugikan nasabah.
2) Pelay;a.nan Bank -
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan ;fnemadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
keceﬁatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi.
Khuéus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat
melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti
pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.
3) Manfgat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan
dan/ ;atau pelayanan masyarakat.
Penunjukan Bank Umum sebagai penampung RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara
PPKD Eselaku BUD dengan pejabat bank umum yang
bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:
1) jenis;%pelayanan yang diterima;
2) mekénisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3) pelirr:xpahan penerimaan dan saldo rekening;
4) peneﬁmaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pemliaayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sankfsi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewaﬁiban menyampaikan laporan; dan
8) tata fcara penyelesaian perselisihan.
Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening
Kas Urfnum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh
Bupati.%
Pemerlhtah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro/ 1mbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang
d1s1mpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga
dan/ atgu jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa
giro/ im:balan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh
Pemerilfltah Daerah merupakan Lain- lain Pendapatan Asli
DaeraH yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan
pelayalflan yang diberikan oleh bank didasarkan pada
ketentﬁan vang berlaku pada bank yang bersangkutan.
Biaya fersebut dibebankan pada belanja daerah.
. Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
peneﬁrhaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung
kelancaiu‘an pelaksanaan = operasional penerimaan dan
pengeh,;laran daerah pada Bank yang sama dengan Bank



penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.

1) BUD ; dapat membuka beberapa rekening operasional
penerfimaan sesuai dengan kebutuhan untuk
mempermudah  mekanisme penerimaan pendapatan
daera:h.

2) BUD gmembuka rekening operasional pengeluaran.

Dalarp hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah
dapat r:nembuka rekening penerimaan daerah pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemilfldahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum EDaerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah
Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh
Bendah;ara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat
penanggung-jawab pada Bank yang terkait.

Selarijutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening
operasicj)nal penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
mene;rima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran
pendfapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Reke:ning operasional penerimaan dioperasikan sebagai
rekel';ling bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurahgnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai
dengfam yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara
Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran

operasibnal adalah sebagai berikut:

1) Rekefning operasional pengeluaran dioperasikan sebagai
rekersling yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pem¢ﬂntah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2) Reke%ning operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung
kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk
pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada
‘bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada
,benc;lahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantu.

. Pembu;kaan Rekening SKPD

Ketentlf,lan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah

sebaga:i berikut:

1) Untlflk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka
reke:ning bank atas nama Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran



Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekafnisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja
daer@h.
a) BUD membuka rekening penerimaan SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.
b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mefmpermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah
Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekenjing Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah
dapai: membuka rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada
Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

2) Rekening  penerimaan SKPD  digunakan  untuk
menémpung penerimaan daerah yang menjadi
kewe:nangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja,
saldd yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut
Wajil:} disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum
Daer:ah oleh bendahara penerimaan. Rekening
pene;rimaan SKPD dibuka atas nama bendahara
penerimaan SKPD.

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD,
sepexé‘ti uang persediaan dan tambahan uang persediaan
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening
peng:eluaran SKPD dibuka atas mnama bendahara
pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPD.

. Penem;éatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalain pengelolaan kas, uang daerah yang belum
digunaljcan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk
investa$i jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan
investafsi yvang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,
ditujuk;an dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah
serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Termasfuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank
Indonefsia (SBI).

Sepertif dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat
Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

1) Depdsito

Dep¢sito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa

ditaxévarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga

merrixiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki
jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak
boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari



deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi
dari gtabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan
penerfnpatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank
yangg ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi
Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam
rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemefrintah Daerah harus dapat

ditari:k sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum
Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

2) Sura1;: Utang Negara
Suraffc Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang
beruf)a surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh mnegara RI sesuai masa
berla.:kunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara
lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup
keku;rangan kas jangka pendek dalam satu tahun
angg;eu‘an.
Surat Utang Negara terdiri atas:
a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Slflrat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai
de:ngan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

3) Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)

bulain dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga

secai‘a diskonto.

Jadi§ SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi

jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat

Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu di bawah

12 pbulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN

mengikuti peraturan perundang- undangan tentang SUN.

4) Sert]jﬁkat Bank Indonesia

Sertlfﬁkat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utar}g berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3
(tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku
bun;ga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan
oleh[mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses§ penempatan kas dalam investasi jangka pendek

dilakukan melalui

langka;h-langkah sebagai berikut:

1) Pemjerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pen@ek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan
Daexj‘ah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2) Sebélum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dang yang digunakan adalah dana yang benar-benar



belurh akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

3) BUD 'menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
Jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup
_]umlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi
besex;ta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdésarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan
jenisf investasi jangka pendek yang dipilih dengan
menérbltkan Surat Keputusan Bupati.

5) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat
Penntah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pem;ndahan dana dari kas umum daerah ke dalam
inves:tasi yang dipilih.

6) Inve$tasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.

Prosesf penatausahaan oleh BendaharaUmum Daerah

memuaitt informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian% 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang
sah,‘ BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi
penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada

Buku Kas Umum. Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuajsa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat penntah membayar yang diterbitkan
olehl PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku
Kas(& Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal
dan kolom nomor bukti.

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Pros:es pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
info:rmasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokfumen yang dilakukan secara elektronik.

2) Benfdahara Umum Daerah membuat laporan atas kas
umum daerah yang berada dalam pengelolaannya.
Ben:dahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut
kepéda Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-
dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-
bukt1 transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan
dasar dalam membuat laporan BUD.

3) Lapioran Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan



4)

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Lapofan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari :kexja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau
dapaf; diserahkan sesuai kebutuhan.

Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum
Daeréh membuat Register SP2D yang telah diterbitkan.
Regisﬁter SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem
aplik:asi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

i

3. Dokumen {Terkait
!
Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara
lain sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum BUD

-, { PEMERINTAH KABUPATEN

B'C;)MBANA BUKU KAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN TAHUN

KAS UMUM DAERAH

Periode.....
No| Tangg | No. Uraia| Penerima| Pengeluar | Sald
al | Bukti |n an an o

Disiapkan
Oleh,
BUD/Kuasa
BUD
Nama



b. Laporan Posisi Kas Harian

: PEMERINTAH KABUPATEN
‘ BQMBANA LAPORAN POSISI KAS
/- HARIAN
TAHUN ANGGARAN......
| 5 E- o R SN
Tanggal .o
Periode & .o
No k No. ﬁukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran
‘ SP2D . STS Lain-lain
Jumlah
Perubahan Posisi
Kas hari ini
| Posisi Kas
Rekapitulasi Posisi (H']j).
Kas di BUD: Saldo Posisi Kas
Bank 1 : (H)
Saldo 1
Bank 2
Dst. : :
Total Saldo Kas :
Disiapkan Oleh,

BUD/Kuasa BUD



C. Rekonsihasi Bank

o KABUPATEN )

7 PEMERINTAH

TAjHUN ANGGARAN......

Periode.......

1
2

Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku
Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank
Selisih

Keterangan Selisih
Penerimaan yang telah dicatat Oleh Buku,
Belum dicatat oleh Bank

Pengelu;ran yang telah dicatat oleh Buku,
Belum dicatat oleh Bank

a.SP2D No.....
b. Bukti|lain yang sah

Penerimfaan yang telah dicatat oleh, Belum
dicatat oleh buku

a. Nota Kredit No....

b. Pendépatan Bunga

C. Pendeftpatan Jasa Giro
d. Bukti: lain yang sah
e.Dst...

Pengelufaran yang telah dicatat oleh Bank,
Belum dicatat oleh Buku

a. Nota :Kredit No....
b. Biaya Administrasi BANK
C. Bukti: lain yang sah

J KABUPATEN
i\ BOMBANA REKONSILIAST BANK

............

------------

Bendahara Umum Daerah

Nama....
NIP....



A

c. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

|
a. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa{ ketentuan umum terkait penatausahaan kas
transrcons adalah sebagai berikut:

a. J en1s—_] enis kas transitoris, antara lain:

i. PaJak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan
plhak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23 dan/atau PPN;

ii. Potohgan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima
Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala
Desa/ Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan
peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan
kesehatan, juran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematlan

iii. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan
olehr pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan
dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoh
uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan
pekerjaan uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan
bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada | kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengalnbatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka
uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan,
dalam hal ini pemerintah daerah.

iv. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris d11akukan sebagai bagian dari
transaks1 belanja daerah dan/atau pendapatan daerah
sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang
tidak t:erpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

c. Peneri:maan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada
akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas
transit::oris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun
perhitl:lngan pihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak
mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam
laporap realisasi anggaran namun informasinya disajikan
dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
bagiani aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d. Peneriimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah,
tidak Eboleh digunakan untuk operasional belanja karena



dalam ﬁangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak

ketiga.

e. Terkaiti kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewapbannya
sesuau kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi
dan mengakul uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah
berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan
p1hak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak digunakan untuk mendanai pekerjaan yang
men_]adl kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai
target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

f. Pela.ksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan
pengeh:xaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD,
Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pemba;ntu

g. Proses' penatausahaan kas transitoris memuat informasi,
aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
d11aku1§an secara elektronik.
b.Keten:tuan Pelaksanaan

a. Pengelti)laan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

i. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pem;bantu /Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
pera?:uran perundang-undangan, wajib memungut pajak
atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

ii. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu /Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang- undangan wajib
menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya
ke r%ekening Kas Negara.

1ii. Atas: pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
Benclla.hara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang- undangan
melaflkukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas§ Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran
kas§ transitoris atas potongan pajak dan potongan-
potdngm lainnya dari belanja yang menggunakan
mek;anisme LS dilakukan langsung oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak
ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga
melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke
rekening tujuan yang telah ditentukan.

3) Jaminan



I
; |

Baglan 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketigayaitu

penyediabarang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uéng jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang /jasa setelah menyelesaikan seluruh
kewa_ubannya kepada pemerintah daerah.

¢) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat
Perintah BUD yangberisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan
bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan
' kewajibannya

Bagi:an 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kéwajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak
dlkembahkan kepada pihak ketiga.

2) Pemermtah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga
dengan menggunakan uang jaminan yang
diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub
kiegiatan SKPD yang bersangkutan.

3) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan
térsebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak
k:etiga.

d. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-
SKPD)

a.Ketentuan Umum

Dokumer:1 Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang mémuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan
rencana gpembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek
disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar
pelaksanéan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronﬂ:{.

b.Ketentuan Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 dan Pasal 126
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tent;ang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan DPA-
SKPD d1atur sebagai berikut:

Bagian 1 Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD,% PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada



Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan
DPA—SKPD Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala
SKPD pahng lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD ditetapkan.

b. Surat pembentahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat
hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD
dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

i. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
dlgunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
ii. Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima
leh SKPD dalamtahun anggaran yang direncanakan;
iii. Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,
sub kegiatan,dan anggaran belanja yang disediakan;
iv. Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

V. Rencana penarikan dana setiap SKPD;

vi. Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada
PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak
diﬁerbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi
oleh TAPD;

vii. Bétas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2; Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan

surat pelinberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-

SKPDyarig telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam)

hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD

a. mencakup : Rancangan
Ringkasan DPA-SKPD
Formuélir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-
SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah
pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi
dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja
menull'ut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam
DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan
pengel;uaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Form1illir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci
- menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek pendapatan.
c. Rancejngan DPA-Belanja SKPD

Fornn%llir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja
SKPD§ dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang
memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis
belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD|yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.



d.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formu:lir yvang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian
Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan,
yang rfnernuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis,
objek, frincian objek dan sub rincian objek dari setiap
prograi'n, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiéyam dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggar;an yang direncanakan, yang memuat jumlah
penerirfnaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek ﬁenerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3 Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi
DPA—SKPD

a.

Setelalll menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD

menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk

dilakukan verifikasi.

TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling

lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-

SKPD. Verifikasi rancangan DPA- SKPD dengan

menggiunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan
berp:edoman padaperaturan perundang-undangan;

2) anal{isis standar belanja;

3) Ren¢ana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) stan:dar teknis sesuai dengan ketentuanperaturan
perundang-undangan; dan/atau

5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana

otonorr:ﬁ khusus. Berdasarkan hasilverifikasi TAPD atas

rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan

dan menyampalkan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4[ Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD mei;lakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-
SKPD yalz'lgtelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

C. Dokﬁmen Terkait

INustrasi %:lokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:



3.1 Format Persetu_]uan Rekap1tu1as1 DPA-SKPD

KABUPATEN BOMBANA PERSETUJUAN
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

Berdasarkan hasﬂ verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas
seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah:

a. Nama : ................l.

b. NIP : ...icceiiiennen.

c. J abatan D eeeececcitaiiaanas
menyetujui untuk dllakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten
Bombana sel:)agai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun

‘Kode Nama Formulir
 DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD
DPA—PENDAPAT;[‘AN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan
SKPD
' DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan
: Daerah SKPD

Demikian disarnépaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

e tanggal,,
Disetujui %)leh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah . PPKD
Nama..... Nama.....



3.2

Format DiPA—
SKPD |

A xnpupaen

KABUPATEN BOMBANA DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN

KERJA PERANGKAT

DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN
ANGGARAN.........

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN D o SN
ORGANISASI : KKK KK veeceeesvecnnnanns

Pengguna Anggaran :
a. Nama .................
b. NIP & erieeeeieeanann..

c. Jabatan D oeeeen

Kode

Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN
SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan
SKPD

DPA-BELANJA SKPD

Rincian Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN
SKPD |

Rincian Anggaran Pembiayaan
Daerah SKPD

.................. tanggal, ,
Disahkan Oleh, Pengguna
Anggaran PPKD
Nama..... Nama.....
NIP...... NIP......



33 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman

DOKUMEN  PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Bombana
Tahun

Organisasi :

-------------------

Formul
ir
DPA/S
KPD

Ringkaglsan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan,
. Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah
Kode Jumlah (Rp)
Rekening Uraian
1 2 3
Pendapatan
Belfanja
Surﬁlus / (Defisit)
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
' Rencana Realisasi Rencana
Penerimaan | Per Penarikan Dana = |......... ,Tanggal...
Bulan *) Per bulan *) | ... Pengguna
Januari RpDeenn... Januari Rp......... Anggaran
- Februari Rp ......... Februari Rp.........
: - """ Nama
Maret Rp......... Maret Rp......... NIP: ..o,
~ April Rp......... April Rp.........
R I IO Mengesahk
Mei RD.ueen ... Mei RpD-eeuenn.. an, PPKD
Juni Rp ......... Juni Rp.........
} 3 — — Nama
Juli Rp......... Juli Rp......... NIP: oonno....
Agustus Ri:) ......... Agustus Rp.........




September | Rp......... September | Rp.........
Oktober RP--.ee.... Oktober Rp.ceuen...
November R}S ......... November Rp.........
|

Desember | Rp......... Desember | Rp.........
Jumlah RDeuennnn. Jumlah | Rp.........
Tim Anggaran Remermtah Daerah:

No. | Nama NIP Jabatan| Tanda

Tangan

1
2
Dst

*) Sesuai Deingan Periodisasi SPD



W WY W

3.4 Format DPA-Belanja SKPD

Halaman.........:

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN SATUAN KERJA .

‘PERANGKAT DAERAH Formulir

' Kabupaten Bombana DPA-
Tahun BELANJA
Anggaran...... ‘SKPD

Organisasi : X KK KKK ceenerencacssones

Rekapitulasi | ‘Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Progra ni,

Kegiatan Dan: Sub

Jumlah
Kode
Tahun
. Tahu
Uraian |Lokasirg B.ela Bel?. Bel. Belanja e
g bo§ ﬁ i hu ja nja) any Juml
7 g b ® ; - Oper a o
Ego@g; 1 asi Tid
D (A& |l ak
1123|45|6 7 8|9 10 11 | 12 13 14
‘Urusan ...
Bidang
‘Urusan
?Program
iKegiatan
‘Sub
Kegiatan
%Dst
gKegiatan
‘Sub
, Kegiatan
stt
%Belanja
' Penunja
ng




Y W Y W

Dst ...

Urusan ...

Bidang

Urusan

Program ...

Kegiatan

Sub
;Kegiatan

iDst

: Kegiatan

| %Dst

' Belanja
‘Penunja
ng

. Urusan

Dst ...

. Urusan ...

'Bidang

Program ..

Kegiatan

- Sub
Kegiatan

Dst ...

Kegiatan

. Dst ...

' Belanja

| Penunja

ng




Urusan

Dst ...

Dst ...

Dst .

Jumlah

Rencana Penarikan Dana
Per e ,Tanggal
Bulan® . ...
Januari | Rp............ Pengguna
Februari Rp..cocaeat Anggaran
Maret Rp...........
April Rp.eeieann.... Nama
Mei | Rp.aien.... NIP: ..........
Juni Rp..ccoaaanie
Juli = | Rpeeeeee..... Mengesahkan,
Agustué Rp..coaaa..... PPKD
September Rp............
Oktober | Rp............
November Rpecaeaaa... .. Nama.
Desemb}ler Rp.ceean...... Nip: oo
Jumlah Rp............

*) Sesuai dengen periodisasi SPD




3.5 Format DPA—Rincian Belanja SKPD

: Halaman.............

- DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir

- PERANGKAT DAERAH DPA-

B - Kabupaten RINCIAN
Bombana Tahun BELANJA
Anggaran... SKPD

- Nomor DPA ...t

Urusan Pemerintahan : X ...

Bidang Urusan : X.XX ..ooovveeieeeennnnnns

| Program : X.XX ..coiiviiiiiiinnninnn, ‘

- Kegiatan : X. XX c.viiiiiiiiiiannnann.

Organisasi : X. XX .cccoviiiiiiniannnn..
Unit : XXX celeeeneiieennennnnn.

- Alokasi Tahun -1 : Rp. (Terbilang)

Alokasi Tahun : Rp. (Terbilang)

~ Alokasi Tahun *1 : Rp. (Terbilang)

Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator | Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

" Masukan

" Hasil

|

Keluaran

- Kelompok Sasaran Kegiatan:

. Sub Kegiatr%ln
X.Xx.Xx Sumber
- Pendanaan :

...........

Lokasi : (Kabui)aten Sampai Desa/Kelurahan)

- Keluaran Sub;Kegiatan : (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan

Dengan/Sub | Kegiatan) Waktu Pelaksanaan : Mulai......
Sampai........ ; ’
- Keterangan : |
Kode [ Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Urlauan Koefisien/
: Volume Satuan | Harga | PPN | (Rp)

- Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatén

' X.Xx.Xx  Sumber

Pendanaan

Lokasi : (Kabui:)aten Sampai Desa/Kelurahan)

H

t



Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, Dengan Satuan Disamakan

Dengan/Sub gKegiatan) Waktu  Pelaksanaan Mulai......
Sampai........ ‘
Keterangan :
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Ura}ian Koefisien/
’ Volume Satuan | Harga | PPN | (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
"Rencana Penarikan Dana Per
: Bulan®) - —_—— ,Tanggal.........
Januari { Rp.cceveiiniiininnnnn..... :
- : Pengguna Anggaran
" Februari | Rp.eeeveivniviennnnn....
' Maret | 53'o S
April | 54 o T Nama
- Mei | 4 o TN Nip: ..........
Juni | 54 o T
Juli | 53+ TOU Mengesahkan,
CAgustus | Rpeaeeeviiviiineeann.... PPKD |
September] Rp.....covvvvviiinnnnn....
- Oktob e e e eaeeannn
oOcT Rp Nama
November | Rp...c.covviiieennnnn.... Niv-
Desember| Rp..cooeveveeeeenvnnnnnn.. Poeereesaee
Jumlah | Rp........coooieeen......
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah;
No. Na{ma Nip Jabatan Tanda
- | Tangan
2
Dst

~ *) Sesuai Dengan Periodisasi SPD




3.6 Format DPA—Pembiayaan SKPD

Halaman............
DOK‘UMEN PELAKSANAAN
AN GQARAN SATUAN KERJA Formulir
PERANGKAT DAERAH DPA-
Kabupaten PEMBIAYAAN
. Bombana Tahun SKPD
Anggaran...... t

Rincian Dfokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan
Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Keﬁa Perangkat Daerah

Organisasi : X.XX. XXX .cceeereneeneernerneceioenns
Kode Jumlah (Rp)
Rekening| | Uraian
Jufmlah Penerimaan
Pembiayaan
fJumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Jumlah
Rencana Reaflisasi Pendapatan|] —  ......... ,2tanggal.........
per Bulan*) Pengguna Anggaran
Januari | Rp.eeeceeaenennn.....
Februari Rp .....................
Maret Rp ..................... Nama
e NIP: ..........
April Rpeeeeieaaiiiiii..
e v Mengesah
Mei Rp ..................... kan, PPKD
Juni Rp .....................




I i A iaas . 000000

A AR,

Juli | 53 o T Nama
ceene NIP: ..........
[ Agustus R}:) .....................
| September Rp .....................
Oktober | RP..ccccouuummeaarannn.
November Rp .....................
Desember Rp .....................
Jumlah | RP.eeeeeneeeennenn.
Tim Angga}an Pemerintah Daerah:
N | Nam Nip | Jabat Tanda
o. a an Tangan
1
2
Dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD




e. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

a. Ketenfuan Umum

Anggaran| Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penenmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersed1aan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

APBD dalam setiap periode.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Peraturan Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangaq Daerah menegaskan bahwa penyusunan anggaran
kas dilakukan sebagai berikut:

a.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah
DaeraH untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai
pengelﬁaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi
penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap
bulanﬂya yang datanya bersumber dari kompilasi dan
sinkroﬁisasi anggaran kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas
pemeri;ntah daerah, dihitung berdasarkan rencana
penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana
penerirfnaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan
waktu  estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD
dan anggaran kas SKPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam
dokumien anggaran kas masuk yang memuat jumlah
anggarjan pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama
satu tejthun dan rencana penerimaan setiap bulan.
Penyus;,unan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per
sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas
SKPD §erta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan
serta r:encana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

. Hasil Iiaerhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek

belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran
belanjé dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan
rencan;a pengeluaran setiap bulan.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan
sebaga;i dasar penyusunan SPD.

Penyu$unan anggaran kas memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara;ﬁ= elektronik.



b. Ketentuani Pelaksanaan

a.

b.

Kepala ;SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan
DPA-SKPD danjadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala% SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada
Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD
disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD
paling iama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari
SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD
denganémenggunakan instrumen verifikasi antara lain:

i sinkfronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

ii. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan danadalam DPA-SKPD.

KuasaBUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah

diverﬂikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah

daerahf

Kuasa éBUD menyampaikan rancangan anggaran kas

pemerintah daerahkepada PPKD selaku BUD.

PPKD iselaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling

lambat|1l (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas

pemerintah daerah diterima.

c. Dokumen Terkait

INlustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:

3.1 Format Anégaran Kas Pemerintah Daerah

KABUPATEN BOMBANA ANGGARAN KAS

Angga Triwulan I Triwulan I Triwulan 1 Triwulan 1
ode : ran (Rp) (Rp) (Rp) (R
Reke Uraian | Tahu )
ning n Ini Jan| F | Ma | Ap | Me | Jun(J Ag | Se | Ok | No
(Rp) el r r i ul | s P t v ?e
: b
Saldo Awal Kas !
Pendapatan Asli
Daerah i
- Retribusi Daerah
- Dst........ |
Pendapatan
Transfer
- Transfer
Pemerintah Pusat
- Dst....
Penerimaan

Pembiayaan




Penggunaan Silpa
Dst....... f'

fumlah Pendapatan Dan
Penerimaan Pembiayaan

jumlah Alokasi Kas Yang
Tersedia Untuk :
Pengeluaran

Alokasi  Belanja Dan
Pengeluaran Pembiayaan

- Belanja
Operasi

- Belanja
Pegawai

- Belanja
Barang Dan
Jasa |

Belanja |
Tidak
Terduga |

Belanja |
Transfer

Pengeluaran

Pembiayaan
Pembayar
an Cicilan
Pokok
Utang

Jumlah  Alokasi

Belanja Dan
Pengeluaran
Pembiayaan Per
Bulan
Jumlah  Alokasi
Belanja Dan
Pengeluaran |
Triwulan

Sisa Kas
(Jumlah Alokasi
Kas Yang

Tersedia  Untuk
Pengeluaran




Setelah Dikurangi
Belanja Dan
Pengeluaran
Pembiayaan  Per
Triwulan) |

Disiapkan oleh
BUD/KUASA
BUD




3.2Format Anggaran Kas SKPD
|

KABUPATEN BOMBANA
ANGGARAN KAS

...............

TAHUN ANGGARAN

Triwulan -Triwulan Triwulan Triwulan
Ang

I I I I
kod gar
e Uraia | an Rp Rp Rp Rp

Q\

Reke - n Tah M J
nimg un |Ja | Fe Apr| Me| u| uj Ag| Se| Ok| No | De
| Ini n b i n

(Rp) | 1

Rekapan
Rencana
Pendapatan

Dan/ Atau
Penerimaan
Pembiayaan

Jumlah
Rencana
Pendapatan
Dan/Atau
Penerimaan
Pembiayaan
Per Bulan

~Jumlah
Rencana
Pendapatan
Dan/Atau
Penerimaan
Pembiayaan
Per Triwulan

Rekapan
Rencana
Belanja
Dan/Atau
Pengeluaran
Pembiayaan
Per DPA-
SKPD

- No. Sub
. DPA| Kegiat
' an
SKP




Jumlah
Rencana
Belanja
Dan/Atau
Pengeluar
an
Pembiayaan
Per Bulan

Jumlah
Rencana
Belanja
dan/Atau
Pengeluar
an
Pembiaya
an Per
Triwulan

Disiapkan oleh,
Kepala SKPD

...........




f. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

a. Ketentuan?Umum _

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan

Pembayarajn (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 Peraturan Daerah

Kabupateri Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan

Keuangan fDaerah menegaskan bahwa dalam rangka manajemen,

PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. Anggaraftn Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum
Daerahf dan

c. Penjadvffalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan

kepada PP;’KD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. SPD sjebagai dasar permintaan pembayaran sesuai
kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk gpembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat
bencanfa, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD
selaku [BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen
yang (:iipersamakan yang bersumber dari anggaran yang
ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi
SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapélt kondisisebagai berikut:

i Ketefrsediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
pen:erimaan dalam anggaran kas; atau

ii. Pertibahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat
keadaan darurattermasuk keperluan mendesak.

iii. Per@bahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran

d. berikutnya. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat
informfasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuab Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD  berdasarkan
anggaran kaspemerintah daerah. '

b. Kuasa;f BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD
selaku' BUD untukdisahkan.

¢. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepa.la; SKPD.

c. Dokumeﬁ Terkait
ITustrasi jdokumen SPD sebagai berikut:



3.1Format SPD

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA

UMUM DAERAH NOMOR..ooiiiiiiiiiiiiiiiiieeaanaenas .
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN
BELANJ A DAERAHTAHUN ANGGARAN...........

PPKD SELAKU BUD

Mﬁlenimbang Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub
Keglatan tahun anggaran ....... berdasarkan DPA
SKPD /Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kas yang
telah ditetapkan, perlu Pendanaan dengan menerbitkan
I Surat Penyediaan Dana (SPD)
Mengingat : 1. Peraturan Daerah .............. tentang Penetapan
APBD/PAPBD Kabupaten Bombana Tahun
Anggaran |
2. | Peraturan Bupat1 Nomor........ Tahun......... tentang
| PenJabaran APBD Kabupaten .......ccccevvvvvvennnnnn... ;
 Bombana Tahun ANggaran ...........ccceeeveeevneennnsn. ;
3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Kabupaten
' Bombana

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan ' Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

Tanggal...... Bulan ................. Tahun..............

tentang: Anggara:n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran ............ Menetapkan/menyediakan kredit

anggaran sebagai berikut:

1 Dasar Penyed1aan Dana

PA- SKPD/Perubahan D) 2] 2 o B R
- Ditunjukkan kepada OS] A 1 T
Kepala SKPD .. iiiiiiiiiiiiiiiieeraeeaanaaeioetecasecaecasaanns
Jumlah Penye;dlaan Dana : Rp......... e eeeeeceenteeceeeratertatertearaaaean
| Terbilang ........... et eeememaseeeesemesesssanseeseaseene emee st asennsasass er s smseasessessesrenerasraten )
Untuk Kebutuhan o
Bulan.................. S

Ikhtisar Penyedla Dana:
- a.Jumlah dana DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD

- Terbilang .......... ............................................... )
b. Akumulasi SPD Sebelumnya : RpP .o iiiiiiieaaaa .
Terbilang .......... PPN eeeereereeneensenetnsatansntassannen )



c. Sisa Dana yfang belum di SPD-kan : Rp..cieieaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnaaa.

2 o - ¥ = PP )
d. Jumlah Daha vyang di SPD-kan saatini : Rp.......c..cooviiiiia..
Terbilang......; .......................................................................................... )

e. Sisa jurrjxlah Dana DPA- : RPeeieiiiiiiiiiaiieiieinenannnns
SKPD/Perubahan DPA- SKPD (Terbilang.........ccccooeeveeeenenn. )
yang belum di SPD-kan

- Ketentuan-ketentuan lain Ditetapkan di.......

Pada Tanggal........
PPKD selaku BUD

Tembusan (iisampajkan kepada
1. Inspektur




3.2 Lampiran Slflrat Penyediaan Dana

Nomor SPD
Tanggal

SKPD

Periode |
Tahun Anggara{xzn

Nomor dan |

.......................................

.......................................

.......................................

---------------------------------------

---------------------------------------

.......................................

, Program, Kegiatan
No| dan Sub |
Kegiatan
Kode

Nama

Akumula
siSPD

Jumlah
SPD
Periode
ini

Sisa
Anggar

Jumlah Penyefdiaan dana Rp...........

(terbilang............. eevereerranneannnns )

Ditetapkan di...
Pada Tanggal...
PPKD SELAKU BUD




g PENERIMA}\N DAN PENYETORAN PENDAPATAN
a.Ketentﬁan Umum

,Pendapatah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai pénambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas
pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan
penatausahaan pendapatan daerah. Pelaksanaan dan
penatausahaan pendapatan daerah  dimaksud  meliputi
penyetorafl pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-
buku benfdahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara
penerimaa;n /bendahara penerimaan pembantu.

- Semua tabapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat
informasi,faliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan
secara elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 113,
Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 132 Peraturan Daerah
Kabupaterﬁ Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuanganf Daerah, bahwa penatausahaan pendapatan pada
tahappenétapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran
pendapatan, adalah sebagai berikut: ‘

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peratulf*an perundang-undangan tidak dilakukan melalui
RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan
Penerimaan Daerah tersebut.

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
peneﬁ;haan.nya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat
dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah
sulit ;fdijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lalnnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari
yang d1atur dalam Peraturan Bupati.

d. Set1ap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi
dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/ atau non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan
menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap
sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen
lain yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek,
atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

1. leb1h dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi
geograﬂs daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportas1 dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan,
serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan
Bupat1 dan/atau

ii. atasnama pribadi.



Terkait hail tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut
akun, kelompok jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan
prosedur pemungutan/ pembayaran pendapatan daerah,
dapat d1bedakan
1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;

dan /atau
2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa
b. ada penetapan) Berdasarkan sifat dan

pro sedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pene{tausahaan pendapatan yang dipungut setelah
penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur
dalam peraturan perundang- undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar send1r1 oleh wajib

paJak (tanpa ada  penetapan) didasarkan pada
dokumen /bukti penerimaan sesuai dengan  jenis
pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumen /bukti meliputi:
a) Sprat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Sfarat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

) Siurat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) S;urat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Sg’urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) S;urat ‘Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tgmbahan (SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Sjurat Perjanjian;

)] onumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
k;etentuan peraturan perundangan-undangan;

m) I-:Iasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Eukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

’dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan
-dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:



b)

Perilyetoran penerimaan pendapatan secara tunai
dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS)
atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh
Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam
Register STS.

Perflyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
diﬁuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronlk lainnya.

5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Pener;maan /Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap
sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota
kredi‘:c/ media elektronik lainnya.

c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerim:aan/ Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan
dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi
SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Péndapatan Bendahara Penerimaan

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan| Bendahara Penerimaan
Kekayaan Daerah yang SKPD yang
Dipisahkan melaksanakan fungsi

Lain-lain Pendapatan | BUD, kecuali:

Asli Daerahyang Sah 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi
Transfer Pemerintah| tetap dikelola oleh = Bendahara
Pusat ’ Penerimaan di SKPD terkait
Transfer Pemerintahl 2 Pendapatan BLUD dikelola oleh
Daerah BLUD terkait

Hibah | 3. Pendapatan Hibah Dana BOS,

Dana ljarurat

Dana kapitasi dan pendapatan

Lain-la.jh Pendapatan Bepdahara Khusus.
Sesuai |
dengan Ketentuan

lainnya yang  dikelola oleh

Perundang- undangan

) Ketentuarjl Pelaksanaan

a. Tahap : ] Penetapan dan Penagihan Bagian 1 - Penetapan
Pendapatan

i.

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati
a‘gau pejabat yang diberin kewenangan menerbitkan
d()kumen penetapan pendapatan daerah.

ii. Pénetapan pendapatan dapat berupa:



. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB);

5. ,Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

iii. Sli_rat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
adélah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

iv. Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan
kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
peinbantu sebagai dasar penagihan.

V. Penaglhan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh
petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

.-POOI\))—-

vi. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas
penenmaan pendapatan berdasarkan dokumen
penetapan

Baglan 2 - Penagihan

Penag1ha_n atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat -elektronik, notifikasi sistem secara digital
dan/ ata;u media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah
penagihan piutang sebagai berikut:

1)

2)

3)

4

5)

Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan
penda?patan dan surat tagihan melakukan penagihan ke
pihak ketiga.

Penaéihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan

jadwai yang tercantum dalam dokumen penetapan

pendé}xpatan.

Pihaké ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-

pihakE yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada

Pemermtah Daerah.

Proseg penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pell?tdapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yang ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petiugas pemungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan PPK- SKPD.

Prose$ penagihan melalui surat elektronik dilakukan



6)

dengén cara: _

a) Pej!cugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Peiugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD
dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat
eléktronik penagihan pendapatan.

Prosés penagihan melalui sistem digital dilakukan secara

otomfatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan

noﬁfikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak
ketigé yang memiliki kewajiban untuk membayar
pendfapatan daerah.

b. Tahapl?enerimaan Pendapatan ‘

1Y)

2)

3)

4)

Peneﬁmaan pendapatan melalui Bendahara
Penei‘imaan /Bendahara Penerimaan Pembantu secara
tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Bérdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau
suirat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya
képada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pémbantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pémbantu melakukan validasi dengan  meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mfenerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan
kepada pihak ketiga.

Penej,rimaan -pendapatan melalui rekening Bendahara

Pene:rimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) B:endahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
aﬁas penerimaan pendapatan.

b) Bfendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut: |
(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian
 antara jumlahuang yang diterima dengan jumlah yang
- telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

Pen?ﬂmaan daerah melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tuna.l dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

merhberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga

yang telah melakukan pembayaran.



5)

6)

7)

8)

9

Penefimaan pendapatan ke RKUD secara non  tunai,

dllakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
dar1 RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Beindahara\ Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pe:mbantu melakukan validasi sebagai berikut:

Menéermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalafn hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara

Penerlmaan wajib° meminta bukti transaksi atas

penenmaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;

Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara

jumléh uang yang diterima dengan jumlah yang telah

ditetapkan.

Penérimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penejrimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara mnon tunai dapat
dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga
dan /atau melalui kanal pembayaran secara Online
yajmg disediakan oleh penyedia jasa pembayaran
(PJ P) dari lembaga keuangan bank dan non bank.

b) Pembayaran secara Online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mfobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping,
Eiectronic Data Capture (EDC), Cash Management
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

¢) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
B}endahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik
dengan Bank.

¢. Tahap ‘Penyetoran Pendapatan

1

2)

Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
mer;‘yetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis
daei‘ah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi,

dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
ob_]ektlf lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Benfdahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Ben;dahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
Wa_]lb memindahbukukan penerimaan pendapatan
dlmaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1
(satp) hari.



C. Dokur!ﬁen Terkait

Ilustras:i dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan
antara lain sebagai berikut:

31 STS

N PEM];“,RINTAH KABUPATEN BOMBANA SKPD....
5 SURAT TANDA SETORAN (STS)

No. STS e

Tanggal P

Bank D eeeetetereeeceisereeraanaaa.

No. Rekening D eeeeecemmrecreccccaceeas -

Penerimaan Tarélggal D e eeeiececcecccecccacasannaeen
Harap Ditei-rirna Uang Sebesar Rp...ccccoovvvvvieaaaa.. (terbilang )
dengan ‘

rincian sebagai berikut :

No I:{ode Rekening Uraian Jumlah
1 Jumlah
No - Kode Rekening Uraian Jumlah
Menge;tahui Disiapkan Oleh,
Pengguna Anggaran/ "Bendahara
Kuasa Pengguna Penerimaan/
Anggaxi‘an Bendahara penerimaan
‘ Pembantu
Na;ma Nama
Nip , Nip




oy

REGISTER STS

32 Register STS
’ ﬂAB«fﬁAitw *x.,_y: ‘

{  PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA SKPD....
g '~ TAHUN ANGGARAN

Periode

Mengetahui Disiapkan Oleh,
Pengé;una Bendahara
Anggzin‘an / - Penerimaan/

Kuasa | Pengguna Bendahara penerimaan

Anggarén ' Pembantu

Nama Nama

Nip Nip

h.

PEMBUKIEJAN BENDAHARA PENERIMAAN

a. Ketentlilan Umum
Dalam épenatausahaan pendapatan  daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus

melakukafn pengendalian atas penerimaan dan penyetoran

pendapatfan daerah yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1) Peraturan

Pemerintgih 12 tahun 2019, menyatakan bahwa Bendahara

Penerima;atn pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan

terhadap §seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan

yang menj’adi tanggung jawabnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pengeﬁdalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan
daerah: menggunakan buku-buku sebagai berikut:



i. Lapéran Penerimaan dan Penyetoran
ii. Register STS
1ii. Bukiu Kas Umum
iv. Bulép Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku
bank |
. Dalam melakukan  pembukuan tersebut, bendahara
penerim;aan menggunakan dokumen-dokumen  tertentu
sebagai%dasar pencatatan, antara lain:
1) Tanda Bukti Penerimaan
2) Surati Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan
. dokumén di atas Prosedur pembukuan dapat dikembangkan
dalam 3 (tiga) prosedur, antaralain:

1) Pembiukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

2) Pembiukuan atas pendapatan yang diterima melalui
rekening bendaharapenerimaan |

3) Pembiukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas

. Umum Daerah Pembukuanyang dilakukan oleh Bendahara
Pener:imaan /Bendahara Penerimaan Pembantu memuat

mfoma$i, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b.Ketentpan Pelaksanaan

. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

i. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menéatat penerimaan pendapatan secara tunai
berdésarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas
Umuin (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode
reketiﬁng pendapatan.

ii. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menéatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD
pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

iii. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menéatat baik secara elektronik maupun manual pada
buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

. Pembuk:uan atas Penerimaan di Rekening Bendahara

secara Non Tunai

1) Bendéhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai§ berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
noﬁfikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada
Bukué Kas Umum (BKU)di sisi penerimaan sesuai dengan
kode rekening pendapatan.

2) Bendajthara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
men‘ca:.tat penyetoran pendapatan secara non tunai



(pemmdahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU)
di sisi pengeluaran

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada
buku, register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti
penenmaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya)
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penenmaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode
reken;ing pendapatan.

2) Bendéhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada
buku reg1ster STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan
antara lain sebagaiberikut:

3.1 Buku Kias Umum

* PEMERINTAH 'KABUPATEN
BOMBANA SKPD....
TAHUN ANGGARAN

BUKU KAS UMUM

Periode.........

Saldo kas d1 Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu ‘ e

(terbilang.......... et )
Terdiri dari :



a. Tunai : Rp...ceceeiiiini...

b. Bank : RDeeeieeaeaeanannn.
Mengetahui Disiapkan Oleh, Bendahara
Pengguna Penerimaan/
Anggaran/ Bendahara penerimaan
Kuasa  Pengguna Pembantu
Anggaran
Nama Nama



3.2 Buku Pef:mbantu Kas Tunai

P%EMERINTAH KABUPATEN BOMBANASKPD....
TAHUN ANGGARAN

|

Meﬁgetahui Disiapkan Oleh,

Perfggun a Bendahara
Anggaran/ Penerimaan/
Kuasél Pengguna Bendahara penerimaan
Anggaran Pembantu
Nam';l Nama



33 Buku
Pembantu Bank

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA SKPD....
TAHUN ANGGARAN

EUKU PEMBANTU BANK

Feriode.........

Mengetahui Disiapkan Oleh,

Pengguna Bendahara
Anggaran/ Penerimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara penerimaan
Anggaran Pembantu
Nama Nama



. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
a. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimae:m / Bendahara Penerimaan Pembantu harus

menyamp{f:u'kan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara

Peneﬁmaén SKPD bertanggung jawab secara administratif

kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunfan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Bendahar.ja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkfan ketentuan dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturanf Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan

pertanggu;ngj awaban Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendalflara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK
SKPD ﬁaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanégungiawaban penerimaan kepada PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa Eketentuan sebagai berikut:

a. Béndal%lara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib
menyalg'npaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib
mempe}rtanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi
tanggujng jawabnya secara administratif kepada Pengguna
Anggaxfan melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya.

¢. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Peneririnaan merupakan penggabungan dengan LPJ

Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi
tentanig rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas
yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
i. BKU ‘
ii. Lapjoran Penerimaan dan Penyetoran
iii. Register STS
iv. Bulfd:i penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
V. Per’éanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertan:ggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil

konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Peneri:maan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah

mendafxpat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10

bulan Eberikutnya.
e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-



SKPD $ebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan
penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1)

2)

3)

Menieliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yangterdokumentasikan dalam buku atau
lapOIE'an terkait

Menéeliti transaksi penyetoran - beserta tanda bukti
penjetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait |

Melajkukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhéldap proses penerimaan pendapatan dan
penyetorannya.

f. Berdasfarka_n hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD
menyaj:npaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerir:naan kepada Pengguna Anggaran.

b. _Ketentuaxgl Pelaksanaan

a. Tahap§ Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu

i.

ii.

iii.

iv.

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu
melékukan penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penérimaan dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register
STS dan bukti- bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU,
Lapcf:ran Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap
kepéda Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat
tan{ggal 5 bulan berikutnya.

Bagian 2 — Bendahara Penerimaan

)

2)

3)

49

5)

6)

Seti:ap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan
pen;utupan BKU.
Ben;dahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan
dan Penyetoran.

Ben:’dahara Penerimaan menyiapkan register STS dan
bukﬁ—bukﬁ penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan
Benjdahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban
yaﬂg dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Berjdahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
anélisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disémpaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
Beridahara Penerimaan menggunakan data
peri:anggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
yan:g telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban  Bendahara Penerimaan yang
merupakan gabungan dengan Laporan
Peﬁanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif



1) Benc?lahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pert?nggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) szlporan Penerimaan dan Penyetoran

¢ Register STS

d) B;ukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
e) Pfertanggunawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

2) PPKE—SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara
Penérimaan denganlangkah-langkah sebagai berikut:

a) ‘Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
: pgneﬁmaannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

b) Meneh’ti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
pfenyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

¢ Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
te:rhadap proses penerimaan pendapatan dan
pjenyetorannya . '

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian
dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta
perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai
dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD
akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan
mer}yampaikan LPJd Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

5) Pen;gguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap
LPJ; Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

C. Tahapj Penyampaian LPJ Fungsional

1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi
perjsetujuan (approval), menyampaikan Laporan
Pert;tanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
PPKD selaku BUD

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsiliasi penerimaan.

C. Dokume#l Terkait

Ilustrasij dokumen Ilaporan pertanggungjawaban bendahara
penerimafan antara lain sebagai berikut:



31 LPJ Be_xilda.hara Penerimaan

LAPOIiQAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD :
Periode :
A. Penenmaan Rp.oeeanneee.
1. Tuna,l Melalui Bendahara Penerimaan Rp............
2. Tupal Melalui Bendahara Rp..cc........

Penerimaan Pembantu
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp............
4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp.caaaaaano.

B. Jumlaﬁ penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)

Rp.....occooes
C. Jurnlah Penyetoran _ Rp.ceaaanan...
D. Saldo Kas di bendahara Rp.caaaaan...
1. Belfldahara Penerimaan . Rp.ccaeaaiaas
2. Berildahara Penerimaan PembantuRp............
3. Dst RDueeeneannnnn
Mengetafthui Disiapkan Oleh,
Pengguria Bendahara
Anggaran/ Penerimaan/
Kuasa Pengguna Bendahara penerimaan
Anggaran | Pembantu



3.2 Laporaril Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA SKPD....
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode.........
, PENDAPATAN PENERIMAAN PENYETORAN
No| Kode Nama Tang
| Rekening| Rekening Tanggal | No.Bu | Juml gal | No.Bu| Jum!
' | ki ah kti ah

Jumlah |
Penerimaan
Tunai

Non Tunai rek SKPD
RKUD |
Total :
Jumlah Penyetoran
Tunai
Transfer

Total i
Saldo Kas | di
Bendahara
Penerimaan

- Tunai’

Bank

Disetujui Oleh,
Pengguna
Anggaran/
f
Kuasa'  Pengguna
Anggaran

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Disiapkan Oleh,

Bendahara

Penerimaan/
Bendahara penerimaan
Pembantu



i REKONSILI};\SI PENERIMAAN
a. Ketentua;p Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD

selaku B:UD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam

rangka rékonsiliasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (4) Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa PPKD

melakukein verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan

pertangglilnawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi
penerimaan. '

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa iketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional
melipuﬁ:

i kes:esuaian perhitungan atas laporan
peritanggungj awaban penerimaan
ii. evalluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
ili. analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam, rangka verifikasi dan analisis laporan
pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan
dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku
BUD niemuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajiian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku
BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan
langkah-lr%mgkah sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ

b. dengarf mutasi RKUD Jika PPKD selaku BUD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD
selaku; BUD meminta perbaikan kepada Bendahara
Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-
transaktsi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatai: oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
'dengan% menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD iselaku BUD membuat analisis deskriptif terkait
capaian realisasi penerimaan.



c. Dokumen Telf'kait

Iustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain
sebagai berikut: Rekonsiliasi Penerimaan

25,
5

PEMEi?INTAH KABUPATEN BOMBANASKPD....

A. Pendapatan Daerah berdasarkan Rp.
LPJ Béendahara Penerima

B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh
BUD . tetapi tidak tercatat oleh buku bendahara
penerima/ bendahara penerima pembantu

a..... eeeececanaene , Rp.
| o J R N Rp.
c. Dst ‘ Rp.
' Total Rp.
C. Erro‘r/i Kesalahan penerimaan
pencatatan
a..... ............... Rp.
b..... ............... Rp.
C Dsf: Rp

Total Rp.



k. PENATAUSﬁixHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
a. Ketentuah Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan

atau restiitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat

Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian

kelebiha@ penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132 Peraturan Daerah

Kabupatén Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan

Keuangaer Daerah, ketentuan untuk pengembalian kelebihan

penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Pengeniabalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnyé berulang dan terjadi pada tahun yang sama

maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada  rekening penerimaan yang
bersangkutan ‘

b. Pengenﬁbalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnylj:l tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan
yang bérsangkutan.

c. Pengeni1ba11’an atas kelebihan  Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya
dllakuﬁan dengan membebankan pada rekening belanja
tidak terduga

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa }{etentuan sebagai berikut:

a. Pengenjbalian atas kelebihan penerimaan daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

i. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap
tahun; dan
ii. objek penerimaan daerah yang sama.

b. Informaixsi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surét permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) reko;mendasi BPK-RI;

4) put@san pengadilan berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak adaupaya hukum lainnya; dan/atau

5) Infofmasilainnya yang dipersamakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan surat pengajuan dari p1hak ketiga atas
keleblhan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya
melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan
untuk: |
1) memastlkan keabsahan buktl yang dijadikan dasar

penga_]uan
2) memastlkan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

d. Unsur  penyebab pengajuan pengembalian dapat

dikareniakan: : '



1) kesailahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adarilya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat
penetapan yangsudah disampaikan.

e. Berdasfarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah
serta |hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait,
diterbiﬂ<an SKLB sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

f. Setiap% pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar E(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan
untuk :pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.

g. Pengguina Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB,
SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah
menerbltkan surat permohonan pembayaran pengembalian
keleblhan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada
BUD. | ,

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan
peneﬁrhaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD
menerﬁitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk
pengenfiba]ian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi

daerah!

i Penatalzlsahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendaﬁatan memuat informasi, aliran data, serta
penggufnaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. Ketentuari Pelaksanaan
a. Tahap Penerbltan SKLB

i, Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan
atas penerimaan pendapatan daerah.

ii. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
informasi atau permohonan pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah.

iii. Setelah  terverifikasi, = Bendahara  Penerimaan
menyiapkan SKLB.

iv. PEKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatandaerah
Bagiani 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas
kelebihan Penerimaan Daerah:
1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya
2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun
yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD
melaikukan koreksi pada rekening penerimaan yang
berséngkutan.
Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga



Berdasarli{an pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran
SKPD/ SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian
atas keleﬁihan pendapatan daerah dan membebankannya pada
rekening pelanja tidak terduga.

a. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berd:asarkan SP2  pengembalian atas kelebihan
penérimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi
padat tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD
melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas  kelebihan penerimaan daerah
dimeiksud melalui koreksi kesalahan  pencatatan
penerimaan daerah.

2) Berdfasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan
pene&imaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan
;terjaidi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD
melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud yang dibebankan pada BTT.

I, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
a. Ketentuaﬁ Umum

Belanja d;aerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran ;,berkenaan.v. Belanja daerah

melip‘uti, siemua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah,

 yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten Bombana
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

' Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta
penggunaé.n dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektroniké.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133, Pasal 142, dan Pasal

143 Peratiuran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan

~ belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

| sah mehgenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengehiaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran
daerah.

c. Pengeluiaran kas tersebut di atas tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Behdahfara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksénakan pembayaran setelah:



€.

1. Méneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
ii. ménguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
iii. ménguji ketersediaan dana yang bersangkutan
Benda}jlara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
wajib nilenolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyar;atan tidak dipenuhi.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembaﬁltu bertanggungjawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya.
Bendal‘Zlara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnyai wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait h&;ll tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Atas p(iersetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
BendaI:lara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiata:n pada Unit SKPD.

. Dalam | proses belanja menggunakan UP, Bendahara

Pengeh.flaran /Bendahara  Pengeluaran Pembantu dapat
melakufkan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

Pembajfaran belanja secara sekaligus kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan
denganf terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang
diajukan oleh PPTK.

Pembefian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara
non 'icunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendabma Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekeining PPTK.

Dalam ‘fhal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan Kkelebihan wuang panjar
dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengehilaran Pembantu melalui transfer ke rekening
Bendaﬁara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanjaji, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembahtu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui
transfefr ke rekening PPTK.

PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara
Pengehilara_n /Bendahara Pengeluaran Pembantu.



8. Da.laml hal belanja p"elaksanaan belanja yang terkait
pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan LKPP
nomor’ 12 Tahun 2021 tentang Pedoman pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah melalui penyedia. Adapun bukti
pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dimaksud
terdiri dari :
1) Kon’:crak;
2) Kuitansi; dan
3) Beriii:a Acara Serah Terima Barang/jasa lainnya ( Penyedia
h. dan PPK) Kontrak sebagaimana disebutkan dalam huruf g
angka | 1) diatas terdiri atas Bukti
pembelian /Pembayaran /nota, kuitansi, Surat Perintah Kerja,
Surat I?eljanjian dan Surat Pesanan dengan uraian sebagai
berikut :
1) Bukti Pembelian /Pembayaran /Nota digunakan untuk
pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling
banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
2) Kuit;ansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa
lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima
puhih juta rupiah). '
3) Sur:j;lt Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya paling sedikit diatas Rp.
50. dOO 000 ( Lima puluh juta rupiah sampai dengan
n11a1 Paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta
ruplah) Jasa konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp. 1100.000.000 ( Seratus juta rupiah) dan Pekerjaan
Konstruks1 paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus
Juta rupiah).
4) Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai
palix‘:lg sedikit diatas Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta
rupiéh) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
n11a1 paling sed1k1t diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta
ruplah)
5) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melaﬂui E- Purchasing.
i Dalam hal pelaksanaan belanja perjalanan dinas,
kelengkapannya adalah sebagai berikut :
1) Pegglanan dinas dalam kota
a) Slélrat Perintah Tugas (SPT) dari Pejabat yang berwenang;
b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
dii:andatangani pejabat pemberi perintah perjalanan
dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas
atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
pe;rjalanan dinas;

¢ Rincian biaya perjalanan dinas/perhitungan SPPD
rampung;



d) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
penglnapan (untukpeUalanan dinas lebih dari 1 hari);

e) Bukt1 pengeluaran yang sah untuk blaya transport,
te;'dln dari: ‘

(1j Tiket pembayaran transportasi umum;

(2) Bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);

(Bj Retribusi pada terminal/bandara/stasiun/pelabuhan;
f) K\izvitansi pembayaran yang ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat

Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK) dan pelaksana

per_]alanan dinas;
g) Laporan Perjalanan dinas;
2) Perjélanan dinas biasa

a) SPT dari Pejabat yang berwenang;

b) Sl}rat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
ditandatangani pejabat pemberi perintah perjalanan
dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas
atiau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas; ,

c) Rihcian biaya perjalanan dinas/perhitungan SPPD
rampung,

d) Buktl pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan
(untuk perjalanan dinas lebih dari 1 hari);

e)" Bukt1 pengeluaran yang sah untuk biaya transport,
terd1r1 dari:

(1) Tiket pesawat dilampiri (boarding pass);

(Zj Tiket Kereta Api, Tiket Kapal Laut, Tiket Bus, Bukti
iPembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bukti
' Pembelian tiket; dan

(3j Retribusi pada terminal/bandara/stasiun/pelabuhan;

f) Kvivitansi pembayaran yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana
perjalanan dinas;

g) Ldporan Perjalanan dinas;

h) Transport lokal (trasnport yang digunakan selama
berada di tempat tujuan);

i) Blj;.kti Pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan
bdgi Bupati, Wakil Bupati.

j- Dalam hal pelaksanaan belanja lembur, kelengkapannya
adalah sebaga1 berikut : :
1) Surat Perintah Tugas: (SP’I‘) melaksanakan lembur yang

di tandatanganmleh Pengguna Anggaran;

2) Daftar hadir lembur;

3) Dafta;‘ tanda terima lembur;
4) Lapori‘an hasil pelaksanaan lembur.



k. Dalam hal pelaksanaan belanja honorarium,
kelengkapannya adalah sebagaiberikut :
1) Surat keputusan tim honorarium,;

2) Dafte:Lr tanda terima honorarium dan/atau Rincian bukti
trans;fer yangtelah di validasi oleh Bank;
3) Lapo;ran pelaksanaan aktivitas honorarium.

b. Ketentuaxil Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

i. Pengajuan Uang Panjar
|

ii.

1.

PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang
bc—j:rdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan
DPA SKPD.

. PP’I‘K menyiapkan NPD.

PP’I‘K menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

mfenyarnpajkannya kepada Bendahara
Pezzngeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan

PA /KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
P(iengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar
yajtng tercantum secara non tunai melalui
pciamindahbukuan dari rekening
B;endahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening PPTK.

Pelal;csanaan Belanja

1.

Sételah menerima uang panjar tersebut, PPTK
melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
ya:mg dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK
diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan
aﬁau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK
rrfenyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan
uéng panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah,
untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara
P(%ngeluaran untuk diverifikasi dan  sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

B(ferdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
teirdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar
yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

Bérdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
tei‘dapat kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan
péngembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke
rekening Bendahara Pengeluaran.



b. Pelaks?naan Belanja Tanpa Uang Pénjar

1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub
kegijatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan
tranfsaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.

2) Ataé belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
menfdapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK
menyiapkan NPD.

4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
menfdapatkan persetujuan.

5). PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Padé saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belafnja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Periéeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran
langsung secara tunai/non tunai

8) Pemibayaran secara non tunai dilakukan melalui
pemfindahbukuan - dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekéning pihak penyedia barang/jasa.

C. Verifik:asi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran
1) Benfdahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
perrflbantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah
- sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
Helanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran.
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkaittelah disediakan.
) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
‘ Hukti /pernyataan ataspencatatan/pendaftaran BMD.
d) Menguji kebenaran  perhitungan tagihan yang
© tercantum dalam buktitransaksi.

2) »ApaLbila ditemukan ketidaksesuaian dalam  proses
Veﬁfikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK
unt:uk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses
penyusunan LPJ Penggunaan UP.

C. Dokumerfl Terkait
Ilustrasi§ dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja
antara 1a1n sebagai berikut:



NOTA PENCAIRAN DANA

PEMERINTAH
BOMBANA

 NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

'KABUPATEN

Nomor Tahun

(20

BENDAHARA | 1

D

(diisi Nama

PENGELUARAN Bendahara Pengeluaran)
SKP e, “
Supaya  mencairkan

dana kepada PPTK =

1 Pejabat | i {nama PPTK)

~ Pelaksana 1

‘Teknis
2Kegiat = :(kode rekening) (nama
can ’;kegzatan) ,
Ssa T e ekening {ﬁ;zma
Kegiatan = kegiatan) 3 ; |

4 Nomor

5Tahun =
‘Anggaran; .

’ X

dlrmnta

;

Terb11 R R

lang
|

~ :(no DPA-SKPD) |
| DPA/DPAL/DPPA— 3

6O Jumlah Dana yang:;

------------

i eestesesstsssecscrsetscressrsesensrsssares |

............................

D R e R R R R R R RS

............................................

Pembebanan
Kode Rekening

5 Kode Rekeding

Ura
ian

ulasi
Pencal

ran

| Sebelu |

mnya

Pencai
ran

ini

®e |

Rp -

Rp -

o

Rp

Rp -

Rp -

o8}

‘Rp

Rp -

Rp -




Rp -iRp -|Rp -|Rp -

JUMLAH | Rp -|Rp -|Rp -/Rp -
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i
i
i
i
i

21/22/
23

Potongan-potongan

Diminta
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n 5
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Dibayarkan

Terbilan: X

g

Jumlah Yéng .
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i
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;
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D R Y XL TR R
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..........................................

{  eeenesesessesrsssrrccscrnssrcssrsrriasres

............................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

P R Y R

R R R R RN PR R Ry R P Y R

| tempat, tanggal bulan tahun

: D1setuJu1 e Diéiapkan
Penggurila Anggaran / Kuasa Pengguna‘f Pejabat Pelaksana Teknis
o nama I . (nama

.......................................

-------------
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SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

i

W .

SRR S

SKPD”' s 1 e e b i A ,_ AR /, ;, (.}iani.a; & SKPD )v é o | | | ‘ “ 1 :- B B | :
' (Nomor Rekening Sub Rincian Obyek

Kode Rekening !

Nama Rekening  : | (Nama Rekening Sub Rincian Obyek

Periode/Bulan =

URAIAN NOMOR

N

1 o Rp. | Rp. -

|omassoian e ] _
JUMLAH BULAN LALU — !
WUMLAH S/D BULAN INI T o, -

D ot RPN RS FUUR D L U g UG U T SO

_tempat, tanggal bulan tahun

Staf Administrasi Keuangan,

1

e it o 18 8 R AR A b et e et £
i

¢

nama ] nama
NIP. oooiiiiieeeecieeeeeeeeeee e ‘ DNIP. e,




HASIL SURVEY BARANG/JASA

~ HASIL SURVEY BARANG/JASA

Nama Toko/ Perusahaan:

N

o

Uraiarix

Satuan

Harga
satuan

(Spesifikasi/Merk/Tipe)

N ool NN e N MO TH IS VR O =

—
o

B ,, i - ) ) wtempat tanggql_ bulan tahun
o T Lokasi Survey
Pelaksana Survey ( nama Toko / Perusahaan) c
o L | Pemilik / Pengurus Toko /
- . Perusahan e |
[ TR )




BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

KOP SKPD

Nomor

Pekerjaan :( sesuaikan dengan nama paket pekerjaan )

Lokasi B L s e - 5
Sumber Dana APBD Kabupaten Bombana - )
‘Fahun Anggaran | :..... *

Pada hari ini (ndma hari) tanggal ({ dengan huruf) bulan ( dengan
“huruf ) tahun dua ribu dua puluh dua, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa]
‘Badan Keuangan idan Aset Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran
20..... bertempatF di { SKPD ) memutuskan hasil proses pengadaan
langsung paket pekelj aan tersebut diatas sebagai berikut :
fBerdasarkan hal hal sebaga1 berikut :
‘a. |Hasil Survey Bar ang

2. Atas dasar tersebut pada no 1, bersama ini hasil proses pengadaan
langsung pekerjaan tersebut atas
Nama : ; . (nama pemzhk / pengurus toko / perusahaan)
Nama ( toko / perusahaan) D et eeee ettt e eaaeenaaes ‘
Alamat (tOkO / pemsahaan) B A e . ...... .1.. ..... .:.. S
3:'Dengan rincian; sebaga1 berikut : )
No U}'a1an Barang Volume Harga Jumlah
: Satuan (Rp)
1 Rp -
- 2 Rp B
13 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
" Jumlah Rp -

‘Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dalam
rangkap secukupnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

i
§ i H ‘

tempat tanggal bulan tahun

Pe_]abat Pengadaan Baf ang/ Jasa

( nama pejabat pengadaan)




' SURAT PESANAN

benkut

e KOP SKPD e, .
g ; | Nomor—-—————'—— &
T ] Paket Pelcgggan EIURE e o
fi‘?éngb‘ertanda tangan d1bawah ini: “
1. Nama (kepala SKPD) I
iR TJabatan .t Akepala SKPD) | N
""""" ‘Alamat | . {alamat SKPD ) B -
B Sélanjumya dlsebut sebagal W, B}
z ’
- 2 Nama A ';(pzmpman toko /perusahabm} N -
| Jabataﬁ K P1mp1na}5;1jpko / Perusahaan ........ .
B f/iiémat : .)( alamat toko / peru;;czhaan ) -
Selanjumya disebut seb_agal W I

Untuk mengmmkan barang dengan memperhatlkan ketentuan—ketentuan sebaga1

T bara_ng

i
i

1.

N Urq.mn Barang
o ‘

Harga
satuan

Volume Jumlah (Rp)

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

ST lo[s oo —

Rp -

JUMLAH

Rp -

Keterangan : harga total sudah termasuk pajak, dil.

.Tanggal barang diterima

| Dibebankan

lambat tanggal

Pada
kegiatan

./ Kode rekemng

. Pembayaran akan dlbatalkan apabﬂa barang tersebut tidak sesuai dengan

pesanan (order)

pallng (tanggal akhir penenmaan barang )

Sub;

z o :(kode dan nama sub kegiatan .
§ ,

| : (kode rek. sub kegiatan dan kode rek
N sub ROB)

.;Pembayaran akan dﬂakukan setelah barang dltenma dengan Jumlah yang




cukup dan keadaan balk

. Pesanan/ Order akan dibatalkan apabila pada tanggal yang ditentukan|
melewati batas waktu yang ditentukan

subbid ) (SKPD)

!
!
%
i

(nama toko / perusahaarn ) _

.1 Alamat penglrlman barang pada ( bidang / subbag /

.................. geeseeevnnerennnnenes 2000

( nama pemilik / pengurus )

”( nama penqquna anqqaran)

oooooooooooooooooooooo




CONTOH NOTA PEMBELIAN

3

CONTOH NOTA

Kepada Yth,
i e Tuan
Toko _

No Kode Nama Jumlah [Harga |Total
Barang Barang Barang |Satuan|Harga

[IEN YIRS

H
H

oooooooooooooooooooooooo




CONTOH K\}VITANSI

_ KOPSKPD

z

“\Iama ) Sub (dusz Kode dan Nama

{eglatan Sub Kegzatan)

Kode — : cieene. (Kode |

Rekening ;Rekenmg Sub ROB)

Nama & e (Nama
Rekening ~Eli’elcenzng Sub ROB)

Anggaran 202..
Nomor

TenmaDan _, (Nama SKP D o L

Bahy ya . /

Untuk S _4.,.,.:v ..u.,: S R

e8¢ s aesssescnansnenosseersessresessrerssnrrsostoessronssctscacssonsetsonsensoveocsssas |

‘Pembayara.n e ————————

- Jumla , Rp :

T
Mengetahui g
Menyetu_]ul ; :

Pengguna N Bendahara wiiej abat

Pelaksana S

_Anggaran  Pengeluaran | Teknis Kegiatan

Yang Terima

nama

Jabatan S




BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

KOP
|
T BERITA ACARA  SERAH  TERIMA
HASIL PEKERJAAN
NOMOR N_ - ”

iPada hari ini ( n:ama hari ) tanggal (dengan huruf) bulan (dengan huruf }
f&hu_{{wﬂ!{é..E'.iBH,E‘EﬁEB,Iu?} dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

iiJabatan |
uérAlamat }( Hdlamat toko / perusahaan)
: SEIanJumya disebut sebagai BLIM___M ._

~Nama :(ke?ala SKPD) N

EMenyatakan bahwa: = | -; ; o
1 PIHAK KESATU telah menyerahkan barang kepada PIHAK KEDI’J’A}"
: dan selanjutnya » ;
2 |PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa barang
: sebagalmana tertuang pada Surat Pesanan nomor|

L eeteeeeerereeeaeaesnebareteeresrssrtaetesnenae s, tanggal ......cocoeeninnnnnen dengan rincian barang

sebagal benkut

Cheklist
.No Uraian Barang Volume Keterangan |~ -
f | Ada |Tidak

ada

Barang
dimaksud telah
kami terima
dalam keadaan
baikdan cukup, |. ... _.
sesuai dengan
Surat Pesan
Order barang.

Oorlo|lw|vlo|lu|lalw|vl-

Demlklan Berlta Acara Serah terlma hasﬂ peker]aan ini dibuat dengan



‘sebenarnya dan

dipergunakanwsebégaimar}g mestinya.

 tersebut diatas

- Kepala (nama SKPD ) .,
Kabupaten BOmban a ;

Anggaran |

g

[ pemitik 7 penduris foko

: /perusahaan )




BERITA ACARA PENGELUARAN/PENYALURAN BARANG

E

' BERITA ACARA‘ P]?NGELUARAN/PENYALURAN BARANG

o

Nomor feeremeesreeseessiisierieniniinees

Pada hari ini ( nama hari) 'fanggéi"”(dengan huruf) bulan (dengan huruf ]
tahun dua ribu | dUA PUIIR....eiiiiiciiiic e
bersama ini Kepala (Nama SKPD) selaku pengguna barang memenntahkm

kepada

_Nama i e
NP

_Jabatan

isosscesessvesesss

Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada ( SKPD J
| Kab Bombana
}Untuk menyalurkan barang kebutuhan sub keglatan kepada

Nama (Nama PPTK)

NIP

Jabatan ' ‘PPTK .......... . |

Adapun barang yang disalurkan dengan rincian sebagai berikut:

Checklist

Ada | Tidak
Ada

No Uraian Volume Keterangan .

Barang

Barang dimaksud
telah telah
disalurkan dalam
keadaan baik dan
cukup.

Demikian Berltal Acara ini dlbuat dengan sebenarnya untuk dlpergunakan
_ sebagaimana mesnnya ,

., tanggal tersebut diatas.
EPejabatv_”I?Sl.aksan? TekmsKeglatan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

i

: nama ; ( nama ) -
NIP. oo, B NIP. oo

e it o e e e
{

o Menyetwjui;



'Kabupaten Bombana

!

-

NIP. ..oovovereererererenenennnes

_Kepala (Nama SKPD)

_ Selaku Pengguna Barang



[KOP SKPD]

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :
Dasar Dttt ereeeccececessessasasescacnnncnas

Yang bertanda tahgan di bawah ini :

Nama s
NIP D s
Pangkat/ GOl 1 i iiiiiiiiiiiiiiiiiaacanaaaas
Ruang T et eeeeeeeeneeaesnieeeeaeeaa et
Jabatan

Berdasarkan hal ;:tersebut di atas, dengan ini :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : |

1. Nama | D eeeteteiiteecieccieeticeeceeceaaaaas
NIP D reeeceesenadadeeaieas e,
Pangkat/ ; D e eeeteteeeceeccncceececaceanaa.-
Gol.Ruang :
JdJabatan . et

Nama

NIP

Pangkat/

Gol.Ruang

Jabatan

[

.....................................
.....................................

.....................................

.....................................

Nama

NIP
Pangkat/
Gol.Ruang
Jabatan

[

.....................................
-------------------------------------

.....................................

.....................................

Untuk : : Melaksanakan................
Tanggal Penuga;san D eieeietenteccccncnanns

Dengan Ketentuian : 1. Selesai melaksanakan tugas segera melaporkan
| hasilnya kepada atasan langsung.

2. Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20xx.

Demikian Surat Peﬁntah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di ....cc.civeieaiain....
Pada Tanggal, 20xx
Kepala........ (Nama SKPD)

Kabupaten Bombana




RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomo

Tanggal :
No Rincian Biaya Jumlah Keterangan
1
2 .
3
dst }
' Jumlah
Terbilang : ...............
................ , 20xx
Telah dibaya’f Sebesar Telah Menerima Sebesar
Rp. ceveeennnnn. ... | 53 o TR
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
NAMA NAMA
NIP. i NIP. ...

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan $ejumlah :Rp. el

Yang telah Qibayar semula O 4 o T

Sisa kurang/lebih cRp. ceell
Pengguna Anggaran
NAMA




DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang ,bertandataljgan dibawah ini:

......................

......................

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transbort pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,

meliputi:
No. f Uraian Jumlah | Keterangan

1 ; 2 3 4

Jumlah

2. Jumlah u@g tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar
dikeluarkalzl untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan
apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,

kami bers¢dia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas
daerah. :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, uniux
dipergunakan sebagaimanamestinya.

o L eieeeeiieeaa , 6 M 20xx
Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran Pelaksana SPPD
Nama Nama
NIP...coiiaiaaa...



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth: ............. Kepala (Nama SKPD)
Perihal : Laporan hasil Perjalanan Dinas ke
................... Ta'nggal
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala ......................
(nama SKPD) tanggal ...........
perihal......... . befsama ini kami laporkan hasil perjalanan dinas
sebagai berikut :
| U
2 S
3. Dst

C iieieeeeeeeeeeeaaa. ,20xx
Yang melaporkan,
1 Nama : oo, 1
NIP o e
2 Néma .......................................... 2.
NIP @ et sanaines



|
R T

;

........

Nomor = ¢ .eeeeeen...

B  'SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

‘1. |Pengguna/Anggaran |Kepala SKPD ............ C i

2. |Nama/ NIP Pegawal |.ceceiieemiiiii it iiiiieacecaanns .
 |yang melaksanakan [NIP. .....................................

3 perjalanan dinas
3. |a. Pangkat dan|............ e e,
: %Golongén
b. [Jabatan P
§Instanéi
le. ‘Tingkat Biayal. e cceeeeieiee et
EPerjalahan

: Dinas
4. Maksud | Perjalanamn.....c..e.eeeer e irteenraaeeeeaaaaaaaaaan
Dinas |

5. |Alat angkutan yangPesawat / Kapal laut / Kendaraan roda
é dipergunakan empat / Kendaraan roda dua

6. la.|Tempat BerangKat |....ceeeeoeieeoeeeeeereaeaaaeaanaaannnns
: b. |Tempat Tujuan e e e eeeeeeeeeeeeeaaaeeeacaaaaaaaaaaaaaaaaa-
7. |a.|Lamanya Selama ......... G ) Hari |
Perjalanan Dinas B |
 [b. [Tanggal BerangKat [......c.eeueeneeneeeneeaeeeeeenaaenaaennn.
le. Tanggal harus|. ..o
kembali/tiba di
tempaﬁ baru

8. [Pengikut : | P ; P ;
~ |No Nam NIP. Pangkat danJabatan
a Golongan

S

SN

9. |Pembebanan .

a. |Instansi SKPD .Kabupaten

Bombana

b. |[Akun DPA SKPD Kabupaten
Bombana TA 20xx

{ i
! v




10. |Keterangan Lain - lain|

1 3
{ : H
i

~ Dikeluarkan di |
_ Tanggal
..... i Kabupaten Bombana
) N NIP. v




|l Beranglat dari :

(témpat - ;
Ke N \

_Padatanggal :

_Kabupaten Bombana

Ke |

e Padatanggal S

| Kepala:

{

Pada tanggal

—
_ jtanggal

| Pada tanggal

‘Ke




M?Pada
‘tanggal

|

l

r.“%r-f-l:ﬁga‘ S MU — , .“:. -,;, B e _...«M:
kembalidi |

dipé'riksa' dengan
keterangan bahwa perjalanan
tersebut di atas benar
gidilakukan atas perintahnya dan
'semata- mata untuk kepentingar
jabatan dalam waktu yang
?sesingkat- singkatnya.

Kepala SKPD e,

Kabupaten Bombana
- Selaku Pengguna Anggaran, )

Kepala SKPD

.......................

Kabupaten Bombana

NIP. .ooooiioeniennn. NIP. ........ R

VII

Negara menderzta
i kealpaannya

rugi

Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai
melakukan iperjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan
‘tanggal berangkat/ tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung
Jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila
akibat

yang

kesalahan, kelalaian, dan




PEMERI;NTAH KABUPATEN  BOMBANA
[KOP SKPD]

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Dasar | ceveiloiiiniianenan

Yang bertanda ta:.ngan di bawah ini :

Nama 5 D b eetiecescecnscsverenceeacneeaees
NIP ! D e caceeteccecececesecenancannn
Pangkat/ Gol. D e eeeeeeecceeccccecccteecsenananas

RuangJabatan D heeetceeiecieeenececccscececaaaans

dengan ini :

Kepada : MEMERINTAHKAN :

NO NAMA NIP PANGEKAT/GOL.
f RUANG

1

2 1

3

dst

Untuk : Melaksanakan Lembur ..............

Tanggal penugafsan: ....................

Dengan Ketentuan : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada
‘ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten BombanaTahun Anggaran 20xx

Demikian %Surat Perintah Tugas ini dibuat wuntuk dapat
dilaksanakan dengan penuhtanggung jawab.

Dikeluarkan di .................
Pada Tanggal............. XX

KEPALA SKPD .......
KABUPATEN BOMBANA



DAFTAR H@IR LEMBUR .

SKPD

Hari

Tanggal

Sub Kegiatan

; Jam Pelaksanaan Tanda
No Nama

‘ : Tangan

Mulai Selesai| Jumlah

1 »
2 2
3
ds 4

PPTK
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A KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN

BOMBANA
[KOP SKPD]

LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS

Atas Honorarium .........eeeeeeieees BulanTahun Anggaran 20xx

Kepada

Yth. Bapak Kepala SKPD

...................................................

Perihal  : Laporan Aktivitas

Dasar SK I 15 ¢ o D \\[3 s s Lo o Tanggal

dapat kam1 laporkan Laporan Aktivitas yang telah
dilaksanakan sebagaiberikut:

1. ...
i
t

Mengetahui, |
Sekretaris/Kabag
/Kabid  Selaku
Koordinator

................................................

Yang Melaporkan,
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan



m. PENETAPAN; BESARAN UANG PERSEDIAAN
a. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijjakan Pemerintah Daerah masing-masing yang
dltetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan
besaran UP yang dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan
umum terkeut penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah
sebagai berlkut

a. Besarap UP merupakan besaran belanja yang direncanakan
tidak imenggunakan mekanisme LS. Dengan demikian,
penghitiungan besaran UP didahului dengan melakukan
perhituhgan besaran anggaran belanja yang akan
menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi
tertentli dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan
pada DPA-SKPD.

b. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
Alternatif | 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi
- a. pengajuian LPJ UP Menentukan besaran rencana
belanja| dengan LS, yang merupakan penjumlahan
antara ébesaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja%tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menent;ukan keseluruhan rencana belanja yang akan
menggu;nakan UP, dengan cara melakukan pengurangan
total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran
belanja%LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara
melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi
dan/ atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

d. Menent}lkan besaran UP dengan rumus:

. Rencana Pembayaran belanja menggunakan uang
BESARAN UI;D ~ persediaan Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP
. dalam setahun



Alternatif ‘2 Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan
pagu anggaran SKPD
a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu
anggaré}n yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan
dalam ¢ontoh di bawah ini (angka hanya sebagai ilustrasi):
i. Maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD
sampai dengan Rp.500.000.000.
ii. maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.Sp0.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.
ii. makisirnal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD
diatas Rp.1.000.000.000.

n. PROSES PEI;IMPAHAN UANG PERSEDIAAN
a. Ketentuan Umum

Pelimpaha;n Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat

Pelimpaha;n UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara

Pengeluar;an untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses

pelaksanaian kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola

oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpaha;n UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja

yang dilal::ukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar

LS maupl;ln TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena

adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara

Pengeluarén Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan

permintaazn pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ; ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP

adalah sebagai berikut:

a. Proses | pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan
internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas pé,rsetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
BendaHara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatai'l pada unit SKPD, yang dilakukan secara non
tunai niwlalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeldaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan
dalam $urat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP
kepada§ Bendahara  Pengeluaran  Pembantu dengan
mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.

d. Besamﬁra jumlah uang yang dilimpahkan tersebut
mempei‘hitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan
kegiata_:n.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara
Pengehiaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pada buku- buku terkait.




f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara
Pengeluaran

g. Pehmpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
berakhlr ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan
telah selesal dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang
persedlaan disetorkan secara non tunai melalui
pemlndahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

b. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasa;lrkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa
Pengguha Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan
UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendaliara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut
pada buku -buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan

permintaah pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara

Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai

buktl—buktl transaksi.

o. PERMINTAAN PEMBAYARAN
a. Ketentuaq Umum

Permintaah Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
'Pengeluarén/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses
awal pemﬁoayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait
sekaligus Zsebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses
permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta
penggunaém dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
Berdasarl{an ketentuan dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal
138 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, permintaan
pembayaré.n diatur sebagai berikut:
a. Bendahfara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
b. dlpersamakan dengan SPD. Pengajuan SPP kepada KPA
berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi,
dlsampgukan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK
Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersa:makan dengan SPD. Pengajuan SPP kepada KPA
berdasarkan pertimbangan besaran anggaranKegiatan SKPD,
disampéikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK



SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas
SPP UP SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP
yang @ dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS.

. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
Pengajfuan SPP UP diajukan dengan melampirkan
keputusan Bupati tentang besaran UP.

Penerﬁitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
Penga_]uan SPP GU dllamp1r1 dengan dokumen asli
penaqggung]awaban penggunaan UP.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU
ditetaiakan dengan Keputusan Bupati.

. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
Pembgntu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan
kegiatan yang Dbersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batasf jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat
perseﬁujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutjuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum
Daera;h. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana.

j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan
untuk

Keglatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
dan/atau
ii. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar
ker}dali PA/KPA.
. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
Bendéhara Pengeluaran untuk pembayaran:
1) gaji dan tunjangan;
2) kelfnada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
3) kefaadapihak ketiga lainnyasesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengatijuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
penga;ldaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA
melirr}pahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran
pengeﬁmdaan barang dan jasa oleh Bendahara
Pengéluaran /Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari
pihak ketiga melalui PPTK.



n. Pengajjlan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan

yang %ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang— undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
d1ber1kan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
SKPD.,

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan
satu kah dalam satu tahun pada awal tahun anggaran,
berdasarkan pertimbangan:

1) ketérsediaan kas di RKUD;

2) ren(f:ana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS;

' 3) bes?ran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati
tentan:g besaran UP dan disertai dengan pernyataan
pengguna anggaran bahwa wuang persediaan akan
digun%.kan sesuai dengan peruntukannya.

Besarétn GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang

telah | diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak

melebilli besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) R1n01an belanja yang diajukan penggantiannya sampai
deﬂgan sub rincian objek; dan

3) Laﬁoran pertanggungjawaban (LP.J) penggunaan UP.

Besarén TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau

pihak§ terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam

SPP TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rirfcian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub

rinciafn objek. Belanja LS adalah belanja yang dananya

ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak

ketigaf. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan

dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan

transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke

pener:ima(tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/

bendéhara pengeluaran pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk

pembayaran antaralain:

1) h1bah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;
3) baptuan keuangan;
4) sul[)sidi;



5) bag% hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun  anggaran
sebélumnya,

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Penga_]uan SPP-LS harus disertai dengan berbagai
kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengajuan
Perm1;1taan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam
SPP—LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rinfcian belanja yang diajukan pembayarannya sampai
derigan subrincian objek.

i. Pihak, ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode
e-bzllmg untuk pembayaran atau penyetoran pajak
secara elektronik kepada PPTK.

b. Ketentua[n Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

i. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai
derigan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK
Bupati;

ii. Beﬁdahara Pengeluaran mengajukan permintaan
perfnbayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD.

b. Penga:juan Permintaan Pembayaran GU

1) Perfxerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan
oleh BendaharaPengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2) Beli’ldahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA
meialui PPK- SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
PeI?tanggunawaban UP.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP  yang
digenanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu
sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan
UR yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan:

1. LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti
transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen
perpajakan terkait.

2. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan

c. dalanfl SPP- GU. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan
DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana
;tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan



belanja TU, yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;

(25 Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
. UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana
TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU
yéng didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana
]?;elanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar
Rfincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA
untuk mendapatkan persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah
pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

2) Perigajuan Permintaan Pembayaran TU
|

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja
TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran
TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
E?embantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah
sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran;

@) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
~ untuk belanjaterkait telah disediakan,;

8) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau
 dokumen yangmendasarinya;

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan permintaan TU yang
didokumentasikan dalam SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan = persetujuan permintaan
pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Perilgajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan
ﬁunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(4) Daftar perubahan data pegawai yang
~ ditandatangani oleh pejabatsesuai kewenangan;
(5) Salinan dokumen pendukung perubahan data
| pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang meliputi:
(@ gaji induk;



E(b) gaji susulan;

§(c) kekurangan gaji;

g(d) gaji terusan; -

() SK CPNS;

' SK PNS;

® SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan; ‘

() kenaikan gaji berkala;

() surat pernyataan pelantikan;

k (k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

() daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

é(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran
 (SKPP) gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(@ surat pindah; dan

) surat kematian; .

Keltf:ngkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan
c'%okumen pendukung, Bendahara Pengeluaran
memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan
dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
. belanja gaji dantunjangan yang akan diajukan tidak
~ melebihi sisa anggaran;

) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
. dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan
~ diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) I%Serdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran
menyiaplcm pengajuan permintaan pembayaran LS
q}aji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam
SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut
(?lisampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan

Barang dan Jasa

a) Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa
dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen
f)engadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud
antara lain:

(1) dokumen kontrak;
(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;



3)

b)

d)

(4] berita acara penyelesaian pekerjaan;

(Sj berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7j surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9j jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan
~ bank RKUD;

[10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak
lain /rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan

seratus persen sampai dengan berakhir masa
 kontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
~ kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
. bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar
- negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan

dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Rembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan

barang dan jasa dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang
 akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
~ diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima
 (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Bengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan

dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK- unit SKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak
Ketiga Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan
dokumen pendukung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya
éesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ﬁndangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati
dan /atau dokumen pendukung lainnya yang telah



diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

c) Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada
p1hak ketiga lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang- undangan dengan langkah
antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
. pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
~ yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(Zj Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
. dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan telah
. disediakan;

[3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
- pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga
lfaunnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada
Plhak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan  persetujuan  permintaan
bembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

c. Dokumén Terkait

Ilustrasi: dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai
berikut:

SPPE—UP
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN
Nomor : .........

Uangi Persediaan

SPP-UP

1. Nama SKPD

..........................................

2. Nama P;’engguna
Anggaran

..........................................

3. Nama 1:3endahara
Pengeluaran

..........................................

4. NPWP 1:3endahara
Pengeluaran

!



5. Nama Bénk L

6. Nomor RéekeningBank: et eteeeeeatatecteetteetataacaaanaanaan
7. Untuk Képerluan L P
8. Dasar Péngeluaran : | SPD ... Nomor... tanggal....
| Sebesar : RP covveviiiiiiiiiiinninnn...
(Terbilang.......ccccceeeevnnrennnenn. )

No| Uraian
1 | SPD

Tanggal : ............ Nomor: ............ Rp

Tanggal : ............ Nomor: ............ Rp

Dst: i, Dst: ool Rp
I | SP2D éebelumnya

Tanggél D eeeeeeeas Nomor: ............ Rp.

Tanggél D eeeeeeenes Nomor: ............ Rp.

Dst : ................ Dst: cooiiiiiiiiai.. Rp.

Pada SPP 1n1 ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan
sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP
ini. |

Bendahara
Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar gAsli : Untuk Pengguna
Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk
Kuasa BUD

Salinan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran




PEMERII\:TTAH KABUPATEN BOMBANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-UP) |

f Nomor :

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Urai
an

Nilai
Rupiah

Nama Kegiétan /Sub Kegiatan 1

1.

.......................

2.

3.

Dst

Nama Kegi%tan /Sub Kegiatan 2

........................

X.}C{.X}(.}Q(.}Q{.m

........................

!
XXX XX XK EKXKXXKXXK

........................

4
5
6.
7
8

Dst

Nama Keg:iatan /Sub Kegiatan 3

O.

.........................

10.

Dst

i

Terbilang : ## .....c..ccvevnn..... . rupiah ## TOTAL

i

Mengetahui /Menye

tujui:

t Pengguna

Anggararﬁ / Kuasa
Pengguna
Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara
Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

................



e. SPP—Gp

PEMERINTAH KABUPATEN

BOMBANA

SQRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : ............

Ganti Uang

Persediaan

SPP-GU
1. Nama SKPD L
2. Nama Penggunal: | cceovviieriieiiiiiiiiiiiiiaennnn,
Anggaran
3. Nama Bendaharal: | ...ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia...
Pengeluarfan
4. NPWP Bendaharal: | ...cociiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiien
Pengeluaran

5. Nama Bank

------------------------------------

6. Nomor Rekening Bank

------------------------------------

7. Untuk [Keperluan

....................................

8. Dasar Pengeluaran

SPD....Nomor....tanggal...

| Sebesar: RP ccccoeevvvennnnnn.
| (Terbilang .....o.eeeveereenn.. )
No | Uraian
SPD|
Tanggal :........... Nomor: ............ Rp.
Tanggal :.............. Nomor: ......eeeee.... Rp.
!
Dst: coiiiiieeennnn.. Dst: ceviieininaeann... Rp.
I | SP2D Sebelumnya
Tanggal :............. | Nomor: ............... Rp.
Tanggal :........... Nomor: ............... Rp.
i
Dstifieieiennnnnnnn.. Dst: cviiiieaaannn... Rp.




Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang]
diperluka:p sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan
dokumen SPP ini.

Bendaharfa Pengeluaran
|
(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP...uunetoeeeeeeeeeaeeeenens

Lembar | Asli : Untuk  Pengguna
Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk
Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran




PEMERINTAH

KABUPATEN

'BOMBANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU)

' NOMOT @ ceiiiiriiiieiiiiicieieines

Tahun Anggaran : ............

' RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
No Kode Rekening Urai Nilai

3. , an Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan
1. | X.XX/XXXKKKKKK | eevcieninaaiannnnns
2. | XXX XX XKXKK ™ | eecereeiineaiinanann
3. | Dst |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. | XXX XK XK KKKKK | ceerrernnnnnnnnnnns
5. | XXX XK XK XKKKK | ccveeererecnnnnennnn
6. | X.XX.XKXKKXKKXKK | eevrreernernnnnennnn
7. | X.XEXKXKKKXKKE | eeeneaeaaannnnn.
8. | Dst |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. | XXX XK.XKXKXKK ™ | eeeeeencannnnnn.
10.| Dst |
Terbilang : ##

D TOTAL................
rupiah ## (Tempat, Tanggal)
Bendahara
Menge{:ahui /Menyetujui: Pengeluaran/

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran

(Namaé’ Lengkap)

Bendahara Pengeluaran
Pembantu



f. SPP-TU

PEMERINTAH  KABUPATEN

BOMBANA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : .........

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

Nama SKPD/ Unit Kerja

.......................................

Kode dan Narria Sub Kegiatan

Nama | Pengguna | | ... ...,
Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran |

Nama PPTK

Nama Bendahara Pengeluaran|: | . ... ... ... .. .. ... i i,
/Bendahara Pengeluaran
Pembantu :

NPWP Bendahara Pengeluaran

/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Nama Bank

.......................................

Nomor Rekening Bank

.......................................

Untuk Keperluan

.......................................

‘Dasar Pengeluaran SPD ....... Nomor...tanggal....
Sebesar: Rp ..coevvviiiiinnannn...
| (Terbilang ........ccccceevvvveeeennnen. )

No | Uraian

I SPD

Tanggal : ...c..oevivneaa..... Nomor: ............... Rp.
Tanggal @ .....coovviiiiana... Nomor: ..ccvveneeee... Rp.
Dst : ..... .................... Dst: ceiiiieiiaiaaaen.. Rp.
5
o | SP2D Sebélumnya
Tanggal : (...oociiiiiinan... Nomor: ............... Rp.
Tanggal : ........coviaa.... Nomor: ............... Rp.
Dst @ oiiieiiiiiiiiieaaaa Dst: civieiiaiiaann... Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan
sebagaimana tertera pada daftarkelengkapan dokumen SPP ini.




Pejabat Pelakisana Teknis Bendahara Kegiatan

Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(tanda rtangan) (tanda tangan)
(nama iengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.
Lembar Asli_ﬁ : Untuk Pengguna
Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk
Kuasa BUD

Salinan 2 : Unfuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK




P];*'JMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG

PERSEDIAAN (SPP-TU)

'Nomor :

Tahun Anggaran : ............

- RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rékening

Uraian

Nilai Rupiah

Nama Kegie{tan /Sub Kegiatan 1

..........................

3. | Dst

t

Nama Kegia&an/ Sub Kegiatan 2

..........................

|
XXX KX XX XKXXX

...........................

i
XXX XK XX KKK

..........................

|
XXX XX XX XX XXX

..........................

QIN[O O R

Dst

Nama Kegiaitan /Sub Kegiatan 3

9. | X.XX.XX.XX.XX. XXX

..........................

10.] Dst

!

!

Mengetahui/ Menjyetuj ui

Pengguna

Anggaran /

Pengguna Anggaran

(Nama Le;ngkap)

NIP

............

--------------

(Tempat, Tanggal)

Kuasa
Bendahara

Pembantu

.Bendahara Pengeluaran/

Pengeluaran

(Nama Lengkap)



g. SPP—LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor : .....................

Langsun;g Gaji dan Tunjangan

SPP-LS |
1.Nama SKPD/Unit Kerja L
2.Kode dan Nama Sub Kegiatan L A
3.Nama | Penggunal: | ... ... ...l
Anggaran/ Kuasg Pengguna
Anggaran :
4.Nama PPTK S P
5.Nama Bendahara Pengeluaran |1 | cceeeriiriiiiiiiiiiiiiiiiiaiaeanannns
6.N PWP Bendahara Pengeluaran [: | .ooovoiieooiiiiiniiiiaaaaanaann.
7.Nama Bank | S O
8.Nomor Rekening Bank 2 PP
9.Untuk Keperluan S
10. Dasar Pengéluaran : | SPD .... Nomor ... tanggal...
i‘ Sebesar: Rp.cooceviecerieniana...
(Terbilang .........ccccoeevvrrveennnnne. )

No| Uraian
{ SPD

Tanggal : ..coieiiiiiiiiiiiiiia... Nomor : .....ccceeoe.e. Rp

Tanggal : ..cooiiiiiiiiiiiiiinann.. Nomor : ............... Rp

Dst @ i Dst: ciiiiiieaaana... Rp
11 | SP2D Sebelumnya

Tanggal : ........................ Nomor: ............... Rp.

Tanggal : .lvceeeieeeinieennnns Nomor: ....cceeeeene.. Rp.

DSt & teieeeiiiiiiiaeeeeaaae DsSt: ciiiiiiiiiiaaaaan.. Rp.

Pada SPP ini/ ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan
sebagaimana tertera pada daftarkelengkapan dokumen SPP ini.




Pejabat Pelaksana Teknis
Pengeluaran/ Kegiatan
Pembantu

(tanda tangain)

(nama lengk?p)
NIP. 5

Bendahara
Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Unﬁuk Bendahara Pengeluaran /PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

SURAT PERMINTAAN

LANGSUNG (SPP-LS)

GAJI DAN TUNJANGAN

 NOMOTr : wevveevennnnn.

- Tahun Anggaran : .

.................

...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

PEMBAYARAN

Terbilang : ##........... rupiah ##

1

Mengetahui / Menyetujui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

(Nama Lenglfap)

No Kode Rekening Urai Nilai
: an Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. xxx;écxxxxxxx ....................
2. xxxxxxxmcxxx ....................
13. | Dst |
Nama Kegiétan /Sub Kegiatan 2
4 Xxxxxxxxxxxx ....................
5 x;cc}écxxxxm ....................
6. xxxxxxxmm ....................
7 XXXXXXXXXXXX ....................
8 Dst
Nama Kegiaitan /Sub Kegiatan 3
O. xxxxxxxxxm ....................
10.| Dst
TOTAL.....c.c.ccucee..

(Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

Pembantu

(Nama Lengkap)




h. SPP-LS Barang dan Jasa

. PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
| BARANG DAN JASA

Nomor :

...............................

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS |

1. Nama SKPD/Unit:

Kerja

..........................................

2. Kode dan Nama Sub] :

Kegiatan !

------------------------------------------

3. Nama Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna?
Anggaran ‘

4. Nama PPTK

5. Nama
Pengeluaran

Bendahara] :

..........................................

6.
Pengeluarfan

NPWP Bendahara| :

..........................................

7. Nama Bank

..........................................

8. Nom:or
Bank '

Rekening] :

..........................................

9. Untuk Keperluan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

10. Dasar|Pengeluaran SPD ... Nomor: ... tanggal .............
i Sebesar: RP cvvvvvieiiieeieeiiiiannnns
(Terbilang ......ccceeevviveieneninnnnnnes )

No| Uraian

I | SPD |
Tanggal : .......... NOMOT: cecviiiiinnnnnnn. Rp.
Tanggal : ........... Nomor: .....coeevveninnns Rp.
| BT} A | BT Rp.

II | SP2D Sebelumnya
Tanggal : ........... NOmMOT: ..ccieeennnnnn.. Rp.
Tanggal : ............ NOmMOTI: .ieoviiriaennnnn.. Rp.
Dst & ... | D 2SY Rp.

ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan
sebagaimana tertera pada daftarkelengkapan
dokumen SPP ini.

Pada SPP ini




Pejabat Pelaksana Bendahara
Pengeluaran Teknis Kegiatan

(tanda t?ngan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna

Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk

Kuasa BUD

Salinan ' 2 : Untuk Bendahara

Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk

Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK




P]?JMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

SURAT PEj)RMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
: BARANG DAN JASA

" NOmOr @ .icevviiiiiiiiiiiiiiie

- Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening |Uraian Nilai
f Rupiah
Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1
1. | xbocxx s aoxaome | eeeeeeeenenns
2. XXXXXXXXXXXX ..............
3. | Dst

Nama Kegiatan /Sub Kegiatan 2

!
XXX XK XEXKXKK | ecsesscacsscccans

4.
S. xy:ccmcxxmcm .................
| 6. X'Xxxxxxxxxxx .................
| 7. xxxxxxxxxxxx .................
| :
| 8. | Dst
Néma Kegiatan/Sub Kegiatan 3
\ !
9. | XIXX. XX XK XKXKK | eecececaccancnnnn
10. | Dst
TOTAL..coueeennnn.... |
Terbilang DHE rupiah ##
(Tempat, Tanggal)
Mengetahui/Menyetujui: Bendahara Pengeluaran/
Pengguna =  Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Kuasa : Pengguna Pembantu
Anggaran



a. SPP—LS§i Pihak Ketiga Lainnya

I?EMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SqRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP-LS

- 1.Nama SKPD/Unit Kerja

..........................................

2.Kode dan t Nama Subj:

Kegiatan

..........................................

3.Nama ! Penggunal:
Anggaran/Kuasa  Pengguna
Anggaran l

..........................................

4 Nama PPTK |

S.Nama
Pengeluaran

’ Bendaharal:

..........................................

6.NPWP
Pengeluaran

Bendaharaj:

..........................................

7 .Nama Bank]|

..........................................

8.Nomor Rekening Bank

------------------------------------------

9.Untuk Keperluan

..........................................

10. Dasar Pengeluaran

Sebesar: Rp
(Terbilang ......coceuvevuveeiiiiernniicrincirenennenn. )

...........................

No

.....................

oooooooooooooooo

.....................

................

II | SP2D Sebelumnya

Tanggal ;| ..ccocvvvvvnnnnnnn..

................

.....................

Pada SPP i{ni ditetapkan
sebagaimana tertera pada daftar

lampiran-lampiran yang diperlukan

kelengkapan dokumen SPP ini.




......... tanggal.........
 hieeeeeeane, Tanggal.........

Pejabat Pelaksana Bendahara
PengeluaranTeknis Kegiatan
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. 1 NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna

Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk

Kuasa BUD :

Salinan 2 : Un’guk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
' Pihak Ketiga Lainnya
Nomor D eeeeeeeeiciseicietsiraeranaan
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. b o 3bo o dbio B o o d NN S
2. XXX IR KK KK KKK [+ eevernannnnnnnnnnnn..
3. Dst |

| Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. b b oI o b0 db o -db o o4 NN
5. b b o g o db o db v b o o NN
6. b3 o b o db o db o b o o4 NN
7. X XK XK XK XK XKK oo
‘8. Dst |

. Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
o. KKK KK KK KK KKK |+ eecennrnnnanananannns
10. | Dst |

p. PERINTAH MEMBAYAR

a. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului
dengan proises verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus
menandai ' pengakuan belanja tersebut. Proses perintah
membayar %nemuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian d;okumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 dan Pasal 140

Peraturan %Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perintah membayar

diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan
UP kepatfiaKuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan
pengganfian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD
dengan rfflenerbitkan SPM- GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan
permintaian TU kepadaKuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  pembantu,  PPK-



SKPD/ PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
1. kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih
ii, kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan /sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa
Iii. ketersedlaan dana yang bersangkutan

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan
pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS
kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA
tidak menerbltkan SPM-LS.

g PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil
Venﬁkas1 tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari
terhltung sejak diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupat1 ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. PPK- SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran
kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang
disiapkah oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya
melakuk;an verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan
pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan
dan kéabsahan hanya untuk pengajuan permintaan
pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

e. PA/ KPA Edilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaraﬁ berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA  berhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang
untuk inenandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas
PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukan pejabat
yang dibéeﬁ wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan

h. dengan Keputusan Bupati. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam
penerbitén setiap SPM, melakukan pencatatan pada register
SPM. ~



b. Ketentuan Pelaksanaan
a. Perintah Membayar UP

i.

ii.

iii.

iv.

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran PPK- SKPD melakukan verifikasi dengan cara

mene}lu kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD

menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang

didokiumentasikan dalam draf SPM-UP untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA hérus telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan

Keuahgan Unaudited SKPD tahun sebelumnya.

PA menandatangam dan menerbitkan SPM-UP paling lama

2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan

sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

1. Sui‘at Pengantar Berkas Pencairan;

2. Sui'at pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA
(bermateral), dan

3. Surat pernyataan verifikasi PPK~SKPD (bermaterai) yang
d1lgmp1r1 checklist kelengkapan dokumen.

b. Perintah Membayar GU

1)

2)

3)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ
Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang
diterifma dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah
berikht:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;

b) Méneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkaittelah disediakan;

¢) Menelitikelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
trainsaksi dan dokumen perpajakan terkait.

d) Me:nelitikesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
GU, LPJ Penggunaan UP, dan  bukti-bukti
transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

Bendéhara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterifmanya SPP-GU.

PA hé.rus telah menyelesaikan dan menyampaikan :

a) Laboran Keuangan Audited tahun sebelumnya (setelah
opini BPK sudah keluar);

b) Beﬁta Acara Rekon Pendapatan, Belanja dan Kas serta
RehcanaPenggunaan Dana perperiode pencairan;

c) Beirita Acara Rekon Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS);

d) Beirita Acara Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN}
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per triwulan;



4)

5)

e) Berita Acara Rekon Dana Kas Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)perbulan.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK

SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang

didok:umentasikan dalam draf SPM-GU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. .

Pengé,una Anggaran menandatangani dan menerbitkan

SPM-;GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi

dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan

kepa;da Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pengantar Berkas Pencairan;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA
(bg:ermaterai); dan

c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD (bermaterai)
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

c. Perinta:h Membayar TU

1)

2)

3)

4)

5)

Berciasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Peng‘éluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
b?lanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkaittelah disediakan;

¢) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan
p:engajuan permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKRD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau
Penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

PA harus telah menyelesaikan dan menyampaikan Berita

Acara Rekon Pendapatan, Belanja dan Kas serta Rencana

Penggunaan Dana perperiode pencairan;

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK- SKPD/PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan

Penntah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft

SPM -TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PAA KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling

laxnfa 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

len{gkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada

Kuaf-sa BUD, dengan dilengkapi: '

a) Surat Pengantar Berkas Pencairan;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA
(bermateral)),

c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD



(be;rmaterai) yvang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen;

d) Suirat pernyataan kesanggupan penyelesaian
pertanggun’awaban TU dari PA/KPA (bermaterai asli
cap basah).

d. Permtah Membayar LS

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan  pengajuan SPP-LS oleh Bendahara

Peng:eluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-

SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah berupa:

a) Mfeneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Mfeneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
be%lanja terkait telah disediakan;

¢) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
péngajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
pérundang- undangan sebagaimana yang tersimpan
dalam dokumentasi di sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS
déngan dokumen pendukungnya.

Apabila  didapatkan  ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

pen;irempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling

lam‘,bat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK— SKPD/PPK- Unit SKPD menyiapkan pengajuan

Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft

SPM LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA

PA/iKPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada

Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pengantar Berkas Pencairan;

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA
(bermaterai)

c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD (bermaterai)
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

d) Benta Acara’ Rekon Belanja, Kas dan Rencana
Penggunaan Danaperperiode pencairan

e) Lembar Verfikasi kelengkapan Dokumen Aset dan/atau
persediaan perperiode pencairan.

f) Surat Pernyataan tanggung jawab fisik dan keuangan
yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan penyedia
(masmg-masmg bermaterai)



g) Ringkasan Kontrak/SPK/SP (bermaterai)
h) E-Billing pajak Rekanan.

i) Surat pernyataan

e Rekanap Penerbitan SPM

pemotongan Pajak (apabila
mfienggunakan metode Swakelola)
j) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan.

k) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Rekanan.
)] Fotocopy buku rekening/rekening koran Bank yang aktif

dapat dilakukan dengan

menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak
dan d]lqnm secara online dalam bentuk file kepadaKuasa BUD.

¢. Dokumen Ierkait

llustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai
berikut: SURAT PENGANTAR BERKAS PENCAIRAN

KOP SKPD

ooooooooo

Kepada Yth,

Kepala ..

. (SKPD yang membidangi

Urusan Penunjang Keuangan)

di —

Tempat

SURAT PENGANTAR BERKAS PENCAIRAN

Nomor : ...............

No ' Uraian

Keterangan

berkas usulan pencairan
UP/GU/TU/LS/GI/TPP¥
Dinas / Badan....Sebesar
Rp (terbllang )

1 |Bersama ini disampaikan...

)

Berkas

Berkas usulan sudah
diverifikasi sesuai
ketentuan yang
berlaku dan
dilampirkan dokumen
kelengkapan pencairan.

2 | Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi
data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan
.......... f(SKPD yang membidangi Urusan Penunjang Keuangan)
dari t:anggung jawab akibat ketidakbenaran data dan

Kepala SKPD.........
Kabupaten Bombana

Nama J elias
NIP *

*Coret yang,tidak perlu

dokumen yang disampaikan.

Diterima tanggal, .............
Yang menerima

Nama Jelas



SURAT P;ERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

TANGGIJNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGAJUAN
. SP2D UANG PERSEDIAAN (UP)
Nomeor : ...............

}

Sehubungan der;igan Surat Perintah Membayar (SPM) UP nomor

tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. .....
( terbilang) untuk keperluan SKPD ... Tahun Anggaran 2023,
dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

1. Jumlah Ualig UP tersebut diatas akan dipergunakan untuk
keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan
sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Uang UP tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran — pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi
pernyaratan pengajuan SP2D UPpada SKPD kami. '

Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Materai)

{Nama Jelas)
NIP.




SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG
DILAMPIRI |
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

KOP SKPD

| SURAT PERNYATAAN ,
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)

Saya yang bertaridatangan dibawah ini :
Nama e rerneeeraaens

NIP D N
Pangkat/Gol :..................

Jabatan .. ................

Selaku PPK-SKPD

Menyatakan; dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran
Surat Perintah Membayar (SPM-UP) nomor .... tanggal .... bulan....

tahun..... telah lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada
prosedur pengarSipan SKPD ...... , serta kami  bertanggungjawab

sepenuhnya atas Epernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, nf'laka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan
vang berlaku.

Demikian sﬁrat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa
paksaan dari pﬂ?ak manapun.

PPK-SKPD

(Materai)

(Nama Jelas)
NIP.




CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)
KOP SKPD

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM
UANG PERSEDIAAN (UP)

Keterangan
No Uraian Ada |Tidak
L.
2.
3.
4.
3.
O.
7.
........... , XX
PPK-SKPD

(Nama Jelas)
NIP.



31 SPM-UP

;PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)

Nomor dan Tanggal SPP

Tahun Anggaran: No. SPM :
Potongan — potongan :

KUASA BENDAHARA UMUM Uraian (No.

DAERAH PEMERINTAH || No |Rekening) | Jumia | ¥et

KABUPATEN BOMBANA h

Supaya menerbitkan SP2D

Kepada: :
Jumlah Rp...... ,

SKPD ¢ e Informasi : (Tidak mengurangi
jumlah pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain : ...... Uraian |

No. RekeningiBank Teeeeeennnn No | (No. Jumla | Ket

Nama Bank ................... Rekening) | h

NPWP  eoeeereeeeeenen...

Dasar Pembayaran :............. Jumlah Rp...,-

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE URAIAN | NILAI Jumlah Yang | Rp. .......... ,-

KEGIATAN | | Diminta
Jumlah Rp. «cocoeol. e
Potongan

Jumah Rp.....,-|] Jumlah Yang | Rp. .......... =
Dibayarkan

Uang Sejumlah: (................. )

Jumlah SPP Yang Diminta:;)| ......... , tanggal ... ...

Rp. e e

(terbilang ) | Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

-----------------------

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel

oleh

Kepala SKPDi




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPT-JM)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGAJUAN SP2D GANTI UANG (GU)
éNomor D e ereeceesennaa

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) GU
nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp.
..... (terbilang) '{Jntuk keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX,
dengan ini menjratakan dengan sebenar benarnya bahwa :

. Jumlah Uang GU tersebut diatas akan dipergunakan untuk
keperluan glina membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan
sesuai DPA-SKPD. '

2. Jumlah Uang GU tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran - pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

[

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi
pernyaratan pengajuan SP2D GU pada SKPD kami.

Pengguna Anggaran/Kuas:
Pengguna Anggaran

(Materai)

{Nama Jelas)
NIP.




SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG
DILAMPIRI
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
QAN LAMPIRAN SPM GANTI UANG (GU)

5aya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama D i ieeeeeiieiiicinaa.

NIP S ORI
Pangkat/Gol : ..ccoceevnvnnennnn..
Jabatan D e ereeiieeiicieeeean

Selaku PPK-SKPD

, Menyatakaﬁn dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan
ampiran Surat Perintah Membayar (SPM GU) nomor .... tanggal ...
bulan.... tahun...g.. telah lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undapgan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada
prosedur pengarsipan SKPD ...... , Serta kami  bertanggungjawab
sepenuhnya atas pernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya
i tidak benar, fnaka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan
vang berlaku. |

Demikian ;surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa
paksaan dari pihak manapun.

: PPK-SKPD

(Materai)

(Nama_Jelas)
NIP.




CHECKLIST KELE::NGKAPAN DOKUMEN SPM GANTI UANG (GU)

KOP SKPD

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM GANTI UANG (GU)

| . Keterangan
No Uraian Ada | Tidak
........... s XX
PPK-SKPD

(Nama Jelas)
NIP.




3.2 SPM-GU ,
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
' SURAT PERINTAH MEMBAYAR
. Ganti Uang (GU)
Tahun Anggarah No. SPM :
| ’ Potongan — potongan :
KUASA BENI?AHARA UMUM| NoJ Uraian Jumlah [Ket
DAERAH (No.
PEMERINTAH | KABUPATEN Rekening)
BOMBANA
Jumlah Rp........ ”
Supaya menerbitkan SP2D
Kepada: f
Informasi : (Tidak mengurangi
| jumlah pembayaran SPM)
SKPD: .oiiiiiiiiieinnns )
; Uraian
Bendahara/pihak lain : ......... Noj (No. ) Jumlah [Ket
T Rekening)
No. Rekening Bank :.........
Nama Bank e
, j Jumlah Rp........ ’-
NPWP :....... .
Dasar Pembayaran :............
Untuk Keperluan :
| Pembebanan Péada Kegiatan | SPM Yang Dibayarkan
KODE 'URAIAN | NILAI Jumlah Yang | Rp.eeeen..... -
KEGIATAN | Diminta
Jumlah Rp.ceaannaeto. =
; Potongan
Jumah Rp......,-| Jumlah Yang| Rp............ -
: Dibayarkan
Uang Sejumlah: (................. )
Jumlah SPP Ya.ng Diminta: Rp. cee e ene , tanggal ... ... ...
D = Pengguna Anggaran
(terbilang )
Nomor dan Tafnggal SPP « (nama lengkap)
_ NIP....coeeanenanene...

SPM ini sah »eflpabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala
SKPD :

1



SURAT PERNYAT}AAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM|
KOP SKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM|

PENGAJUAN SP2D TAHUN UANG (TU)
Nomor : .........e.ee.

Sehubungan defngan Surat Perintah Membayar (SPM) TU nomor ..
tanggal ... bula;n ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. .....
(terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX, dengan
1ni menyatakan'idengan sebenar benarnya bahwa :

{. Jumlah Uang TU tersebut diatas akan dipergunakan untuk

keperluan guna membiayai keglatan yang akan kami laksanakan
sesuai DPA—SKPD

2. Jumlah Ua.ng TU tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran — — pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku
harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi
pernyaratan pengajuan SP2D TUpada SKPD kami.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Materai)

{(Nama Jelas)
NIP.




SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG
DILAMPIRI |
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN
KOP SKPD
| SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUME:N DAN LAMPIRAN SPM TAMBAHAN UANG (TU)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama D eeteetitieeaneneanen

NIP D ereeanreeaeeeeanns
Pangkat/Gol : ..ccoiviiiiinnnennns
Jabatan 3 U

Selaku PPK-SKPD

Menyatakah dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran
Surat Perintah Membayar (SPM TU) nomor .... tanggal .... bulan....

tahun..... telah lengkap dan Sah sesuai ketentuan peraturan
perundang—undéngan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada
prosedur pengaIS1pan SKPD ...... , serta kami  bertanggungjawab

sepenuhnya atas pernyataan ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya

ini tidak benar,}maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan
yvang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa
paksaan dari p1hak manapun.

PPK-SKPD

(Materai)

[(Nama Jelas)
NIP.




CHECKLIST KE%ENGKAPAN DOKUMEN SPM TAMBAH UANG (TU)

KOP SKPD
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM
i TAMBAH UANG (TU)

Keterangan

No Uraian Ada Tidak

PPK-SKPD

(Nama Jelas)
NIP.



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PA/KPA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN PA/KPA

Sehubungalfq dengan usulan Surat Perintah Membayar (SPM)
Tambah Uang (TU) yang kami ajukan dengan jumlah Rp. ...........
(terbilang) untuK keperluan SKPD .... Tahun Anggaran 20XX kegiatan
e sub kegia{tan ....... , maka dengan ini atas uang tersebut kami
menyatakan denigan sebenar benarnya bahwa :

1. Atas Tambahfan (TU) tersebut diatas kami akan mempertanggung
jawabkan selambat lambatnya tanggal 20XX.

2. Tambahan Uang tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan
DPA | S SKPD
Kabupaten
Bombana.

Demikian §surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk
dikeluarkannya SP2D. ‘

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Materai)

(Nama_.Jelas)
NIP.



33 SPM-TU

!

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
. SURAT PERINTAH M EMBAYAR
 Tambah Uang (TU)

Tahun Anggardn:

(terbilang )

‘Nomor dan Ta1f‘1ggal SPP

Kuasa Pengguna Anggaran

No. SPM :
; ' Potongan — potongan :
KUASA BENDAHARA UMUM No/ Uraian Jumlah [Ket
DAERAH PEMERINTAH (No
KABUPATEN BQMI.E»ANA Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D
Kepada: :
Jumlah Rp........ e
Informasi : (Tidak mengurangi
jumlah pembayaran SPM)
SKPD: i Uraian
Bendahara/plhak lain sn........ No. (NO . Jumlah Ket
: . Rekening)
No. Rekening Bank :.........
Nama Bank :...cccoceeeeennennn..
‘ Jumlah Rp........ e
NPWP i,
Dasar Pembay:aran ..........
Untuk Keperlufan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE "URAIAN| NILAI Jumlah Yang | Rp.ueeuen..... ,-
' KEGIATAN | Diminta
Jumlah Rp.eeeeaanae.t. =
Potongan
Jumah Rp....... ,-| Jumlah Yang | Rp............ -
Dibayarkan
Uang Sejumlah: (.....cceu...... )
S , tanggal ... ... ...
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. Pengguna Anggaran/

(nama lengkap)

SPM ini sah a:ipabﬂa telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala

SKPD




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPT-JM|
KOP SKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

PENGAJUAN SP2D LS PENGADAAN BARANG DAN JASA
'Nomor D eeeiecnennanen

Sehubungan de;ngan Surat Perintah Membayaf (SPM) LS Barang dan
Jasa nomor tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan
sebesar Rp. ..... (terbilang) untuk keperluan SKPD .... Tahun

Anggaran 20XX§, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya
bahwa : | |

1. Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut diatas akan
dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang
akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Belanja LS EPengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran — pengeluaran yang
menurut Kketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
pembayaran lainnya. '

‘Demikian §urat pernyataan Tanggung jawab ini dibuat, untuk

melengkapi pernyaratan pengajuan SP2D LS Pengadaan Barang dan
Jasa pada SKPD kami.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Materai)

{Nama Jelas)
NIP.




SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PPK-SKPD (BERMATERAI) YANG

DILAMPIRI :
CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPM LS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama P
NIP S N
Pangkat/Gol : ...l
Jabatan- 3 U

Selaku PPK-SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran
Surat Perintah fMembayar (SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa)
nomor .... tanggal .... bulan.... tahun telah
lengkap dan Sa:ih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada prosedur
pengarsipan SKPD ...... , serta kami bertanggungjawab sepenuhnya
atas pernyataari ini. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak
benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang
berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa
paksaan dari plhak manapun.

PPK-SKPD

(Materai)

(Nama Jelas)
NIP.




CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS PENGADAAN
BARANG DAN JASA

KOP SKPD

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS PENGADAAN
BARANG DAN q?ASA

? . Keterangan
N :
© Uraian Ada | Tidak
........... , XX
PPK-SKPD

(Nama Jelas)
NIP.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FISIK DAN KEUANGAN
PA/KPA DAN

PENYEDIA (Masing-Masing Bermaterai)

: KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FISIK
DAN KEUANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan : PA/ KPA SKPD ...... R
Alamat '
Yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama
‘Jabatan D1rektur/ Direktris CV/ PT / TOKO..icoviiiiiiiiannnnnn...
Alamat
Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Berdasarkani:
1. DPA-SKPD Nomor : ..... Tanggal ...... Bulan ..... Tahun .....

Kegiatan Pekerjaan.
2. Surat Perjan_]lan Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor

Ceeeeans Tanggal ........ Bulan ....... Tahun ...... Nilai Kontrak : Rp.
........ ( );;

3. Perubahan (Addendum) Kontrak Nomor : ............ Tanggal
........... Bﬁlan veeeeees.. Tahun ......dengan Nilai : Rp. ........ ( }
apabila add; .

4. Berita Aca:ra Pembayaran Nomor : ......... Tanggal ........ Bulan
....... Tahun ......

5. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaeim/ Pengawasan/Barang Jasa/Fisik........ % Tangga!
..... Bulan ........ Tahun .......

Menyatakah Bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab
sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai

Termyn/ MC .............................................. Sebagaimana diatur
dalam paéal ................ Ayat  ............. Surat perjanjian
(Kontrak / SPK/SP) Nomor D eeerteeeeeeaans tanggal.......... bulan
........ tahun ceneeen |

2. Apabila d;kemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan
temuan p’lhak APIP (Inspektorat daerah)/BPK, maka bersedia
mengemba}likan kerugian daerah atas temuan tersebut.



3. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, ....... XX
PIHAK KEDUA ‘ PIHAK
PT/CV/Toko PERTAMA

....... | PA/KPA

{Materai)

Nama Jelas
NIP. .coeo.......

Nama Jelafs
~ Jabatan




KOP SKPD

e

SURA:T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertan(:iatangan di bawah ini :

1. Nama i

Jabatan : PA/KPA SKPD .....c..cccevvvnininannnn...

Alamat i

Yang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Jabatan : Direktur/Direktris CV/PT / ToKO....ccoevvvenvieninnnn...

Alamat

Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan ,
DPA-SKPD Nomor : ......... Tanggal ........ Bulan ....... Tahun ......
Kegiatan ..... e Pekerjaan ....
Surat Perja:hjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Nomor
......... Tanggal veeee... Bulan ....... Tahun ...... Nilai Kontrak : Rp.
........ ( ), !
Perubahan (Addendum) Kontrak Nomor : ............ Tanggai
........... ‘Bulén cereeree.. Tahun ......dengan Nilai : Rp. ........ ( )
apabila ada;
Berita Acara Pembayaran Nomor : ......... Tanggal ........ Bulan
....... Tahun ......
Laporan Kemajuan - Pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaan/Pengawasan /Barang Jasa/Fisik ........ % Tanggal .....

Bulan ........ ‘Tahun ....... :

Menyatakan Bahwa :

I.

b

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA  bertanggungjawab
sepenuhnya 'atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai

Termyn/MC  .....c......... Sebagaimana diatur dalam pasal
................ Ayat ............. Surat perjanjian (Kontrak/SPK/SP)
Nomor : ..... ceeenn tanggal .......... bulan ........ tahun .......

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan
temuan pihr:ak APIP (Inspektorat daerah)/BPK, maka bersedia
mengembalik:an kerugian daerah atas temuan tersebut.



3. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

| Arga Makmur, ....XX
PIHAK KEDUA IPT /CV /Toko ....... PIHAK PERTAMAPA/KPA
{Materai)
Nama Jelas ; Nama Jelas

Jabatan f NIP..co.........



RINGKASAN KON;TRAK /SPK/SP (Bermaterai)

KOP SKPD

RINGKASAN KONTRAK/SPK/SP

Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD dengan uraian
sebagai berikut : ‘

. Nomor dan Tanggal DPA

. Kode dan Narrfla Kegiatan

. Kode dan Nama Rekening Belanja

. Nomor dan Ta;nggal SPK/kontrak

. Nama/Kontraktor Perusahaan

NPWP Perusahaan

. Alamat Perusfahaan

. Nilai SPK/Kontrak

. Uraian dan Vélume Kegiatan :

NO Uraian | Kuantitas Harga Total Harga
Pekerjaan Satuan

9"\01-@-&6[\9.**

OOW N

i

10. Nilai Denda (j;"ka ada) D Rp.
11. Cara Pembay:%tran : SP2D LS Melalui Badan Keuangan
: dan Aset Daerah Kepada Bank
........... Dengan Nomor Rekening

12. Jangka Waktu Pelaksanaan
13. Tanggal Penyélesaian Pekerjaan :
14. Jangka Waktu Pemeliharaan

Arga Makmur, XX

Pengguna Anggaran/Kuasa
-Pengguna Anggaran

(Materai)

Nama Jelas
NIP. ccceuea......

Catatan : ,

- Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan
dengan peré‘ubahannya

- Digunakan sebagai pengganti dokumen kontrak/surat
perjanjian kerja sama disaat pengajuan pencaiaran LS



KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN PAJAK
(SWAKELOLA)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama .

Jabatan : PA/KPA SKPD ...

Alamat ’
Berdasarkan DPA-SKPD Nomor : ......... Tanggal ........ Bulan
Ceeeees Tahun Kegiatan.......... Pekerjaan .... APBD SKPD.......
berdasarkalfl paket pekerjaan yang dikerjakan secara
swakelola.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PA Bertanggungjawab sepenuhnya atas Pajak yang ditagihkan
sesuai konfrak Swakelola Nomor: ............ Tanggal XX

2. Pajak yang ditagihkan adalah Pajak belanja Barang dan Jasa
sesuai dengan RAB yang ada.

3. Pajak yang dltagﬂlkan adalah
Kegiatan | = :.......
Paket Teveeenn
KSM Pelaksana  : .......
Rincian Paj;ak Doeeeenns

PPN . Rp. .....
PPh 21 Rp. .....
PPh22 Rp......
PPh 23 "Rp. .....

. . PPh Final (4) ayat 2 Rp. .....

4. Bukti Pemotongan dan penyetoran pajak akan dilaporkan
kepada .... (SKPD yang menangani urusan keuangan) pada saat
pengajuan usulan Pencairan Dana berikutnya.

5. Pernyataan ‘ ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaiman;et mestinya.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(Materai)

Nama Jelas
NIP. ccoeeo......

Catatan:
- Daftar fPemotongan Pajak = Swakelola ............ kegiatan
TA.20xx termyn 100%



3.4 SPM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: No. SPM : ‘
: Potongan — potongan :
KUASA BENDAHARA UMUM No) Uraian Jumlah [Keteran
DAERAH PEMERINTAH (No. gan
KABUPATEN BOMBANA Rekening) |
?upaya. ‘menc?rbnkan SP2D Jumlah Rp. ......
Kepada: :
Informasi : (Tidak mengurangi
, : jumlah
SKPD : . ....-..;. ......... pembayaran SPM)
' O Uraian
Bendahara/ pihak lain : ......... No| (No. Jumlah I[Keteran
N o. Rekening Bank :......... Rekening) oan
Nama Bank :..................
NPWP  :......... A Tumian R
Dasar Pembayaran : ............ e SARALLLL
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE URAIAN| NILAI Jumlah Yang Rp. ceeea.n... ,-
KEGIATAN Diminta
Jumlah Rp. ceeeeiil -
i Potongan
Jumah | Rp....... ,-| Jumlah Yang Rp. ceeaeee.. ”—
: Dibayarkan
- Uang Sejumlah: (......c.......... )
Jumlah SPP Yeiing Diminta: Rp.|... ... ... , tanggal ... ... ...
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pen na Anggaran
(terbilang ) ‘ g8t B8
Nomor dan Tanggal SPP (tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.coiiiiiiiieieaaannn

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala
SKPD




q. PERINTAH PENCAIRAN DANA
a. Ketentuan% Umum

Perintah pencauran dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM vang
diterima idan PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut
ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk
mencalrkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada
pihak- plhak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.
Proses perlntah pencairan dana memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektromk
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 Peraturan Daerah
Kabupateﬁ Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
_ Keuangan Daerah, pengaturan permtah pencairan dana adalah
sebagai benkut
a. Kuasa ;BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank
operas1ona1 mitra kerjanya.

b. Penerb;tan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM
c. diterima. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa -
BUD berkewajiban untuk:
I. menéh'ti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa SuratPernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
ii. mengujikebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;
iii. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
iv. menierintahkan pencairan dana sebagai dasar
d. Pengeluaran Daerah. Kuasa BUD tidak menerbitkan
SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PA/KPA; dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa :BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D
tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
dlterlmanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Perintefh Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan
memuatinformasi tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Junilah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tu_man pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
menjadi:
a) pihak penerima mnon-pihak ketiga atau pihak ketiga
penyediabarang/jasa :
b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai



 b.

ketentuan padaBAB V.C
Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD
dengan Bank harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan
dalam Permtah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua
belah plhak dengan tetap memperhatikan keamanan digital
pada s1stem masing-masing.

b. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat

Pernyatgan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD dan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD

melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

i. Meneht1 dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terka}t tidakmelebihi sisa anggaran;

ii. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkaittelah disediakan;

iii. Menéliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjfadipersyaratan pengajuan SPM;

iv. Mengujikebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/

atau KPA apabila:

1) ,tldal‘( dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-
SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan
dokumen dan

3) belan_]a tersebut meleb1h1 sisa anggaran dan/atau dana

tidak tersedia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa

BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)

hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang
didokumentasikan dalam SP2D.

C. Dokumen Terkait

 Nustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai
~ berikut:



'y

3.1 SP2D-UP
FORMAT SP2D - UP
PEMERINTAH | KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
BOMBANA (SP2D)
i NOMOT & civvivnnnennacees
Nomor SPM Dari : BUD/ Kuasa BUD
Tanggal ' NPWP 1 eeiteccescsnsresacaans
Nama SKPD : Tahun Anggaran : .....c..ccceeeeeeeens.
Bank Penglrlm e eeivesesesesesseessensesseseestanassasasasasacaesancsssascattsonne
Hendaklah mencalrkan / memlndahbukukan dari buku Rekening Nomor :
B Uang sebesar RD ...ooceviiiniiiiineiiieieaenes (terbilang )
Kepada : T et eeesesennsecesseaseracsnasanasasstsenanen
NPWP | S rreiemserecesessresseairanans SUURRP
No. Rekening Bank :....c.ccoceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiee..
Bank Penerirria L eeeeseseenesesesessesetsaaneranesasssrres
Keperluan Untuk  f..o.cooeciiiiieiniiiia.
Pagu Anggaran : RP. .co.ccceerriecccriiiiiiiiiiiiien..
NO | KODE 'KEGIATAN/SUB [URAIAN JUMLAH (Rp)
| KEGIATAN | A
1. ' ‘
2.
3.
Jumlah
Potongan-potongan :
No. | Uraian/(No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1. f '
2.
3.
| Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. | Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1. ; .
2.
3.
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan \
Jumlah yang Diminta Rp.ceeannen.. ,-
Jumlah Potongan RDeveinennn. -
Jumlah yang Dibayarkan Rp.eereennnn.. .-
Uang Sejumlah: .. ...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiennnaieeannns
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk | ...... tanggal ......
Lembar 2 : lf’engguna Anggaran /Kuasa Pengguna| Kuasa Bendahar:
Anggaran Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD ‘
Lembar 4 : Pi;hak Penerima (tanda tangan)
| (nama lengkap)
NIPaiiiaaann,




3.2 SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU

Nama SKPD : |

Tahun Anggaran :

PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)) o
BOMBANA NOIMOT @ cevvenvnnnnnnacns

Nomor SPM : Dari BUD/ Kuasa BUD
Tanggal : NPWP 1 iiiieeerienensneanas

---------------

Bank Pengirim
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :
...... Uang sebesar Rp

...........

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-----------------------------------------------------------------------

(terbilang |

No. Rekening Bank
Bank Penerimafl
Keperluan Untjuk
Pagu Anggaran :

............................................

Rp.

.............

............................................

---------------------------------------------

...........................................

...........................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NO

KODE KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

JuU

MLAH (Rp)

1

2

3

Jumlah

| Potongan-potongan :

NoO.

Uraian (No. Rekening)

Jumlah (Rp)

Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi: (tidék mengurangi juml

ah pembayaran SP2D)

No.

Jumlah (Rp)

Keterangan

1.

Uraian (No. Reken in g)

2.

3.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Jumlah yang Dibayarkan

Uang Sejumlal: ....oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirieerannnns

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran '

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

......

Kuasa

tanggal
Bendahara

Umum Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap

.................




3.3SP2 -TU

FORMAT SP2D - TU

PEMERINTAH KABUPATEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN (SP2D>)
BOMBANA | DANA
? NOINOT & vvvvevenninnnnns
Nomor SPM : Dari ;| BUD/ Kuasa BUI)
Tanggal : : NPWP e
Nama SKPD : ! Tahun Anggaran :| .......cccevveeenane..
Bank Pengirim : ................. et sttt ettt e tettatetbesataaasetaaeearesans
Hendaklah meﬁcairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :
................. Uang sebesar Rp.....covovvveeiiiiiiciennnen.... (terbilang)
Kepada ; e -
NPWP D eeeeeeeeeeneraraaaanes i ieeeeeeeeneenas
No. Rekening Bank : .. ... eeeeeenenaees
Bank 1305 1 o 1o = I U
Keperluan Untuk . .......ccceiiiiniinneinnvnnennnnnnn.
Pagu Anggaran S R et
NO | KODE KEGIATAN/SUB URAIAN JUMLAH (Rp)
KEGIATAN '
1 i
2
3
Jumlah
Potongan-potongan : :
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1. | '
2.
3.
Jumlah }
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1. - ;
2.
3.
. Jumlah
SP2D yang Dibayarkan _
Jumlah yang Diminta Rp.ceeeeannaaas =
Jumlah Potongan Rp.iiereenennn.. -
Jumlah yang Dibayarkan Rp..c.caa....... e
Uang Sejumlah: .......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereeeeennns
' e tanggal .... . '
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk Kuasa Bendalhara

: Umum Daerah
Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran :

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD ' (tanda tangan)
Lembar 4 : Pihak Penerima

(nama lengkap
NIP...ccoeeven.e. ‘




3.4 SP2D-LS |

FORMAT SP2D - LS

PEMERINTAH | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
KABUPATEN B@MBANA Nomor : ....c.civueennn.
‘Nomor SPM : Dari : BUD/ Kuasa BUD
Tanggal : : NPWP L e eiieieeiccteneeae.
Nama SKPD : Tahun ANggaran :  ..ceeeeevvieeennnnnn.
Bank Pengirim ' .c.coiiiieiiiieiiiieiiieaeeearaeaeaeaeeaeaeearaneeseenenenans .
Hendaklah menzcairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :
.................. Uang sebesar Rp ....cccvvveevviiieieennn..... (terbilang )
Kepada 5 e eeeeeteteeeereetesaeenreaeneaaas
NPWP ‘ D eeietceicecicctiecscartorttassonnnan
No. Rekening Bank @ ...
Bank Penerimaf D eeeeetieteteneeeeietecieiiaaaaes
Keperluan Untuk R SN
Pagu Anggaran PR 4 & TR
NO | KODE KE(,}IATAN /SUB URAIAN JUMLAH (Rp)
KEGIATAN |
1. y ;
2.
3.
Jumlah
Potongan—potongan :
No | Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1. ?
3.
Jumilah
- Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No | Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
=1, [ ‘
3.
. Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
- Jumlah yang Diminta RPeeieeeenans -
Jumlah Potongan RpP.eeerevennnn. ,-
Jumlah yang Dibayarkan | Rp............. -
Uang Sejumlah: .............................................
- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk | | tanggal ......
Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Penggunal Kuasa Bendahara
Anggaran Umum Daerah
Lembar 3 : Arsif) Kuasa BUD
- Lembar 4 : Piha1:< Penerima _ (nama lengkap)
NIP...covviiiannen




T. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
a. Ketentuanl Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan
pengendahian atas pelaksanaan Dbelanja yang menjadi
kewenangannya. ’

- Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluarein /Bendahara  Pengeluaran Pembantu memuat
informasi, ahran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dllakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menggunakan buku- buku sebagai benkut

Buku @ Kas Umum

Buku Pgmbantu Bank

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku | Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Pe%mbantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatani buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a. Bukti tr:%msaksi yang sah dan lengkap

SPP UP/GU/TU/LS

SPM UP/GU/TU/LS

SP2D ‘

Dokumen pendukung lalnnya sesuai peraturan perundang-
undangan

'b. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
i. Penerimaan Uang Persediaan

Bendeilhara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/ SP2D—GU/ SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan
pada EBuku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku
Kas P;embantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan
jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

ii. Pelim;i)ahan Uang Persediaan
Pelimf)ahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada
BukuiPembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan
jumlah UP yang dilimpahkan.

iii. Pergeseran Uang Persediaan
Dalarri hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat
di bari_k ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeiuaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank
di sisi%pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di

Moo o

o 0T



sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang
digeser.
iv. Pemb;ayaran belanja oleh Bendahara

Atas{ pembayaran yang  dilakukan Bendahara
Pengéluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK
secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan
mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku
Pembgntu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belan_]a pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja
bruto

V. Pembeman Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencalran Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara

Penge;luaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan

kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku

Pembiantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu

Panjar di sisi pengeluaran. :

vi. Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK

atas penggunaan uang panjar, Bendahara

Penge}uaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat

di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub

Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

1. Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar
dari PPTK, Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu
Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
perierimaan sebesar yang dikembalikan.

2. Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Perigeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
mefnbayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu
Kaé Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang
dibayarkan. |

vii. Belan_]a melalui LS

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS

dengah melakukan pencatatan pada BKU di sisi
peneri:maan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang
sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian

Objek% Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah

belanja bruto.

viii. Pemuflgutan dan Penyetoran Pajak
1. Pada saat pemungutan/ pemotongan pajak, Bendahara



Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
méncatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku
Peimbantu Pajak di sisi penerimaan.

2. Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara,
Bejndahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan
Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

~ b. Buku gKas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluiaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan
dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengelu;aran /Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
PA/ KPA Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
Kas. f

c. Dokumen ;Terkait
Nustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran
antara lain sebagaiberikut : :

31 Register SPP-SPM-SP2D
REGISTER SPP/SPM/SP2D

Disetujui oleh : | Disiapkan oleh :
Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran ’ Pembantu

Nama Nama

................



32 BKU;
 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

. SKPD....

TAHUN ANGGARAN

; BUKU KAS UMUM
Periode.........

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara
- Pengeluaran PembantuRp..........cccceeiinon...

(Terbilang ................... )

Terdiri daﬁ: ‘

a. Tunai | Rp.cciieieiiiiiiainaannnan..

b. Bank : Rp....cccoiiiiiiiii
Disetujui oleh : Disiapkan oleh :
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa% Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran - Pembantu
Nama Nama



3.3 Bukuj Pembantu Bank

I ot
» e KABUPATEN Y

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SKPD....

TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU BANK

Disetujui oleh : Disiapkan oleh :

Pengguna Bendahara Pengeluaran/
Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran Pembantu

Nama Nama



3.4 Bukui Pembantu Kas

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SKPD....
TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU KAS
Periode

Disetujui oleh : Disiapkan oleh :
Pengguina Bendahara Pengeluaran/
Anggaran/  Kuasa Bendahara Pengeluaran
Penggui.na Anggaran - Pembantu



3.5 Bukui Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SKPD....
TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU PAJAK

Disetujﬁi oleh : Disiapkan oleh :
Penggulfla Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran Pembantu

Nama Nama



3.6 Buku Pembantu Panjar

5 eyt
£ KAE»UPAYENN‘\;,

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SKPD....

TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU PANJAR
Periode

.........

Disetujlji oleh : Disiapkan oleh :

Penggufxa Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran | Pembantu

Nama Nama



3.7 Bukuj Pembantu per Sub Rincian Objek

AT xezupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
SKPD....
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekeniﬁg .................................................
Nama Rekenfing .................................................
Jumlah Anggaran (DPA) Do eerenrneneeneneeeeeseee e
Jumlah Anggaran (DPPA) D....ccceeruurieeianumreeeaaineeennneeeaann.

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
Periode.........

Disetujui pleh : Disiapkan oleh :

Pengguna% Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa = Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran, Pembantu

Nama Nama



S. PENYAMPAIAN LAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN

a. Ketentﬁan Umum
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya,

Bendal'jlara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembar}tu harus menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan

penyarr%paian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran

data, éeﬂa penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Berdas:arkan ketentuan dalam Pasal 145 Peraturan

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang

Pengelélaan Keuangan Daerah, laporan

pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara  administratif wajib
merripertanggungj awabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
seca;a fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ
pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10
bule;n berikutnya.

c. Keténtuan batas waktu penerbitan surat pengesahan
LPJE pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

d. Penjrampaian pertanggung jawaban Bendahara
‘ Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat
pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31
Dessember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

menga:tur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat
dalém kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

i ﬂPJ Penggunaan UP
1. LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara
 Pengeluaran padasetiap pengajuan GU.
2 LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA



i,

iii.

iv.

mela1u1 PPK- SKPD dllamplrl bukti-bukti belan_]a
'yang lengkap dan sah.

.gLPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran
pengajuan SPP- GU.

Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP
disampaikan secara khusus (tidak menjadi

lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai
laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran
‘sisa dana UP ke RKUD.

Pertanggungjawaban penggunaan TU

1

.f;Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan
‘oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
%dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk

'mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai
%pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

.| Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
‘kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti
Ebelanja yang lengkap dan sah.

. PPK-SKPD/PPK-Unit = SKPD melakukan
verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum
_ditandatangani oleh PA/KPA.

Pertanggung] awaban Administratif

1.

;Pertanggun’awaban administratif disampaikan
j[oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui
'PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
 berikutnya;

Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ
fyang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi
‘dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yangdilampiri:

- a BKU;

'b. Laporan penutupan kas (BKU); dan

¢. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ
- administratif disampaikan paling lambat tanggal
10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti
. setoran sisa UP.

Pertanggun.awaban Fungsional

1.
. Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
. paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
' Pengeluaran Pembantu, dilampiri:

' a.Laporan penutupan kas; dan

Pertanggungjawaban fungs1ona1 disampaikan oleh



b.LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

1. {Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh
§Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
setelah mendapat persetujuan PA.

2. Pada bulan  terakhir tahun anggaran,
‘pertanggungjawaban fungsional disampaikan
paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

b. Ketentiian Pelaksanaan
a. Pertanggun’awaban Penggunaan UP
i. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara

Pengeluaran menyiapkan LPJ penggunaan UP.

il Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP

dlsampalkan kepada Pengguna Anggaran melalui
PPK—SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU
depgan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

3)

Behdahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan
TU setelah TU yang dikelolanya telah habis
digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan
dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
seJak TU diterima.

Bepdahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Pehggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD
dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan.

b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran.

c) Meneliti keabsahan bukti

c. belanja. Pertanggungjawaban
Administratif
1) Penyusunan LPJ

a) Seﬁap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan
LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara
memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan /atau per kegiatan yang dilampiri:

1) BKU;



§(2) Laporan Penutupan Kas;
8) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2) Penyampaian LPJ Administratif
- a) |Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b)  PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
administratif dengan langkah-langkah sebagai
‘berikut:
§(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda
.~ bukti belanja yang terdokumentasikan dalam
- buku atau laporan terkait
(2) Meneliti penerimaan SP2D yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan
terkait
(3) Melakukan analisis kesesuaian dan
} kepatuhan terhadap proses Dbelanja dan
- pengeluaran kas

c) [Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD
‘menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta
éperbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
'Bendahara Pengeluaran.

d): Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan
zlengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan
penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara
- secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

e) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ
Bendahara yang suda.h diverifikasi sebagai bentuk
- persetujuan.

d. Perta}nggun’awaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani
OIEeh Pengguna Anggaran, Bendahara
Péngeluaran menyampaikan pertanggungjawaban
fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk
diitandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi
dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran
sebaga1 bentuk persetujuan.

e. Pertanggung]awaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu, meliputi:
1) Pértanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
a)| Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan
| Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan
' penggantian limpahan UP.

b)§ Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD



berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-
‘bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara
;§Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ
Bendahara Pengeluaran.

2) Pertanggungiawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan
. oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU
: yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah
' sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU
diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
- kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

' berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja
. yang lengkap dan sah.

) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
~ terhadap LPJ penggunaan TU sebelum
~ ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan
' LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:
(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk
mendapatkan persetu_]uan

c. Dokuinen Terkait

Hustrasi dokumen - penyampaian laporan

pertanggung]awaban bendahara pengeluaran antara lain
sebaga1 berikut:



31 LPJ-UP

KAGUPATEN

\7 PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

¥ &\ SKPD....
) TAHUN ANGGARAN ‘
¥ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG

PERSEDIAAN
j Periode.........

Besaran UP Berdasarkan SK KDH :

Uang Persediaan (UP) Awal Periode  f......cocoiveeieiiiiiiiiiiiin.,
Penggunaah Uang Persediaan (UP  :.oiiiiiiiiiiiiiiiii e
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode :.....coeiiiniiiiiiiiiiiiiianinn...
Urusan | D e ieeieececiceceesecevsenaeteeeanaaataaaatenanaas
‘BidangUrlrj».san: e et eeeeceecaecneataa ettt eetteaae e renenaaas
‘Program D eeeeeeeetisceiieieiiieceececnceceacicstsiotsssnannse
Kegiatan L et eecteceeiceeeeeanttatcitaetastetieeteeenaans
-Sub Kegiatan T eedecvseiesnsesvescccaisannracasanasenrasasancernns
‘Kode Uralan Jumlah | Belanja | Akumulasi Sisa
Rekening Anggaran | Periode Belanja Anggar
’ Ini an

L o E 3= T o
Bidang Urli.lsan: ....................................................
Program ....................................................
Kegiatan e,
Sub Kegiatan ..

Kode. Uraian| Jumlah| Belanja Akumulasi Sisa
Rekening Anggaran| Periode Belanja

N g Anggar
an

Bendahara Pengeluaran



32 LPJ-TU

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
'SKPD.... |
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN | |

Periode.........
Prograrm = i iiiitiiiii ittt eiataea e e
Sub Kegiatan = ...oiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt
Tanggal SP2D TU ..ottt
Kode Uraian Jumlah
Rekening
Total
Tambahan Uang
Persediaan ~ Sisa
Tambahan Uang
Persediaan
Menyetujui,§ , Disiapkan Oleh,
Pengguna Ar}ggaran - Bendahara Pengeluaran
Nama ' Nama

NIP.... ~ NIP....



33 LaporQn Penutupan Kas

A RABURATEN.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN PENUTUP KAS
Periode.........

.....................

.....................

Dengan %memperhatikan Peraturan Bupati Bombana
No....... Tahli,ln ....... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan EDaerah, bersama ini kami sampaikan Laporan
Penutupan, Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara
Pengeluarain SKPD .......coee..l.. adalah sejumlah Rp dengan
perincian sebagai berikut:
A. Kas di Bendahara Pengeluaran
'A1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 Jurfnlah Penerimaan . Rp.

A3 _Juxinlah Pengeluaran  Rp.

A4 Sal%lo akhir bulan tanggal Rp.

Sald'oé Akhir bulan tanggal............... terdiri dari saldo di
: kas tunai sebesar Rp................. dan saldo di

bank sebesar Rp..cccoeveeeianaaa...
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1 Salido awal bulan tanggal Rp.

B2 Jumlah Penerimaan Rp.

B3 Jumlah Pengeluaran Rp.

B4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

S‘aldo;% Akhir bulan tanggal............... terdiri dari saldo di
: kas tunai sebesar Rp................. dan saldo di

, bank sebesar Rp...ccocevveiaaa.. ...
A. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

€1 Saldo Kas Tunai Rp.
c2 Saldo Bank Rp.
c3 Saldo Tunai Rp.
| Bendahara
Pengeluaran
Nama

NIP...



i

34 SPJ AMnistraﬁf

AT,
o KATUPATEN )

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
'SKPD....
'TAHUN ANGGARAN

]

LAPORAN PERTAI:\T GGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ ADMINISTRATIF)

SPJd LS| SPJ LS Barang SPJ
Gaji Jasa UP/GU/TU Jumlah Siset
s.d s.d SPJ Pagu

Bul | Bul | 39| gu | Bu | 59| (LS+UP/GU/T| Ange

an |an Bul an [a n Bul U) aran
Lal |Ini |2 Plygy|mi |2 ) g4 Bulan
i i .

u ini

Kode ;
Rek Uraian | Jumlah

E
~EB R EW
“EBPEWA,

Penerimaan |
-SP2D ’
~ -Potongan Pajak
a. PPN }
b. PPh 21 |
c. PPh 22 |
d. PPh 23 |
e. PPh Final
-Lain-lain |
Jumlah |
Penerimaan|
Pengeluaran
-SPJ
-PenyetoranPajak
a. PPN
b. PPh 21
c. PPh 22
d. PPh 23 |
e. PPh Final
-Lain-lain
‘Jumlah
Pengeluaran
Saldo Kas ! ,
Mengetahui, Disiapkan Oleh,
Pengguna Mggaran Bendahara Pengeluaran




3.5 SPJ Fungsional

A7 RaeurATER N,
i

SKPD....

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN

BOMBANA

¢

LAPOFRAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Periode.........

PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL)

Ko
de

Urai Jumlajih

a Anggaran

SPJ LS Gaji

SPJ LS Barang]
Jasa

SPJ

. UP/GU/TU

s.d
Bu
lan
Lal
u

s.d
Bul
an
ini

Bul
an
Ini

s.d
Bu Bul
la an
n Ini
Lal
u

s.d
Bul
an
ini

s.d
Bu
la
n
Lal
u

Bul
an
Ini

s.d
Bul
an
ini

Jumlah
sSPJ
(LS+UP/GU/T
U)

s.d

ini

Bulan

Sisa

Pagu
Angg
are!t:

Penerimaan

-SP2D

-Potongan
Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

e. PPh Final!

-Lain-lain

Jumlah
Penerimaan |

Pengeluaran

-SPJ

-Penyetoran
Pajak

a. PPN

b. PPh 21

c. PPh 22

d. PPh 23

e. PPh Final

~-Lain-lain

Jumlah ;
Pengeluaran |

Saldo Kas .

Mengetahui;

Pengguna Anggaran

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran

.....



cC.

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

a. Ketentuah Umum
a. Pelaksanaan pekerjaan /pembayaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan  lainnya sesuai dengan
ketentfuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggar:an berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat
terjadi akibat:
i.kétérlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
disélesaikan 100% pada tahun berkenaan;
ii.perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
keténtuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
merflgenai pengadaan barang dan jasa;
iii.kea:(iaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
maj'eure) sesuai peraturan perundang-undangan
iv.kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketléntuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasiil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

. Pelakéanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada

tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan

sebagai berikut:

1) meiakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) perhbayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

3) me;ngesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

.Pelak:sanaan pembayaran . atas perpanjangan waktu

pelak§anaan pekerjaan sesuai  ketentuan = peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan

baranfg dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagai berikut:

1) mélakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk

- selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

3) me;ngesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

. Pelakzsanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar
. kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan

jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah



melakl.:ikan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun
anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa
ketérlambatan penyelesaian terjadi bukan karena
kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang dan jasa;

2) Bupéti menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selegmutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) perr}bayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalém program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekéning berkenaan.

5) mexflgesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Pelakéanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undar}gan antara lain hasil putusan pengadilan yang
bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagai berikut: -

1) Keﬁala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban
pexherintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam
APBD;

2) melakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) perpbayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan. ‘

4) me:ngesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

f. Dalanfl rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas
ikatéu} perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
keten:tuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran,
harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

g I—Iasilireviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah
untuk menganggarkan dalam perubahan Perbup tentang
pen_]abaran APBD;

h. Tata | cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang
melax:npaui tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

d. BELANJA WAJ IB DAN MENGIKAT
a. Ketentujan Umum

BelanjalfE yvang Dbersifat wajib adalah belanja yang harus
dikeluatkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar



masyarak:at. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja

yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan

oleh pe:rierintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluah setiap bulan dalam tahun anggaran yang
berkenaan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan

Keuangap Daerah beberapa ketentuan umum terkait

pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan

mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan
Peratu:ran Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD ;tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
bebergpa ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA- SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat
SPD nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan
peratﬂran Bupati tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidakﬁtertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-
masing SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya
Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan
karenja kebutuhan dana yang sangat besar

Sedarigkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan
SPD dlbenkan pertriwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

b. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuén pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya

wajib danmengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Dalarh hal keterlambatan penetapan

b. APBD dan Dalam hal dokumen belum
s1ap

SUB KEGI;ATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran yang pekerjaannya dﬂakukan melalui kontrak
tahun Jamak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Daerah
Kabupateri Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan§ Daerah, Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan



terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:

a.

Dalam‘ melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun
_]amak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan
Peraturan Daerah

. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Persetfujuan bersama antara  Bupati dan DPRD
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA
dan PPAS.

Peratdran Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRDj tahunjamak sekurang-kurangnya memuat:

1) narrjla sub kegiatan,

2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

3) jun;ﬂah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1) Pekeljaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan
yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasﬂkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesman lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang
mehurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pefgantian tahun anggaran seperti penanaman
ben1h /bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan
sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

3) Jalflgka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak
meiampaui masa jabatan Bupati.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan
Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub
kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan
sthpai berakhirnya tahun anggaran.

w. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 146
sampai dengan Pasal

148 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a.

Pelak;sanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

Penenmaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dllakukan
melalul Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tldak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan



pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

. Keadae{in yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran;

2) meﬂdanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersédiaanggarannya;

3) menflbayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi
daéxf‘ah yang melampaui anggaran yang tersedia
menfdahului perubahan APBD;

4) melf.lnasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) meridanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN
akibat adanya kebijakan Pemerintah;

6) menfdanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
belum tersedia anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
dlungkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesalan pembayaran dalam
tahun anggaran berjalan.

. Pemln}dahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening

Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana

penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening

Kas gUmum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana

Cadaﬁgan yvang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan

mencﬁkupi.

. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana

Cadaﬁgan yvang akan digunakan sesuai peruntukannya pada

tahuri anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan

dengéfn Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana

Cadangan.

. Pemiﬁdahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening

Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah

pemmdahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

bebeljapa ketentuan sebagai berikut:

Terhajldap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan

pemb;iayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhé.dap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan

pemﬁiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

(BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengéaluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran



k. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas
pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
mengg{lnakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembieiyaan (BKPP).

l. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian
Plnjaman Daerah melalui RKUD.

m. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas
Penenmaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiéyaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian
pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas
Penerii'naan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerifmaan.

n. Pinjan":xan Daerah merupakan semua transaksi yang
menga:kibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membfayar kembali, yang bersumber dari:

1) perr}erintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) 1em¥baga keuangan bank;

4) lerrfbaga keuangan bukan bank; dan
5) masyarakat

o. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah

dari pemermtah pusat dilaksanakan melalui:

1) perhbayaran langsung;

2) rekiening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;
4) lett:er of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

p. Pembsukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi
penexfimaan.

q. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam
Peratilran Bupati dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

r. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengéluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

S. Penatausahaan Penerimaan Pemblayaan memuat informasi,

ahrap data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

X PENATAU$AHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarlgén ketentuan dalam Pasal 146, Pasal 149, dan Pasal
161 Pergturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun



2022ten’ca.ngr Pengelolaan Keuangan  Daerah, pengaturan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
adalah sebaga1 berikut:

a.

Pelaksanaan dan  penatausahaan  penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD

Penerlmaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sesuaif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melaklflkan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengelilaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana

Cadarlfgan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan

jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

Alokasf,i anggaran di pindah bukukan dari Rekening Kas

Umuni Daerah ke rekening Dana Cadangan.11

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa

BUD atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD berkewajlban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
d1terb1tkan oleh kepala SKPKD;

2) mengu_u kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

3) mengu_u ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) mepolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi
perisyaratan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Terha:dap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Peng@luaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Terhaidap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengéluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melulj'lasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk
penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang
serta| menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan
pexjailjian pinjaman.



. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada
rekenil’gg tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum
yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau
investaisi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.

. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas
pemanfaaatan Dana @Cadangan Pemerintah  Daerah
mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai
Lain-lain PAD Yang Sah.

Bungai Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan
dalam . mencapai 1nd1kator capaian sasaran yang telah
d1tetapkan

. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan
satu éub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian
sasaran yang telah ditetapkan. .

. Penyerfcaan modal pemerintah daerah pada badan usaha
milik 'negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya
d1tetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan
modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan
bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha
dengari mendapat hak kepemilikan.

. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerahé merupakan pengalihan kepemilikan barang milik
daerahf yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisal'ikan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbuk"uan atas penyertaan modal daerah dalam
bentulf uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan
berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

2) Buktl transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindah tanganan

atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

merupé}kan hasil bersih setelah dikurangi biaya

pelaksainaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Hasil pénjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan antara lain:

1) Pera?:uran Daerah tentang hasil penjualan kekayaan
daerah yangdipisahkan;

2) Bukﬁ hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan

daerahé yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD



menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan. -

q. Pembexf’ian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD
diperki:rakan surplus. »

r. Pengalc?kasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah
dalam Etahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
denganf mengacu - pada perjanjian pemberian
pinjaman/pemberian utang.

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam
Peratulf'an Bupati.

t. Pengalci)kasian anggaran untuk pembayaran pokok utang
yang jr%ttuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
denganj jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD dengan mengacu pada  perjanjian
utang/obligasi daerah.

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembel:i)anan melalui RKUD.

v. Pembukuan pengeluarari kas atas pembayaran pokok utang
yang jéltuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada
sisi pengeluaran.

w. Tata caira pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur
dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan
peraturian perundang-undangan.

x. Sistem  dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengehilaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

y. Penatalilsahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi,
aliran ﬁata, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukian secara elektronik.

BAB VI

LAPORAN EREALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  PERTAMA

i

APBD
1. Ketentuan§ Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan
laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya ekon<f)mi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode
Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporari Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan



perbandiqgan antara anggaran dengan realisasinya dalam
periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta
menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

I I - NI~

Pendapatan-

LRA; Belanja;

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;

Pembiéyaan; dan

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

Berdasb.rkan ketentuan dalam Pasal 160 Peraturan Daerah

Kabupate:n Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan umum dalam laporan realisasi
semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

a.

Pemerihtah Daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada

SKPD Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan

bulanan dari bendahara  penerimaan dan laporan

pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara
pengehilaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi
semest;erpertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:

1) Menfggabungkan nilai realisasi penerimaan dan
pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban
penérimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan
belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

2) Jurrjllah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belénja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke
dalam format laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester
pertama. |

3) Meﬁgisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara
anggaran dan penerimaan.

4) Meﬁgisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan nilai rencana perubahan anggaran.

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama

APBngan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA

untuk ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti

ketep’étan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam

penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan
realisé.si semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD

selakli PA menandatangani laporan realisasi semester



pertama APBD dan prognosis SKPD.

Kepa1a§ SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah
ditandétangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10
hari se:telah semester pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan' Realisasi Semester Pertama APBD
Pemerifntah Daerah Berdasarkan laporan realisasi semester
pertam;a APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala
SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-
langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester
pertarriaAPBD dan prognosis SKPD dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2) penfcatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang

. ada di BUD Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai,

BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD menjadi laporanrealisasi semester
pertania APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling
lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf léporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerjintah Daerah hasil penggabungan tersebut
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengeiolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan
persetujuan. .

Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian
d1sampa1kan kepada Bupati untuk d1tandatangan1 paling
lambat minggu ketiga bulan Juli.

Bupat; menyampaikan laporan realisasi semester pertama
APBD| dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD
paling lambat akhir bulan Juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait perubahan APBD adalah
sebagai berikut: |

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar
perubahan APBD.

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila
a. terjadi: perkembangan yang tidak sesuai

b.

d.

dengan asumsi KUA;

keada;;an yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis
belanja

keadagian yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan;

keadaan darurat; dan/atau



- e. keadaan luar biasa.

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
- 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 Peraturan Daerah

Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangani Daerah, ketentuan terkait perubahan KUA dan
perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat

berupaterjadinya:

1) pela:mpauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daeréh;

2) pela;'npauan atau tidak tereah'sasinya alokasi belanja
daerah; dan/atau |

3) perujbahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Bupati§ memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA
serta ﬁerubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
Da.lam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan
mengehai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebeluinnya. '

Dalamfrancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untﬁk ditampung dalam perubahan APBD dengan
merﬁpertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

2) capéian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegi:atan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD
apabila melampaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupat:i menyusun rancangan perubahan KUA dan

C.

rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD

dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

1) TAI?D menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
meﬁggunakan data dan informasi terkait program prioritas

 beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

.Bupat;i menyampaikan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS.

d. Bupa1;:i dan DPRD melakukan kesepakatan bersama



berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA
dan raricangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang d1tandatangan1 bersama antara
Bupati dengan pimpinan DPRD.

D. PERGESERAN ANGGARAN
1. Ketentuar:i Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 dan Pasal 156
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat ketentuan terkait
pergeseran anggaran sebagai berikut:

Pergésera?n anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar
unit orgr;inisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar
rincian objek dan/atau sub rincian objek.
a. Pergeseran anggaran terdiri atas:
1) perg:eseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dan
2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD

b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
yaitu:

1) pergeseran antar organisasi;

2) perggseran antar unit organisasi;

3) -pergéseran antar program;

4) pergeseran antar kegiatan,

5) pergeseran antar sub kegiatan;

6) pergeseran antar kelompok;

7) ,perg,:eseran antar jenis.

c. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD vyaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris
daerah

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
Pergeseran inidapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD. '

4) Pen_ibahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna

d. Perges;eran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD | yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat



dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran
APBD terleblh dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan,
pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada
pembapan penjabaran APBD.

e. Pergeséran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam 1aporan realisasianggaran.

f. Se’muaf; pergeseran dapat  dilaksanakan = berdasarkan

g perubahan DPA-SKPD Pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Bupati§ dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak
atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nas1ona1 atau daerah.

h. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan
APBD, | pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelahf perubahan < APBD, dilaporkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

i. Pergeséran anggaran dilakukan dengan menyusun
perubahan DPA-SKPD.

i PergesQran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

k. Pergeséran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

L Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan
peratu;an perundang-undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pihak | terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
berdasfarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatejn

b. Atas u:sulan tersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang
dipefrlukan jika pergeseran anggaran mengubah perda

APBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan
pers:etujuan jika pergeseran anggaran tidak mengubah
perda APBD.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
pembéhan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh
Sekda dan disahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasi;arkan ketentuan dalam Pasal 158 Peraturan Daerah
Kabupaté,n Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun



sebelumnya dalam perubahan APBD adalah sebagai berikut:
a.

Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan dapat berupa:

1) menutup1 defisit anggaran;

2) mendanal kewajlban Pemerintah Daerah yang belum
terseidlaanggarannya, ,

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi
daerah yang melampaui anggaran yang tersedia
mendahulm perubahan APBD;

4) melqna& kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN
akibjat adanya kebijakan Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
belum tersedia anggarannya; dan/atau

7) menaanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahlin anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan.

. Penggu:naan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk

pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-

SKPD. |

Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan

kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:

1) pekéxjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya, atau

2) aklb_at putusan pengadﬂan yang telah mempunyai
kekilatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya.

Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah

ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM

namuﬂ belum dilakukan pembayaran.

Pengaﬁggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun

anggarf'an sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun

belanjét dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai

kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD

berkenaan.

Pengahggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali

pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya

sesuai kode rekening belan_]a berkenaan dan dianggarkan

pada SKPD berkenaan.

Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran

sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas

Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran

ber]kutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda



tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau
ditampi;mg dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah
daerahé yang tidak melakukan perubahan APBD tahun
anggaran berikutnya.

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Berdasérkan ketentuan dalam Pasal 159 Peraturan Daerah
Kabupateh Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait pendanaan keadaan
darurat sebagai berikut:

1. Ketentuar} Umum

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
yang 'fbelum tersedia = anggarannya dalam rancangan
perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasiuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan
APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan
perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan
dalam Elaporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu
melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga
untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan
memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan di luar keadaan darurat dan
keperluar;i mendesak memedomani pengaturan dalam belanja
tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB II1.D.4.

3. Dokumeﬁ Terkait

Ilustra$i dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain
sebagai berikut:

RENCANA; KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT
KABUPATEN BOMBANA

No. JeniséKebutuhan Satuan | Perkiraan kebutuhan Dana(Rp)

1.
2.
3.

Total

Tempat, tanggal
KEPALA SKPD

NAMA
NIP



REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN BOMBANA

o

Rencana kebutuhan |Jumlah (Rp)

SKPD

P WINIPZ

LAPORAN PENQGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN

BOMBANA

Tempat, tanggal
KEPALA SKPD

NAMA

NIP

SKPD

No |Uraian

Anggaran

Realisasi
(Rp)

Penyerapan
(%)

Capaian Output

Volume | Satuan

_(Rp)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh
~atas kebenaran. ‘

Demikian lapci)ran ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA

NIP




G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
1. Ketentuap Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 dan Pasal 161

Peraturartl Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tenta;ng Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait
pendanaain keadaan luar biasa adalah sebagai berikut:

a.

b.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimaéi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalam1 kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
biasa ;| diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan
peratuijan perundang-undangan.

. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi

penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50%
(ima ipuluh persen) dapat dilakukan penambahan sub
keglatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan

2. Ketentuaril Pelaksanaan

a.

b.

Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA- SKPD.

Penjadwalan ulang dan/ atau peningkatan capaian target
kmexja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

RKA—SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai
dasar Epenyusunan rancangan Perda tentang perubahan
kedua APBD

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penenmaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
50% (1ii11a puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang
dan/ atéu pengurangan capaian sasaran kinerja program,
kegiatail dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berkenaan.

Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran
kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
1. Ketentuar;it Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 sampai dengan

Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan
terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Diaerah adalah sebagai berikut:



|

a. Penwéunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1

2}

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ran¢angan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu
pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan
untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati
dan DPRD.

Kesépakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
ranciangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
peru;bahan PPAS yang ditandatangani bersama antara

'Bupéti dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan

paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun
anggaran berkenaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi
perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-
SKPD. | |

Tatai cara pembahasan' rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketefntuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan  PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancjangan perubahan PPAS serta menandatangani nota

kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan

perubahan PPAS.

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati
menﬂelegasikan kepada wakil Bupati untuk
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
randangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesépakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

Dalafm hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
seméntara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan
rancia.ngan perubahan KUA dan rancangan perubahan

'PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan

kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota
kesépakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perlibahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
ditetfapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana
tuga!fs /penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

Da.lafm hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
seméntara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana
tugds pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan
terh:adap rancangan perubahan KUA dan rancangan



pem?oahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

b. penyusunan perubahan RKA SKPD;

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah

disepiakati Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman

perapgkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati

menczarbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan

perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam

men&usun perubahan RKA-SKPD.

Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:

a) prioﬁtas pembangunan daerah dan program, kegiatan
dan subkegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program, kegiatandan sub kegiatan SKPD;

) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-
SKPD kepada PPKD; dan

d) ddkumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
peinyusunan APBD.

Surafc edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-

SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) krfiteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) baitas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan
DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau

d) koumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA—SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang
dibutuhkan. |

Penyfampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga

bulah Agustus tahun anggaran berkenaan.

Kepalla SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD

berdasarka_n perubahan KUA dan perubahan PPAS serta

pedoman penyusunan perubahan RKA- SKPD

Perujaahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai

bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan

APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur

dalafn Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD

berlaiku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan



RKA-SKPD pada perubahan APBD.

. RKA—SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub
kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan
APBD jrang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
TAPD rrjlelalui PPKD untuk diverifikasi.

. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara perubahan RKA-SKPD dengan:

1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;

2) prakiraan maju yang telah disetujui;

3) dokuimen perencanaan lainnya;

4) capaJ;ian Kinerja;

5) indik;ator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) standar kebutuhan BMD;

9) RKBMD; |

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) progtam, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat
pengawfas internal pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuian peraturan perundang- undangan.

. PPKD n}enyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat

lampirah sebagai berikut:

1) ringl{asan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pemﬁiayaan; .

2) ringkfasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
urusén pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rinci.fan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
prbgram, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan
indikator;

b) rekapitulasi perubahan  belanja daerah  untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

, kepangan negara;

¢) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;



5)

d) smkronlsas1 Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

f) smkron1sa31 Program  Prioritas Nasional dengan
le'ogram Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi

pada PerdaPerubahan APBD antara lain:

a) da%mftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) dgftar piutang daerah;

c) déftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
te;tap daerah danaset lain-lain;

e) déftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f) daftar dana cadangan;

g) daftar pinjaman daerah.

Dokumbn pendukung terdiri atas nota keuangan dan
rancangan Perkadatentang penjabaran perubahan APBD.

Rancfangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

memuat lampiran sebagai berikut:

)

2)

3)

ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
sub r1n01an objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
perubahan penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegié.tan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
rekaf)itulasi dan  sinkronisasi perkada perubahan
pen_]abaran APBD yang dlsajlkan berdasarkan kebutuhan
1nformas1 antara lain:
a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;
b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

3] daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
belanJa bagi hasil;

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pémerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dah sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pemblayaan,

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pe;‘tambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gé.s Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,



_]ems objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan belanja dan pembiayaan;

g) smkron1sa31 kebijakan pemerintah Kabupaten
Bombana pada daerah perbatasan dalam rancangan
Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang perubahan penjabaran APBD dengan program
prioritas perbatasan Negara.

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perkada perubahan penjabaran APBD.

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD
disertai penjelasan.

L Penganggaran pendapatan dlsertal penjelasan mengenai
dasar hukum pendapatan.

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum,f lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan
sumbet pendanaan sub kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

0. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

P. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan
dan sub kegiatan dari yangtelah ditetapkan semula.

2) Penlngkatan atau pengurangan capaian sasaran Kkinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perulf)ahan DPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah perubahan.

2. Ketentuan%Pelaksanaan

Bagian I Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD
dengan 1angkah sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggéran yang terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD? menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

b. Bupati ' menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangfan perubahan PPAS kepada DPRD.



. Bupat1 dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan  PPAS.
Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

. Bupati; dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA
. dan rancangan perubahan PPAS. Kesepakatan terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani
bersama antara Bupatidengan pimpinan DPRD.

Bagian II penyusunan perubahan RKA SKPD;

. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang
telah dlsepakatl bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD
menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusﬁnan Perubahan RKA-SKPD.

. TAPD ‘menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati
untuk C11otonsa51 ,

. Bupati | menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyust;nan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala
SKPD dalam menyusun perubahan RKA- SKPD.

. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada
PPKD sébagaj bahan penyusunan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

. Kepala 'SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang
akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah
disusunf oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk
diverifikasi.

. PPKD rﬁelakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang
telah disusunoleh Kepala SKPD.

. Jika térdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala
SKPD uhtuk melakukan penyempurnaan.

. PPKD rrienyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD
yang teléh disempurnakan oleh kepala SKPD.

. PPKD ninenyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada Kepala Daerah.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup
perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian
sasaran‘z kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari



3.

yang teIah ditetapkan semula. k
Dokumen Terkalt

Ilustra31 dokumen perubahan APBD menyajikan informasi
yang bersﬁ'at dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustras; dokumen perubahan APBD disajikan sebagai

berikut: |
a. Perubahan KUA

~ b. Perubahan PPAS

IL.

ML

IV.

c. Nota kesepakatan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
€. Perubahan DPA-SKPD

Rancangan peraturan daerah 'tentang perubahan APBD
beserta lampiran Rancangan Perda tentang perubahan APBD

g Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
beserta% lampiran Rancangan Perkada tentang perubahan
penjabaft‘an APBD

h. Perubahan KUA

KABUPATEN BOMBANA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJADAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN .
PENDAHULUAN ‘
11 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
APBD (KUA)

1.2 Tujuafn penyusunan Perubahan KUA

1.3 Dasaif (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

21  Arah kebijakan ekonomi daerah

22 Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI @ DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asurﬂsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2 Asumfsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

41 Kebijzé.kan Perubahan perencanaan pendapatan daerah
yang diproyeksikan

42 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi
Pend‘iapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAjN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijékan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2 Renceflna perubahan belanja operasi, belanja modal,
belanja transfer dan



VL. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
61 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
62 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan
VIl. STRATEGI PENCAPAIAN
'~ Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
VIIl. PENUTUP|
; Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang
disepakaf.ﬂE DPRD dan Bupati dan perlu dimasukkan dalam
, Perubaharil Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
menjadi pedéman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan
Rancangan Pémbahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pimpinan DPRD Bupati Bombana

Nama | . Nama



b. Pembahan PPAS

KABUPATEN BOMBANA

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

. PENDAHULUAN
- RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
» PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

- PERUBAHAN PLAFON  ANGGARAN  SEMENTARA
BERDASARKANURUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

- RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

- PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD TA ..... dibuat untuk menjadi pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Perubahan APBDTA ..... Pada Bab ini juga Dberisikan
- kesepakatan- kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan
DPRD terhadap Perubahan PPAS.

P1mp1nan DPRD - Bupati Bombana

Nama Nama



TABEL

2.1

TARGET PERUBM PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

JENIS PENDAPATAN

BERTAMB

, SEBELUM | SETELAH DASAR
KODE| 1 pRAH| PERUBAHAN | PERUBAHAN ‘;‘JH/ BiRK HUKUM
4. |PENDAPATAN

| DAERAH |

4.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

. 4.1.0|Pajak Daerah
1. |
 4.1.0|Retribusi Daerah
2.
 4.1.0|Hasil Pengelolaan
3. Kekayaai'l Daerah
| Yang Dipisahkan
"4.1.0|Lain-Lainl PAD Yang
4.  [sah |
- 4.2. |PENDAPATAN
; TRANSFER
- 4.2.0 Pendapatan Transfer
1. ;
' 4.2.0Pendapatan Transfer]
2. |Antar
"4.3. |LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG

| SAH f
- 4.3.0|Pendapatan Hibah

1. |

4.3.0|Dana Darurat

2. |
| Lain-Lain Pendapatan
- 4.3.0|Sesuai dengan
3. [Ketentuan Peraturan
| Perundang-
| Undangén

JUMLAH 'PENDAPATAN|

DAERAH




TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIpRITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER
SKPD !

Plafon Anggaran

No| Urusan/SKPD Sebelum | Setelah Bertambah/| Ket
5 Perubahan| Perubahan | g erkurang

1 2 3 4 5 6 7

1. {Urusan/Dinas/B
adan/ Kantor
yang mengalami
perubahan
2.| Dst...




TABEL 3.2

Rincian Perubahajtn Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan SubKegiatan Tahun Anggaran...........

Urusan : xxx
Organisasi : ):(—m.x-xx.x—m.m
PLAFON ANGGARAN
PROGRAM/ ~ SEBELU [SETELA |BERTAMB,
KODE KEGMT AN/ [S\ﬁSAR ';;?RG M H AH/
SUB PERUBA |PERUBA | BERKUR |
KEGIATAN HAN HAN ANG
| (Rp) (Rp) (Rp) |%
1 2 3 4 5 6 7 8
x.xx.xx | Program ...
x.xx.xx.| Kegiatan ...
xX.xx.xx.| Sub
X.XX.X Kégiatan
x.xx.xx%.| Sub
X.XX.X Kégiatan
x.xx.xx.| Dst ..
x.xx.xx.| Dst ...
x.xx.xx | Dst ...



TABEL 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah,

~ Bantuan Sbsial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran ....

NO

PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

URAIAN |

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMB
AH/BERK
URANG

(Rp)

(Rp)

(Rp) %

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Sio|ol bl o=

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan
Irigasi; |

e. Belanja Modal Aset]

Tetap Lainnya;

f. Belanja Modal Aset
Tidak Berwujud;

(0]

Belanja Tidak Terduga

O

Belanja Bagi Hasil

10

Belanja Bantuan|
Keuangan

TOTAL




NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN |
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

TENTANG
. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
| TAHUN ANGGARAN .

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama D eeeeccttceecacccesenttetataeeanes
Jabatan : Bupati Bombana
Alamat Kantor @ cooeioiiiiiiiiiiiiiiiiiieiicnnnannnns
bertlnd’ak selaku dan atas nama pemerintah

Kabupaten Bombana

2. a. Nama S

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alainat Kantor ..

b. ~Nar_ha D e eeeeeceiecceneccectaccectatanenaaanas
Jabatan Wak11 Ketua I DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : ......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeinnn..

c. Nama SO

Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor © ..........cccioeiiieiieiennann...
d. Dst.............

sebagm Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Dengan (ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati
Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan
prioritas;j dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasai‘kan hal tersebut di atas, para pihak sepakat
terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi
perubahjan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah :(RPAPBD) Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap
Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang
menjadiédasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan

Plafon Ahggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....



Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlgah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
- Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Bupati Bombana B Pimpinan DPRD
Selaku Kabupaten Bombana

PIHAK PERTAMA Selaku
| PIHAK KEDUA

Naima
Nama KETUA

Nama WAKIL KETUA I

Nama WAKIL KETUA II



NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
‘ KABUPATEN BOMBANA

| TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
. SEMENTARATAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama e
Jabatan : Bupati Bombana ;
Alamat Kantor : ...
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten

Bombana
2. a. Nama S et edaeeeeeemeeeeeeeteaeeeeeaaais

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor @ .....ooeveeeirriineianiineieeannenns.

b. Nama D et eeeeeieieeeceeeeeeeacetceeaeaaanan
J aba;tan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor @ ......cccceeeviieiiiiiiiiiiiinieanan,

c. Nama D et ieiieeiicieiieiaiireceaaaas
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana
Alarniat Kantor @ .o iiiiiiiiaaniaaaaas

d. Dst.............

Dengan 1n1 menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)
perlu disuéun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara E(PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Peineﬁntah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasiar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkar; hal tersebut di atas, dan mengacu pada
kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang
Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat
terhadap Pérubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
vang melipuiti rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah TA ..., Perubahan Prioritas belanja daerah,
Perubahan fPlafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan
pembiayaan;‘ daerah TA

Secara 1engkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran



Sementara Tahun Anggaran ...

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....

Bupati Bombana Pimpinan DPRD
Selaku Kabupaten Bombana
PIHAK PERTAMA Selaku

PIHAK KEDUA

Nama

Nama KETUA
Nama WAKIL KETUAI

Nama WAKIL KETUA I



, KABUPATEN BOMBANA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN

MEN URUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,

DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN .

Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah /Berkur
ang

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubah
an

Sebelum | Setelah
Perubaha | Perubah
n an

2

3

4

5 6

Pendapatan

4.1

Pendapatan  Asli
Daerah

4.1.1

Pajak Daerah

4.1.2

Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

4.1.4

Lain-lain PAD

yang sah

4.2

Pendapatan
Transfer

4.2.1

Pendapatan
Transfer
Pemerintah Pusat

4.2.2

Pendapatan
Transfer Antar
Daerah

4.3

Lain-lain
Pendapatan
Daerah
Yang Sah

4.3.1

Pendapatan Hibah

4.3.2

Dana Darurat

4.3.3

Lain-lain
Pendapatan
Sesuai = dengan
Ketentuén
Peraturan
Perundang-
Undangén

Jumlah!

Pendapatan




| 5 | Belanja|
| 5-1 | Belanja|Operasi
5.1.1 | Belanja|pegawai
5.1.2 | Belanja! barang]
dan jasa
5.1.3 | Belanja|bunga
5.1.4 | Belanja subsidi
5.1.5 | Belanjajhibah
5.1.6 | Belanja! bantuan|
sosial
5.2 | BelanjaModal
5.2.1 | Belanja modal
tanah |
5.2.2 | Belanja, modal
peralatan  dan
mesin
5.2.3 | Belanja| modal
| gedung dan
bangunén
5.2.4 | Belanja | modall
jalan,
jaringan, dan|
irigasi |
5.2.5 | Belanja | modall
aset tetap
Lainnyal
5.2.6 | Belanja ! modal
| aset tidak
Berwujud
5.3 | Belanja Tidak
Terduga
5.3.1 | Belanja | tidak
terdugai
5.4 | Belanja Transfer
5.4.1 | Belanja gbagi hasil
5.4.2 | Belanja, bantuan
keuangan
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
6 | Pembiayaan
Daerah
6.1 | Penerimaan
Pembiayaan




SilPA

Pencairan dana
cadangan

w o o= o

Hasil
penjualan
kekayaén
daerah . yang
dipisahkan

Penerimaan
pinjaman daerah

u o » O

Penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman
daerah ;

Penerimaan
pembiayaan
lainnyaf sesuai
dengan | ketentuan
perundéng-
Undangan

Jumlah |
Peneriméan
Pembiayaan

6.2

, Pembiairaan

Pengeluaran

6.2.

Pembentukan
dana cadangan

6.2.

Penyertaan modal
daerah |

6.2.

Pembayaran
cicilan pokok
utang yang jatuhl
tempo

Pemberian
pinjaman daerah

Pengeluaran
pembiayaan
lainnya; sesuai
dengan ketentuan
perundang-
Undangan

Jumlah |
Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa | lebih

pembiafyaan




Anggaran tahun

berkenaan (SILPA)

|

Bupati Bombana

Nama

...........
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L. PENETAPAN PERUBAHAN APBD
1. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum
terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:

a. Bupatf wajib mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu
kedua gbulan September tahun anggaran berkenaan.

b. Prosesi pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dapat hengmdung informasi, aliran data, serta penggunaan
dan pényajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyaxnpalkan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. P’emba.ihasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD! DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan
dalam pembahasan yvang disajikan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Hasil %pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD fdituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati
dan DPRD. |

g PersetIfljuan bersama antara Bupati dan DPRD
ditandatangani oleh Bupatidan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupat1 menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD ;beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD Euntuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan
bersaxha.

b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada
perubathan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

C. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD  dituangkan dalam persetujuan bersama yang
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD
1. Ketentuah Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangap Daerah, ketentuan umum terkait persetujuan
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah



adalah sebagal berikut:

a. Pengambllan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati
palmgf lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran
berkenaan berakhir.

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Perda | tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan
pengeluaran yang telah d1anggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan setelah = ditetapkannya Perda tentang
pertanfggunawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdaéarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

b. Bupau menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
dltetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas
Waktuf yang ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran
yang ételah dianggarkan dalamm APBD tahun anggaran
berkeﬁaan ~

K. EVALUASI: RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN
- RANCANGAN PERKADAPENJABARAN PERUBAHAN APBD
1. Evaluasi Rancangan Perda  Perubahan APBD Dan
Rancangén Perkada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
a. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 177
Peratuiran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait evaluasi
Raperda kabupaten tentang perubahan APBD dan Raperkada
tentang penjabaran perubahan APBD adalah sebagai berikut:
1) Raﬁcangan Perda kabupaten tentang perubahan APBD
yaiig telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
ten'lcang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3
(tig{f:t) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda
Kabupaten tentang perubahan APBD untuk dievaluasi

sebelum ditetapkan oleh Bupati.
2) Raﬁcangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD
: dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA,
- dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan

DPRD. |

3) Surat pengantar untuk menyampalkan rancangan Perda
Ka‘pupaten tentang perubahan APBD dan rancangan



4

5)

Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD

dltembuskan ke Menteri Dalam Negeri tanpa disertai

lamplran

Evaluas1 dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

a) lgetentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b) kepentmgan umum;

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan
PPAS; dan

d) RPJMD

Menguﬁ kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian
program dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD

, dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan

yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub
keglatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta
menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD

- dengan KUA dan PPAS.

6)

Perigujian kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang
peritlbahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang
penj'abaran perubahan APBD dengan kepentingan umum
dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan
dengan kepentingan umum meliputi:

a) ﬁerganggunya kerukunan antar-warga masyarakat;

b) t;erganggunya akses terhadap pelayanan publik;

¢) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

~d) ﬁerganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

7)

8)

kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar- golongan, dan gender.
Haéﬂ evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada Bupati Bombana paling
lan:;ibat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan

- Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan

9)

ran;cangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
diterima.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten

ten:tang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang

' per%jabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentmgan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA,
per[ubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati Bombana
menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan



10) Daleflm hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

| mériyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
pehjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
ting;gi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan
KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati Bombana
beréama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

11) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Borhbana dan DPRD dan Bupati Bombana menetapkan
ran¢angan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD
mexfljadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur
meﬁgusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri Keuangan untuk melakukan
penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

12) Periyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui
TAED bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

13) Hasfﬂ penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pirripinan DPRD. 14)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan
das:ar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

15)Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
pariipurna berikutnya.

16) Ke};i)utusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk
perubahan APBD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari
seté;lah keputusan tersebut ditetapkan.

17) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sen}entara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
meli'landatangani keputusan pimpinan DPRD.

18) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan
sarrjlpai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari gubernur, Bupati menetapkan Perda Perubahan APBD
ber}iasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

19) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Gubernur.

20) Proises evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten
tenfcang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati
Bo'r:nbana tentang penjabaran perubahan APBD dapat
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuan Pelaksanaan :

1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati
mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD
yan:g telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD
beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD,
RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat



2)

3)

4

5)

6)

Gubernur sebagai wakil pemerlntah pusat mengeluarkan

surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda

Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

Penjabaran APBD.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan

keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati

Bombana paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.

Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati

Bombana menetapkan rancangan Perda Kabupaten

tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil

pemenntah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,

Bupati Bombana - bersama DPRD melakukan

pen&empumaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

has11 evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai
benkut

a) Bupatl melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil
evaluasi. '

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
éidang paripurna berikutnya.

c) Rimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

d) Berdasa:rkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda
tentang APBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Bombana dan DPRD, dan Bupati Bombana menetapkan
ran;'cangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda
dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri,
sela}njutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pen;*lotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan



ketehtuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AKUNTAN SI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

A AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum

Akuntan31 Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah
sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang
dibangunéoleh Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pilar utama
pengembaﬁngan akuntansi pemerintah daerah terletak pada
perumusép kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem
akuntansi.

Kebijaikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-pl‘;aktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah
sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuanganjﬁ pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna% laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterband:ingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut
disusun ioleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam
Peraturan| ‘Bupati.

S1stem Akuntansi Pemerintah ‘Daerah, yang selanjutnya
disingkat ;SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

‘ penyelenggara peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan

fungsi akuntans1 sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan? keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati
sebagai baigian yang tidakterpisahkan dari Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal
181 Perat}lran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntansi
pemerintab daerah diatur sebagai berikut:

- a. Akuntai;dsi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebij;elkan Akuntansi Pemerintah Daerah
2) SAPD
3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan
ketenftuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

c. Kebijakén akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan
akuntaﬁsi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi



akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjielasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang
berﬁ,lngsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan. ‘

2) Kebl_]akan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) p;emilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi
délam SAP

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
d. dalam | SAP SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik
akuntapm dalam melakukan identifikasi transaksi,
pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan
sistem akuntansi SKPD.
e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1) Lap&ran Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca
4) Lapqran Operasional
5) Lapoiran Arus Kas
6) Lapo;ran Perubahan Ekuitas
7) Cataitan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapaketentuan sebagai berikut:

a. Akuntainsi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas
akuntainsi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah
seluruﬁ SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan
adalah Pemerintah Kabupaten.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang
berfunési sebagai panduan proses penyusunan laporan
keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan
entitas pelaporan. ‘

d. SAPD pada entitas akuntansi dllaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan,
pengakilan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapiatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
kewajibian, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta
penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa
Laporalil Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporaril Perubahan FEkuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.



e. SAPD; pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam
rangkauan prosedur pencatatan jurnal penyesuaian
konsohdam kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan
laporail keuangan pemerintah daerah berupa Laporan
Reahsas1 Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,

f. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam
rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang
menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana
menufut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana
tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana
menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana
dilaksfa.nakan secara bertahap yang diatur dengan
Peratljran Bupati. :

g Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi
pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang
; menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
BAS iiigunakan dalam pencatatan transaksi pada buku
jurnal§ pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran
pada Ifleraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

h. Strukf:ur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan
peratliran perundang- undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Kebijakan Akuntans1 Pelaporan Keuangan

1) Tlm Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi
berll;lpa peraturan perundangan dan literatur lain yang
terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan
perﬁeﬁntah daerah. Sebagai rujukan utama adalah
Larrilpiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional

g2 IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan
keuangan.

2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim
Periyusun melakukan pemahaman dan analisa untuk
proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan
kebiutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian
dari harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-
pernyataan pada kebijakan akuntansipelaporan keuangan.

b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1) T1m Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi



beruf.pa peraturan perundangan dan literatur lain yang
terkiait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan
utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
khususnya: o

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

¢) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan

e) I%SAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan

" g IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

2) Ti:ri Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait
meiakukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas
untuk: ' |
a) Mengidentiﬁkasi akun-akun yang memerlukan
f)emilihan metode yang khusus atas pengakuan atau
pengukurannya.

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan
pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan

v dan pengukurannya.
¢ Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam

SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi
pemerintah daerah :

3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam
SAP, perlumemperhatikan:

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan
fnasalah terkait. |

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria
pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO,
beban, pendapatan- LRA, belanja, dan
penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan
dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum
diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

c. Penyusunan SAPD o

1) Tin} Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses
bis:nis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus
pengelolaan keuangan daerah.

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD
me;ngidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja
yang harus dibuat.



3) Tim ‘:Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing- masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
mem111k1 peran tersendiri agar prosedur dapat
menghas11kan output yang diinginkan

4) Tim, Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen
yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau
dokumen tersebut akan menjadi sumber pencatatan
jurrial.

5) Timii Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prdéedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi
terkait.

6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah
tekl_iis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang
melijelaskan pihak- pihak yang melaksanakan sistem
aklintansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan,
dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan
data-data terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau
format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi
pada setiap bagan alur atau transaksi yang
membutuhkan pencatatan.

7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses
Akuntan31 Pemerintah Daerah mengandung informasi,
ahran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi
Bagian 1 — Pencatatan Transaksi
1) PPK—SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data

2) anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang
APBD Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan
DPA— SKPD.

3) PPK SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan
pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari
prQses pelaksanaan pendapatan.

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban
berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
belanJa

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan
data yang  dihasilkan dari proses pelaksanaan
pembiayaan.

6) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi
aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Bagian 2 Klasifikasi transaksi

1) PPK—SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan data transaksi ke buku besar
berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2) PPK SKPD menghitung saldo di setiap buku besar



|

berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan
merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus
pengelolaan keuangan. daerah. Pencatatan ini
dldokumenta51kan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan
secara elektromk
e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1) Fungs1 Alkuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi
Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal
ehmma31 dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang
dlbutuhkan

2) Fungs1 Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas
kerja kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan
Lapioran Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait

Tlustrasi | dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain
sebagai berikut:

a. Buku: Jurnal

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
: BUKU JURNAL

b. Bukq Besar

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BUKU BESAR

SKPD
KODE REKENING

NAMA REKENING
PAGU APBD¥)

oooooooooooooo

--------------

*) . Untuk Akun-aku komponen LRA



Kertas Kelja Konsolidasi

Kode
Reken}
ing

Nama
Reken
ing

Nera | Nera | Nera | Nerac| Jurn Nera
ca ca ca a al ca
Sald | Sald | Sald | Sald | Elimi | Sald
o o o o nasi o
SKP |SKP | SKP SKP Pem
DA |DB | D D da
dst
DK |[|DK | DK DK | DK K

B. PELAPORAN&KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Berda:Sarkan ketentuan dalam Pasal 182 sampai dengan
Pasal 186 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2922tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan

keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

‘a.

Pelapofran keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyu;sunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas

laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

2) neraca;

3) lapé)ran operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan

5) catatan atas laporan keuangan.

Lapora;m keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui
PPKD |paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhlr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Laporgn keuangan Pemerintah Daerah disusun dan
disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas
pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka

. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala
SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit
mehpun

1) laporan realisasi anggaran;

sedikit

memenuh1 pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD.
Laporgn keuangan Pemerintah Daerah paling
meliplflti:

1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Ner:aca

4) Laﬁoran Operasional




5) Lapcéran Arus Kas
6) Lapéran Perubahan Ekuitas
7) Caté.tan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Bupati;E melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
peraturf'an perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh
Aparat§ Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan
ketentﬁan peraturan perundang- undangan  sebelum
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan. 5

Laporain keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Badan' Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keua_ngan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

- setelah menerima laporankeuangan dari Pemerintah Daerah.

Dalami hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporalfl hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah
Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada
DPRD.!

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadiap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Dalamf rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuan;'gan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepadr%m Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai
dengah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun
SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala
SKPD ZSKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD
yang §menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdaéarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
standéfxr akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peratu:ran perundang-undangan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih disusun dan disgjikan oleh Bendahara Umum Daerah
sebage:u' bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas



Pelaporz‘an.

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih @dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang
menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengenfdalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemeriptahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

d. Laporah Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa
Laporain Realisasi Anggaran.

€. Laporah Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran
berupaf Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporah Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

f. Proses§ penyusunan Laporan Keuangan mengandung
mformasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setla.p akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD
menyusun:
a) Neraca Saldo
b) Jurnal penyesuaian akhir periode
c) Neraca Saldo setelah penyesualan
d) Jumal penutupan

PPK—;SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri
atas§ kolom- kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal
penyesuaian akhir periode,

neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan
lapoi‘an keuangan terkait.

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-
SKPD menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Laporan Operasional (LO)

¢) Neraca

d) L;aporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat,
PPK- SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

4) PPK}SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah
disusun kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala
SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
staﬁdm akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraituran perundang- undangan.

6) Penégguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan



SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah.
Padasaat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD
dlse;'ahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Penyuéunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
!

Bagian 1 — Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1) Mngsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya
dlsébut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas Kkerja
(worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan
SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo
Gabungan SKPD dan SKPKD.

2) Flingsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo
SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja
koﬁsolidasi.

3) Fuhgsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian
konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus
akuntransitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal
eﬁrhinasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja
konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di
enﬁtas akuntansi.

4) F‘ungs1 Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah

Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD
dap Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 — Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1)

2)

3)

4)

5)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsohda81

b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
c) Neraca Konsolidasi

d) Lré.lporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e) Léporan Perubahan SAL

f) L%lporan Arus Kas

Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan
Keur%mgan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di
Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi
Pemermtah

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang telah disusun kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistém pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daeli'ah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



3. Dokumen Terkait
Iustrasi Zdokurnen pelaporan keuangan pemerintah daerah
antara lain sebagaiberikut:

a. Neraca iSaldo

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

Kode Nama Jumlah
Rekening | Rekening : Debit Kredit




b. Laporan Keuangan SKPD Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

-w

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20...

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran | Realisasi|% |[Realisasi
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan =  Retribusi
Daerah |
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan |
Daerah yangDipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah Peﬁdapatan Asli
Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA

BELANJA QPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa

- |[Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah

Belanja Mci)dal Peralatan
Mesin :

Belanja Modal Gedung
Dan Bangunan

Belanja Modal Jalan,
Irigasidan Jaringan

Belanja  Modal Aset

Tetap Lainya'

Belanja Modal Aset
Lainya Jumlah Belanja
Modal f

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN QPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20.... dan 21....

(Dalam Ruplah)

Uralan 20... |20... [Kenaikan/ %
Penurunan
KEGIATAN
OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak

Daerah* Pendapatan

Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban pegawai

Beban B:arang Dan

Jasa Jumlah Beban
Operasi
BELANJAPENYUSUTAN
DAN AMORTISASI

Beban Perjxyusutan Peralatan
Mesin ‘

Beban Pelflyu sutan Gedung
Dan bangunan

Beban P?nyusutan Jalan,
Irigasi danJaringan

Beban Penyusutan Aset
Tetap ‘Lainya Beban
Penyusutan Aset Lainya
Beban Amortisasi Aset tak
Berwujud
Jumlah Beban
Penyusuétan Dan
Amortisasi
JUMLAH BEBAN
SURPLUS /DEFISIT




PEMERINTA;H KABUPATEN BOMBANA

NERACA |
PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0
(Dalam Rupiah) ‘

Uraian 20X1 | 20X0

ASET |
'ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas

Kas leendahara Pengeluaran  Kas Dibendaharal
Penerimaan
Piutang Pajak*

- Piutang Retrlbu31 P1utang Lainnya Penylslhan Piutang Beban!
Dibayar Dlmuka
Persediaan '

J umlah Aset Lancar

" ASET TETAP
k Tanah

Peralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan, Irigasi
Dan Jaringan Aset Tetap Lainya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Periyusutan

Jumlaﬁ Aset Tetap
ASET LAINNYA

Tagihan jangka panjang Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gfanti Rugi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset
Tak Berwujud
Aset Lain-Lain
‘Akumulasi QAmortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi
Penyusutan Aset Lainya '

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhltungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterimal
Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka
Pendek ‘

JUMLALH KEWAJIBAN
EKUITAS ’

EKUITAS 5

Surplus/ Déﬁsit - LO

.Ekuitas Unthk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
: Urai 20X1 20X0
: an
Ekuitas Awal Surplus/ Defisit LO
Dampak  Kumulatif Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :
Sisa Lebih /KurangPembiayaan
Anggaran (SILPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan Selisih
Revaluasi Aset Tetap Lain — Lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
| LAPORAN PERUBAHAN EKUlTAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

. {Dalam Rupiah
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kufnulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Koreksii Nilai Persediaan

Selisih;Revaluasi Aset Tetap

 Lain - lain
Ekuitas Akhir
{




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20XI DAN 20X0

BABI| 1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan
Keu_angan SKPD
1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan
Keuangan SKPD
1.3 'Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan
Keuéngan SKPD
BAB II | Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuéngan ~
?Pemerintah Daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam
pen¢apajan target yang

ditetapkan
BAB Penjelasan Pos — Pos Laporan Keuangan Pemerintah
[11 Daerah
3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing — masing
pos — pos

pelaporan Keuangan

3.1.1 Pendapatan — LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendaptan — LO

3.1.4 Beban
' 3.1.5Aset

1 3.1.6 Kewajiban
. 3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan

kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanjadan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas
ékuntansi /entitas pelaporan yang
fnenggunakan ,
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB Penjelasan atas informasi — informasi non keuangan
\Y SKPD

BAB V| Penutup



c. Laporan Kf:uangan SKPKD di Kabupaten

PEMERIN’I?AH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA ' DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X1

(Dalam Rupiah)

Uraian

An ggaf
an

Realisa (%
si

Realisa
si

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapataﬁ Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah = Pendapatan Asli
Daerah '

PENDAPATAN TRANSFER

- PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH  PUSAT- DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

~Dana »Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Umum — Non Fisik
Jumlah Pendapatan
Transfer Dana ‘
Perimbangan
PENDAPATAN TRANSFER

PEMERINTAHPUSAT — LAINNYA

Dana Inséntif Daerah Dang

Otonomi - Khusus Danal
Keistimesaaan Dana Desa
Jumlah éPendapatan

Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya ‘

PENDAPATAN: TRANSFER ANTAR
DAERAH '

Pendapatan; Bagi Hasil Bantuan

Keangan




Jumlah éPendapatan Transfer
Antar Daerah Total Pendapatan

Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

Pendapatah Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan|
Daerah yang sah '

TOTAL PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang Dan Jasa
- Belanja  Bunga
~ Belanja  Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

 Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
| Belanja Mofdal Tanah

Belanja Mpdal Peralatan Mesin
Belanja Modal Gedung Dan|
Bangunan

~ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan|
Jaringan Belanja Modal Aset Tetap
Lainya |
Belanja Modal Aset Lainya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA

7 Belanja Tak Terduga
Jumlah Eelanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bafltuan Keuangan antar

, DaerahKabilpaten
Belanja iBantuan Keuangan
- Kabupaten keDaerah Provinsi
Belanja fBantuan Keuangan
- Kabupatenkepada Desa
Jumlah Belanja Transfe
JUMLAH | BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN




PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA Pencalran
Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang D1plsahkan

Penerlmaan Pinjaman Daerah -
Pemenntah Pusat

Penerlmaan Pinjaman Daerah -
Pemerlntah Daerah Lain

Penerlmaan Pinjaman Daerah -
LembagaKeaungan Bank

Penemrnaan Pinjaman Daerah -

LembagaKeaungan Bukan Bank

Penerimaaf; Pinjaman Daerah
—Masyarakat

Penerimaar_il Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

- Jumlah Peherimaan Pembiayaa

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

 Penyertaan = Modal  Pemerintah
Daerah

Pembayaran Punjaman  dari
Pemerintah Pusat

Pembayaran Punj aman dari
Pemerintah Daerah Lain

Pembayaran Punj amandari
Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran PunJamandan
LembagaKeuangan Bukan Bank

Pembayaran Pinjaman dari
Masyarakat Pemberi Pinajaman
Daerah Pengeluaran Pemblayaan
Lainnya j :
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan NETTO

Sisa Lebih Pérnbiayaan Anggaran




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20XI dan 21X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20XI | 20XO| Kenaikan/ %
| Penurunan
KEGIATAN
OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan  Pajak  Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapataﬁ Hasil Pengelolaan
Kekayaan @ Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli

Daerah
PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT -
DANAPERIMBANGAN

Dana Bagi gHasil Dana
Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Umum - Non
Fisik |

Jumlah Pendapatan

Transfer Dana

Perimbangan
PENDAPATAN

:5 TRANSF

ER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA

Dana Inseﬁtif Daerah
Dana Otoniomi Khusus
Dana Keisﬁmesaaan
Dana Desa

Jumlah Pendapatan
- Transfer
Pemerintah Pusat -Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER
ANTARDAERAH




Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer

Antar Daerah |
Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN |
PENDAPATAN  DAERAH
YANG SAH
Uraian 20XI | 20X0| Kenaikan/ (%
Penurunan

Pendapatan Hibah Pendapatan|
Dana Darurat Pendapatan
Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerahyalilg sah

TOTAL PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai

Beban Barang Dan Jasa
Beban Buhga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bahtuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN  DAN
AMORTISASI

Beban Pényusutan Peralatan
Mesin

Beban Penyusutan Gedung
Danbangunan

Beban rPenyusutam Jalan,
Irigasi danJaringan

Beban Pényusutan Aset Tetap
Lainya

Beban Peghyusutan Aset Lainya

Beban Amortisasi Aset tak
Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan Dan
Amortisasi

BEBAN TRANSFER

Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Transfer




BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak Terdugal
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT
SURPLUS/DEFISIT DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus ’
Penjualan/Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar

Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang

Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non
Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

Uraian 20XI | 20X0| Kenaikan/ (%
Penurunan
KEGIATAN NON
- OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT

SEBELUM POS LUAR
BIASA ‘

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR
BIASA :

Jumlah Péndapatan Luar

Biasa BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasal
POS LUAR BIASA
- SURPLUS/DEFISIT LO




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

...............................
?

PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0
{Dalam Rupiah)

Uraian 20XI| 20X0

ASET
ASET LANCAR

Kas Dan Setara Kas

Kas di Kas Daf:rah

Kas di benéiahara Pengeluaran Kas di bendahars
Penerimaan Kas Lainnya Setara KasPiutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer [Antar Daerah

Piutang Lainnya
Penyisihan ‘
Piutang Beban
Dibayar Dimuka '
Persediaan |

Aset yang dikonsolidasikan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JAN GKA PANJANG

Investasi Non Permanen Investasi kepada BUMN Investasi
kepada BUMN Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam royek Pembangunan

Dana Bergulil}

Jumlah,I:nvestasi Non Permanen Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi -
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah:f Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah

Pe‘ralatan Dan Mesin Gedung Dan Bangunan Jalan,
Irigasi Dan Jaringan Aset Tetap Lainya
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan




Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadéngan

J umlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA |

Tagihan jangka panjang Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi
Penyusutan Aset Lainya

J umlah% Aset Lainya

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhltungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga

Utang Pinj aman JAngka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan
Diterima Dimuka
Utang Belanja

Utang J angka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang kepada;Pemerintah Pusat

Utang kepada%Lembaga Keuangan Bank

Utang kepada%Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada M asyarakat (Obligasi)

Peremium (Diskonto) Obligasi

Jumlah%Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS '

EKUITAS

Surplu'sé/ Defisit - LO

JUMLAH EKUITAS

J UMLAﬂ KEWAJIBAN DAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20XI DAN 20XO0

(Dalam Rupiah)

Uraian : 20X1 20X0

Ekuitas | Awal

Surplus/ Defisit LO

DampakKumulatif Perubahan

Kebijakah / Kesalahan Mendasar :

Sisa Lebih /Kurang

Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan Selisihl
Revaluasi Aset Tetap Lain — Lain

Ekuitas Akhir

P;EMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA .............................
‘ LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal ,
surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
|sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai: Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain -
Ekuitas Akhir




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

CATATAN A?FAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 20XI DAN 20X0

BABI || 1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

'+ 1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan
- Keuangan SKPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas
. Laporan Keuangan SKPD

BAB II ?Iktlsar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target
‘Kinerja Keuangan

' Pemerintah Daerah

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target

- yang ditetapkan

BAB III} Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing -
masing pos — pos pelaporan
keuangan

3.1.1 Pendapatan — LRA

3.1.2Belanja

3.1.3 Pembiayaan

3.1.4 Pendaptan — LO

3.1.5Beban

3.1.6 Aset

3.1.7 Kewajiban

3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan
| kewajiban yang timbul sehubungan dengan
| penerapan basis akrual atas pendapatan dan
| belanjadan rekonsiliasinya dengan penerapan
| basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
| pelaporan yang menggunakan basis akrual
| pada pemerintah daerah
BAB 1V| Penjelasan ‘atas informasi - informasi
| nonkeuangan SKPD
BAB V| Penutup




d. Laporain Keuangan Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2021

(Dalam Rupiah)
Uraian Anggar | Realisa| % | Realisa
‘ an si si

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapr;ltan Pajak Daerahl

Pendapatan Retribusi
Daerah

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

J uml%ah Pendapatan Aslj
Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT- DANA
PERIMBANGAN

Dana éBagi Hasil Dana
Alokasi Umum

Dana A;lokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Umum - Non

Fisik

Jumlah Pendapatan
Transfer Dana
Perimbangan

PENDAPATAN  TRANSFER
PEMERINTAH  PUSAT -
LAINNYA




Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaaan
Dana Désa
Jumléh Pendapatan
Tranéfer Pemerintah

Pusat ~Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER
ANTARDAERAH

Pendapétm Bagi Hasill
Bantuan Keangan

Jumlah Pendapatan

Transfef:r Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

Pendapaftan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain|

Pendapaitan Daerah yang sah
TOTAL PENDAPATAN

BELANJA |
BELANJA
OPERASI |

Belanja Pegawai

Belanja%Barang Dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja
Operasi BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja n Modal Peralatan
Mesin = Belanja Modal
Gedung Dan Bangunan

Belanja . Modal Jalan,

Irigasi danJaringan

Belanja | Modal Aset Tetap
Lainya Belanja Modal Aset]
Lainya

Jumlah Belanja Modal




BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak
Terdl,jlga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan
Keuangan antar Daerah
Kabupaten

Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten ke Daerah|

Provinsi |

Belanja Bantuan Keuangan

Kabupat:en kepada Desa

Jumliah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA

Pencairein Dana Cadangan

Hasil Pe:njualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Penerimjaan Pinjaman
Daerah — Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman
Daerah . -~  Pemerintah
Daerah Laln

- Penerimaan Pinjaman
Daerah | - Lembaga
Keaungé.n Bank
Peneﬁmhan Pinjaman
Daerah | - Lembaga

Keaungan Bukan Bank
Penerimgan Pinjaman
Daerah ~Masyarakat

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan|
Lainnyal
Jumlah Penerimaan

Pembiajaan




PENGELUARAN PEMBIAYAAN
- Pembentukan Dana
CadanganE Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
Pembayaran Punjaman dari
‘ Pemerintah Pusat
Pembayaran Punjaman dari
Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Punjaman dari
Lembaga Kéua_ngan Bank

- Pembayaran Punjaman dari

~ Lembaga %Keuangan Bukan
- Bank ; :

Pembayara{n Pinjaman dari

Masyarakat Pemberi
' Pinajaman, Daerah
Pengeluarain Pembiayaan
Lainnya
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan '

Pembiayaan NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan|
- Anggaran |




I?EMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20XI dan 21X0

{Dalam Rupiah) |
Uraian 20XI| 20XO0 | Kenaikan/ [%
; Penurunan
KEGIATAN |
OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPA'I‘ANiASLI DAERAH

Péndapatah Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil

Pengelolaa.n§ Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

J umlah Pendapatan Aslj

Daerah’
PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT- DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi éHasil Dana Alokasi
Umum ’

Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Umum — Non Fisik
Jumlah Pendapatan|

Transfer DeinaPerimbangan

PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimesaaan
Dana Desa

Jumlah Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat -

Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER
ANTAR DAERAH

Pendapatan% Bagi Hasil Bantuan
Keangan

J umlah Pendapatan




Transfer Antar Daerah
Total Piendapatan Transfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain|
Pendapatan Daerah

yang '
sah

TOTAL PENDAPATAN




Uraian - 20XI 20XO0 | Kenaikan/ [%
! Penurunan

BEBAN |
BEBAN OPERASI

Beban Pegaxjivai

Beban Baréng Dan Jasa
BebanBunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Jumlah B,el:)an Operasi
BEBAN PENYUSUTAN DAN|
AMORTISASI

Beban Penyusutan Peralatan
Mesin

Beban Penjrusutan Gedung Danj
- bangunan

Beban %Penyusutan Jalan,
Irigasi danJaringan

Beban Peﬁyusutan Aset Tetap
Lainnya

Beban Penjfusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset tak

Berwujud
Jumlah | Beban Penyusutan

Dan AmQrtisasi

BEBAN TRANSFER

Beban Bag[i Hasil

Beban Bantuan Keuangan|
, Jumlah Beban Transfer
BEBAN TAK TERDUGA

Beban Ta'kéTerduga

Jumlah  Beban  Tak
Terduga

JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT
SURPLUS/DEFISIT DARI
KEGIATAN
NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus |

Penjualan/ Pertukaran / Pelepasan
Aset Non Lancar
SurplusPenyelesaian Kewajiban
Jangka Panj ang




Surplus dari Kegiatan  Non|

Operasional Lainnya

Jumla]:;i Surplus Non
Operasional

JUMLAH

SURPLUS /DEFISIT
DARI |KEGIATAN NON

OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT
SEBELUM POS LUAR
BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Jumlah%Pendapatan Luar
' Biasa :
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

| Jumlrg\h Beban Luar Biasa|




Uraian 20XI[20X0 | Kenaikan/
5 Penurunan

%

POS LUAR BIASA
SURPLUS/DEFISIT LO

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XI dan 21X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
ASET

ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di ﬁendahara Penerimaan
Kas Laililnya

Setara Kas Piutang Pajak

Piutang Rétribusi

Piutang Hasﬂ Pengelolaan Kekayaan
Daerah yangDipisahkan

Piutang Lain—lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang  Transfer Antar Daerah
Piutang Lé.mnya

Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Aset yang dikonsolidasikan

J ur:nlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen

{
{

Investé.si kepada BUMN

Investaisi kepada BUMN

Investési dalam Obligasi

Invest;;tsi dalam royek
Pembangunan |

Dana Bergulir

J Iimlah Investasi Non

Permanen




Investasi Permanen

Penyertaan  Modal  Pemerintah
Daerah

Investdsi — Pemberian Pinjarhan
Daerah

J umlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka
Panjang

ASET TETAP
Tanah

Peralatajn Dan Mesin

Gedung Dan Bangunan Jalan,
Irigasi Dan Jaringan Aset Tetap
Lainya . ‘
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulé.si Penyusutan

Jurhlah Aset Tetap

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jurhlah Dana Cadangan

- ASET LAINNYA

Tagihan, jangka panjang Tagihan
Penjuajla.n Angsuran Tuntutan
Ganti Rugi

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset

Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tak

Berwujlid Akumulasi Penyusutan

Aset Laihya

J uﬁnlah Aset Lainya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK) Utang Bunga

Utang %Pinjaman JAngka Pendek
Bagian | Lancar Utang Jangka
PanjangE Pendapatan Diterima
Dimuka

Utang Belanja




Utang J éangka Pendek Lainnya

J urgnlah Kewajiban  Jangkal
Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang képada Pemerintah Pusat

Utang kepada Lembaga Keuangan
Bank |

Utang 1;<epada Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Utang képada Masyarakat (Obligasi)

Peremium (Diskonto) Obligasi

Jurillah Kewajiban Jangkal
- Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Suléplus / Defisit - LO

JUMLAH EKUITAS

' JUMLAH KEWAJIBAN
 DAN EKUITAS




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
20XI | 20XO0

Uraian
Ekuitas: Awal
Surplus/ Defisit LO
Dampak Kumulatif = Perubahan
Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :
Sisa Lebih / KurangPembiayaan
Anggaran (SILPA/ SiKPA)
Korek:si Nilai Persediaan Selisih
Revaltuiasi Aset Tetap Lain — Lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO
~ ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER
20XI DAN 20X0 |

(Dalam Rupiah)

Uraian 20XI 20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai
Penerinilaan Pembiayaan Tahun
Berjalan
Subtotal

Sisa Lc:#:bih /Kurang
Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) |
Subtotal
Koreksii Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir




|

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

. LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
- DESEMBER 20X1 DAN 20XOMETODE LANGSUNG

{Dalam Rupiah)

Urai 20X1 20X0
an

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI

ARUS MASUK KAS

Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah

: Penerimaah HasilPengelolaan Kekayaan
Daerah yarf1g Dipisahkan

Penerimaan Dana Bagi Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaa:n Dana Alokasi Khusus — Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus — Non
Fisik Penefrimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Otonomi Daerah
Penerimaah Keistimewaan
Penerimaah Dana Desa
Penerimaa;n Bagi Hasil dari Provinsi
Penerimaan Bantuan Keuangan
Penerimaan Hibah
Penerimaajn Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
Jurnlahj Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Pembayar;étn Pegawai
 Pembayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembayarén Subsidi

Pembayaran Belanja Hibah

Pembayarén Belanja Bantuan Sosial
Pembayarén Tak Terduga

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
antar Daerah Kabupaten

Pembayarén Belanja bantuan Keuangan ke
Daerah Provinsi

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
kepada Desa

Jumlah Arus Keluar Kas '
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi




ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS

Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah

Penjualan atas Peralatan dan Mesin




Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Penjualan fatas Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penjualan | atas Aset Tetap Lainnya

‘Penjualan atas Aset Lainnya

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Penerimaan Penjualan  Investasi Non

Permanen Jumlah Arus Masuk Kas '
ARUS KELUAR KAS

Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan  Peralatan dan Mesin
Perolehan | Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehanf atas Aset Tetap Lainnya
. Perolehan :atas Aset Lainnya
' Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah
- Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi
Non Permé.nen Jumlah Arus Keluar Kas

 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
ARUS MASQK KAS

Penerimaan | Pinjaman Daerah - Pemerintah
Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah -
Pemerintahé Daerah  Lain  Penerimaan
Pinjaman Daerah — Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga
Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjaman|
Daerah —' Masyrakat (Obligasi Daerah)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman|
DAerah »'

Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah|
Lain Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan E;ank
Pembayaraﬁ Pinjaman dari Lembaga Keuangan|
Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari
Masyrakat @ (Obligasi Daerah) Pemberian|
Pinjaman Daerah

Jumlal'i Arus Keluar Kas

ARUS KAS DARI AKTI{ITAS TRANSITORIS




ARUS MASUK KAS
Penerimaalj Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah'Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS

Pengeluarafn Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus = Kas Bersih dari Aktifitas
Transitoris S

Kenaikan /Penurunan Kas

Saldo Awal Kas

Saldo Akhir Kas




UNTUK

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
;CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIpDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 20XI DAN 20X0

1.1 vMaksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan|

BAB I
| SKPD
1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan
SKPD
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan
Keuangan SKPD
BAB II | Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target K1ner_]a Keuangan
Pemermtah Daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang ditetapkan
BAB III} Penjelasan Pos — Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Rincian dari Penjelasan dari masing — masing pos -
pos pélaporan
keuangan
3.1.1 Pendapatan — LRA
3.1.2Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendaptan — LO
- 3.1.5Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendépatan dan belanjadan rekonsiliasinya dengan
penerfapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB Penjelasan atas informasi — informasi nonkeuangan SKPD
vV |
BAB V| Penutup




BAB VIII

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEBAN DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
APBD

1 Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 dan 190 Peraturan
Daerah Bombana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan
terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan

Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
sebagai bemkut

a.

Bupat1 menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Selaln melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
d11amp1r1 Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas
Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi
Eﬁs1ens1 dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih
lanjut dengan peraturan Menteri.

Rancgngan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
pelal{sanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas
Bupa:ti bersama DPRD untuk mendapat persetujuan
bersama.

. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah

dilakilkan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Atas ;. dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
rancqngan Peraturan Bupati - tentang penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancz?ngan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Perai;uran Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan
APBI;), Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
Ranc:angan Peraturan Bupati tentang pertanggung jawaban
pelak:sanaan APBD  ditetapkan  setelah memperoleh
peng(;esahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Untqk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan



Bupatf tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh)
hari termtung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Daeralrfl tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyarfnpaian dan pembahasan bersama rancangan
Peratufran Daerah tentang pertanggung jawaban
pelaks:anaan APBD.

1) Bu];:f»ati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tenﬁang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta
penj'elasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling
laxnbat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Bupatl dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
peléksanaan APBD.

3) Haéil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
perf:anggung jawaban pelaksanaan APBD dituangkan
dalélm persetujuan bersama yang ditandatangani oleh
Bufoati dan pimpinan DPRD.

4) Buﬁ)ati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
berfdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan
Daérah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

b. Penyufsunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati
tentarflg pertanggung jawaban pelaksanaan APBD saat tidak
tercapfai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Untul% memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan

Bupafi tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dari

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah

Kabupaten dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Bupat1 menyampaikan rancangan Peraturan Bupati

tenjcang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta
peﬁjelasan dan dokumen pendukung kepada gubernur
sebﬁagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh)
har1 sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
derilgan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah
ten;tang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

2) Gu?aernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan
ran:cangan Peraturan Bupati tentang pertanggung
jawiaban pelaksanaan APBD.

3) Buiaati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Perfaturan Bupati ‘tentang pertanggung  jawaban
pelfaksanaan APBD.



EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum

Berdaseirkan ketentuan dalam Pasal 188 Peraturan Daerah
Bombanaji Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, ketentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggung
jawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD disampaikan
kepadla gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancahgan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksfanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh Bupati. \

b. Guber?nur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluajtsi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung

~ jawabfan pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil
pemenksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Hasil | evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
Pemermtah Pusat kepada Bupati Bombana paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Peratﬁran Daerah tentang pertanggung jawaban
pelakéanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

d. Dalarﬁ hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentarilg pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan
rancaingan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai
dengafn Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentaﬁg perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang
penJabaran APBD, Peraturan Daerah tentang penjabaran
perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
Bupa‘:ci menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peratﬁran Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.



e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
menyaitakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentan[g, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertarfggung jawaban Pelaksanaan APBD Dbertentangan
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentarfg perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
penjébfaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati
dan DPRD dan bupati menetapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD fmenjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten tentang penjabaran pertanggung jawaban
pelaksémaan APBD menjadi Peraturan Bupati, gubernur
menguéulkan kepada = Menteri, selanjutnya  Menteri
mengu;sulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusari pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai idengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketenﬁuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan
Peraturan Daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
dan evaluasi rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diatur
dengan Keputusan Menteri.

h. ProseS penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
pertan:ggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan
evaluaisi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuah Pelaksanaan

a. Palingé lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama
dengail DPRD, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
serta |rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertaﬁggung jawaban pelaksanaan APBD serta rancangan
Peratujran Bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD.

¢. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk
disampaikan kepada Bupati.



d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan
laporah hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti,
Bupatl menetapkan rancagan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

| BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasark@ ketentuan dalam Pasal' 190 dan Pasal 191 Peraturan

Daerah Kabuj)aten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang
Pengelolaan K{euangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan
kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagai berikut:

1.

10.

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan daerah wa_]lb mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesﬁai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan
tepat wakttji, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—.ﬂlndangan.

Penyelesaia;ti Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata
dapat dilakilkan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang
Daerah yarig cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat
dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara
dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesalannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- ;undangan

Pemerintah | Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dana atau manfaat lainnya.
Pengelolaan% BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD
sesuai dengén ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan p:eraturan perundang-undangan.

Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan p:erundang- undangan.

Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Beban Daerah.

Pedoman ?ceknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan

utang daerah% dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang—undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan

daerah dan utaf.ng daerah.



BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal

200 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan umum terkait
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah |Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka
menmgkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada
yang dllaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan ﬂ¢k31b111tas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan
umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang
dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum,;

b. pengelolar;m dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

C. pengelolaén wilayah/kawasan = tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

BLUD membakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merubakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang

dikelola u;ntuk menyelenggarakan  kegiatan BLUD  yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keﬁangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan

- teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab

10.

11.

12.

13.

atas Urusah Pemerintahan yang bersangkutan.

Seluruh pehdapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai Beban BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan: BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas per;ﬂngkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja

BLUD di;susun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan% dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan
keuangan dan Kinerja Pemerihtah Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai
dengan ketejntuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai ptiengelolaan BLUD.



| BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkén ketentuan dalam Pasal 201 dan Pasal 202

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang
Pengelolaan Kéuangan Daerah, ketentuan umum terkait pengelolaan
penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:

1.

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar ,hukum atau kelalaian seseorang wajib segera
diselesaikam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajlbannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Daerah wa_ub mengganti kerugian dimaksud.

Ketentuan mengena1 penyelesaian kerugian daerah berlaku secara
mutatis mutiand1s terhadap penggantian kerugian.

Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan pérundang—undangan. '

Pedoman teknls mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah

dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan Pedoman teknis
mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 203 Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan
Keuangan éDaerah, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerinjtah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan
daerah dandiumumkan kepada masyarakat.
2. Informaéi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informa31 keuangan daerah digunakan untuk:

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporejm Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan

¢. Daerah; membantu Kepala Daerah dalam melakukan
evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerafh; dan
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g melakljlkan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh
masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan. ‘

5. Bupati yé.ng tidak mengumumkan informasi keuangan daerah
dikenai sénksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Selanjutnya melaksanakan ketentuan
Pasal 209 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2021 ketentuan umum terkait Penerapan Sistem
Pemerintéhan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Pemeﬁnfah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronﬂ{ dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan
sistem i)emerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau
kapa31tas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapén SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
menuntlflt perubahan paradigma dari yang sebelumnya
berorien‘;casi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi
secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai
berikut: |
a.Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan

secara{E elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai
penggilna yang unik.

b.Inforrriasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,
dapat §disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user
interfaice) dalam sistemyang memadai.

c. Integrélsi antar sistem yang memungkinkan transfer data
dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
pemnﬁang— undangan yang berlaku.

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus
disertai hal- hal sebagai berikut:

a. Pengémbangan kapasitas berupa kompetensi digital dan
budajra digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah pengembangan 31stem informasi, audit, pengawasan,
dan evaluas1

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

1. Ketentué.n Umum

Berdasarkan Pasal 203 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2021, ketentuan umum
terkait Konsohda51 Statistik Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah



Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di lingkup
D‘aerah provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan
Statistik Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan
Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang
terdln atas:

1) Lappran Operasional (Statement of Operationsy);

2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other
Economic Flows);

3) Ner!aca (Balance Sheet);

4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan

5) In(iﬂ<ator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah.

b. Pemefintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di lingkup
Daerah Provinsi.

C. Kemehterian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik
atas i laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah
Provinsi.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan
sistem Pengélolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan
dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan
perundang—u:ndangan vang lebih tinggi serta meninjau sistem
tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan
Pengelolaan'Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Berdasgrkan ketentuan dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218,
Pasal 219 dan Pasal 222 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 3 Tahun 2022tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
ketentuan u#num pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaa:m dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
secara na{sional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Pembmaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah -
dllaksanakan oleh:
a. Bupat; bagi perangkat daerah; dan
b. Kepalaf Perangkat Daerah bagi Pegawai pada masing-



10.

masing§ Perangkat Daerah.

3. Pemblnaén dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi,

pend1d1kan dan pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan

4, Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan
lainnya gsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui
evaluasi ;kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan
untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta
seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam
Pengelolafan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan
perundarflg-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga
melihat 5proses pengelolaan keuangan daerah di semua
tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang
telah dltetapkan Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud,
sebagai berikut:

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan
melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi,
wawancéra mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. EvaluaSi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya
manusie:i, infrastruktur dan  aspek-aspek lain yang
memperigaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah
daerah. ‘ |

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja
pengelol?an keuangan = pemerintah  daerah, termasuk
penentuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam
petunjuk teknis tersendiri.

Pembinaané dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapeu Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis,

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib

menyelengéarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan

Kegiatan Pemerintahan Daerah. ‘

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenntah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan§ sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat

dilakukan isecara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau

kapasitas Pemerintah Daerah.

Pemermtah Daerah wajib menerapkan system pemerintahan

berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

secara teru}tegram paling sedikit meliput :

a. Penyusudan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah
Daerah;

b. Penyusunan rencana kerja SKPD;

C. Penyusuqan anggaran;
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12.

13.

d. Pengelolaan pendapatan daerah;

e. Pelaksanaf;m dan penatausahaan keuangan daerah;

f. Akuntansij dan pelaporan ; dan

g. Pengadaan barang dan jasa. |

Sistem pemeﬁntahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
daerah dikel%;la dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib

mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elekftronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri yang
menyelenggafrakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan pérundang—undangan atas usulan Menteri.
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